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BAB I

PENDAHULUAN
A. Pengertian Ilmu Hukum
Sebelum membahas tentang pengertian ilmu hukum hendaknya kita perlu dipahami pengertian ilmu terlebih dahulu. Secara singkat dapat disampaikan bahwa ilmu adalah sebagai rangkaian aktivitas penelaahan manusia yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional-empiris mengenai sesuatu yang ada di dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti oleh manusia.
Pengertian ilmu dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dari pengertian ilmu tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu adalah bentuk pengetahuan manusia untuk memahami sesuatu yang ada dengan sistem dan metode tertentu guna untuk memecahkan masalah. 
Sedangkan pengertian hukum sendiri tidak mungkin definisikan dengan sempurna, karena hukum mengandung penegertian yang abstrak banyak seginya dan luas sekali cakrawalanya. Setiap orang atau kelompok dapat mengartikan hukum sesuai dengan kepentingannya sesuai dengan asumsi dan hal-hal yang dapat memperkuat argumennya. Akan tetapi walaupun tidak memuaskan penegrtian hukum tetap harus di berikan, karena hal itu penting bagi manusia yang mempelajari hukum tetap ada manfaatnya paling tidak sebagai pegangan sementara untuk dapat mengidentifikasi hukum. Seperti beberapa ahli hukum yang memberi pengertian hukum sebagai berikut:

1. Mayers mengartikan hukum sebagai semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Mayers berusaha mengartikan hukum dari sudut pandang tingkah laku manusia, karena memang hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga fokus utama pada bagaimana manusia dibuat menjadi baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
2. Leon Duguit mengartikan hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan masyarakat oleh masyarakat sebagai jaminan diri kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama. Leon Duguit mengartikan hukum lebih luas pada konteks kelembagaan masyarakat. Masyarakat sebagai sistem hukum merupakan instrumen yang diperankan untuk memainkan hukum sebaik-baiknya, sehingga kepentingan bersama dalam masyarakat dapat diwujudkan.
3. Utrecht mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Utrecht mengartikan hukum yang telah baku dan formal dalam susunan kehidupan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya hukum merupakan kumpulan dari berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga cakupan hukum telah masuk keberbagai bidang kehidupan yang ada di masyarakat tersebut.
Dan masih banyak lagi pengertian hukum menurut para ahli hukum. Dari pengertian hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang tertulis dan tidak tertulis untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi lebih baik, jika ada yang melanggar maka dapat dikenai sanksi oleh yang berweang untuk itu.

Setelah kita mengetahui pengertian ilmu dan pengertian hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan membahas tentang pengertian ilmu hukum. Apa sebenarnya pengertian ilmu hukum itu? Pengertian hukum dan ilmu hukum tentulah tidak sama, walaupun sekilas tampak hampir sama. Ilmu hukum menurut begawan ilmu hukum Indonesia Satjipto Rahardjo adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah tentang hukum. Maksudnya ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum dalam segala bentuk dan wujudnya sepanjang masuk dalam bahan kajian ilmu hukum. Sehingga demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum ini, sehingga menimbulkan anggapan pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya hukum tidak bisa ditentukan.
Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, seperti sejarah hukum, bentuk, asas, sistem, macam pembagian, sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun dan dari masa kapanpun. Maka jika kita akan belajar ilmu hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari pengantar ilmu hukum.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang membahas perihal tentang hukum dan segala aspek yang berkaitan dengan hukum di dalamnya. Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh pengetahuan ilmu hukum. Karena luasnya hukum, sehingga segala hal yang menjadi bahan kajian hukum merupakan bagian dari ilmu hukum.
B. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum
Dilihat dari segi etimologi, istilah kata pengantar adalah pandangan umum secara ringkas tentang objek pokok kajian. Pengantar merupakan kegiatan yang dilakukan diawal atau dapat diartikan sebagai awal dari sesuatu yang masih akan diikuti dengan yang lain. Pengantar Ilmu Hukum sering oleh dunia studi hukum dinamakan encyclopaedia Hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi ilmu hukum yang di dalamnya mempelajari pengertian hukum, dasar-dasar, pokok-pokok, diskripsi dan sendi utama ilmu hukum.

Di setiap program studi ilmu hukum di Indonesia menggunakan Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata kuliah wajib dan merupakan pengenalan awal dalam mempelajari ilmu hukum. Sehingga diharapkan dengan pengeanalan awal, maka akan didapat pemahaman yang cukup. Mempelajari ilmu hukum ada metode dan tekniknya, diantaranya yaitu dengan memberikan penguasaan materi Pengantar Ilmu Hukum sebelum ilmu-ilmu hukum yang lain.

Pengantar Ilmu Hukum merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia. Peristilahan Pengantar Ilmu Hukum itupun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920. Pada masa kemerdekaan Indonesia pertama kali menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum adalah Perguruan Tinggi Gajah Mada. Istilah kata Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa pengertian gambaran tentang ilmu hukum, yaitu:

1. Memberikan pengertian gambaran tentang suatu pandangan umum tentang hukum secara ringkas mengenai seluruh pengetahuan ilmu hukum. Maksudnya Pengantar Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum yang membahas hal-hal hukum secara luas dan tidak terbatas

2. Memberikan pengertian gambaran tentang hukum yang merupakan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum dalam konteks teori mapun praktik. Maksudnya pandangan hukum dalam artian keilmuan hukum yang dipelajari dilingkup akademik dan pandangan hukum dalam arti yang dipraktekkan secara nyata.

3. Memberikan pengertian mengenai arti, dasar, pokok, asas, jenis, cabang dan lain-lain yang utama dalam ilmu hukum.

Pengantar Ilmu Hukum sering oleh dunia studi hukum dinamakan encyclopaedia hukum sebagai mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari tentang hal-hal utama terkait dengan hukum. Oleh karenanya dalam Pengantar Ilmu Hukum hanya akan membahas keseluruhan hal-hal umum yang ada dalam hukum. 
C. Urgensi Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah yang cukup penting dalam program studi ilmu hukum. Bukti bahwa Pengantar Ilmu Hukum mempunyai urgensi yang sangat penting bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Pengantar Ilmu Hukum di ajarkan di program studi ilmu hukum perguruan tinggi di berbagai Negara. Di Jerman Pengantar Ilmu Hukum diajarkan sebagai einfuhrung in die rechswissenchaft. Onderwijs wet (undang-undang perguruan tinggi) di Negara Belanda pada tahun 1920 memasukkan Pengantar Ilmu Hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah inleiding tot der rechwetnschap sebagai pengganti dari encyclopaedie der rechwetenschap.
2. Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia, inleiding tot de rechwetnscahp dijadikan kurikulum oleh Rechthoge School (Sekolah Tinggi Hukum) yang didirikan di Batavia pada tahun 1942.
3. Universitas Gajah Mada berdiri pada tanggal 3 maret 1946 untuk pertama kalinya di pergunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum yang merupakan terjemahan dari inleiding tot de rechwetenschap dan sampai sekarang di jadikan mata kuliah dasar hukum disemua perguruan tinggi di Indonesia.
4. Adanya surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tanggal 30 desember 1973 No.0198/U/1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum negeri maupun swasta, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum harus di cantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum.
5. Menurut keputusan kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta), Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Pada jaman dulu masih ada ujian negara untuk perguruan tinggi swasta. Tetapi sekarang menjadi mata kuliah wajib dan dasar bagi program studi ilmu hukum di Indonesia.
6. Dalam sistem kredit semester (SKS) mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum bobot SKS-nya lebih besar dari cabang ilmu hukum lainnya. Artinya besaran SKS mengakibatkan optimalisasi dari pembelajaran hukum, sehingga kemampuan dasar hukum sebagai penopang ilmu hukum yang lain benar-benar kuat.
D. Fungsi dan Tujuan Pengantar Ilmu Hukum
Tujuan Pengantar Imu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata kuliah dasar untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Sebagai mata kulaiah dasar di program studi ilmu hukum hukum, maka Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi yang cukup penting bagi penstudi ilmu hukum, yaitu:

1. Merupakan dasar dalam rangka mempelajari ilmu hukum selanjutnya. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama tidak akan dapat di peroleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Oleh karena itu Pengantar Ilmu Hukum juga bisa di namakan basis leervak atau mata kuliah dasar daripada pelajaran hukum.

2. Memperkenalkan ilmu hukum kepada penstudi ilmu hukum tentang segala seluk beluk ilmu hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sehingga Pengantar Ilmu Hukum mampu menjadi pengetahuan yang menopang pengetahuan hukum yang lain.

3. Mengkualifikasi mata kuliah, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Artinya Pengantar Ilmu sebagai mata kuliah yang mempersiapkan penstudi ilmu hukum untuk mempelajari ilmu hukum yang lain.

4. Memberikan pemahaman ilmu hukum, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Sehingga dari dari pemahaman tersebut akan diperoleh penguasaan yang cukup tentang ilmu hukum.

5. Fungsi pedagogis, artinya membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang penting bagi manusia.

6. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hal-hal apasaja yang terkait dengan hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengantar Ilmu Hukum
7. Berusaha untuk menjelaskan keadaan, inti, maksuud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara bagai-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
8. Pengantar Ilmu Hukum sebagai dasar ilmu hukum yang akan mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia bagi para penstudi hukum yang menuntut ilmu hukum di Indonesia yang penting bagi mereka untuk memahami pengetahuan dan pengertian tentang hukum ditingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pengantar Ilmu Hukum mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia (hukum positif).
E. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum
Sebelum membahas tentang kedudukan Pengantar Ilmu Hukum, maka perlu kiranya kita ketahui status Pengantar Ilmu Hukum. Status Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar yang luas dan mencakup semua hal tentang hukum.

Kata Pengantar Ilmu Hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda inleiding tot de rechtswetenschap, istilah kata tersebut dipakai oleh perguruan tinggi Belanda. Di Indonesia sendiri inleiding tot de rechtswetenschap telah dikenal sejak didirikanya sekolah tinggi hukum. Sedangkan untuk istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali dipergunakan di perguruan tinggi Gajah Mada. Hingga sampai sekarang Pengantar Ilmu Hukum mejadi mata kuliah wajib dasar program studi ilmu hukum di Indonesia.

Pengantar Ilmu Hukum merupakan suatu pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang kajiannya sangat luas ruang lingkupnya. Penstudi ilmu hukum akan dapat memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu hukum apabila didasari oleh pemahaman yang baik dari Pengantar Ilmu Hukum. Oleh karena sifatnya yang dasar dan membahas hal-hal pokok dalam ilmu hukum, maka jalan pertama yang harus dikuasai dalam studi ilmu hukum adalah menguasai Pengantar Ilmu Hukum

Melihat dari uraian di atas maka kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dalam sistem ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum berarti terletak di bagian dasar dari susunan pengetahuan ilmu hukum yang ada. Oleh karena itu, sebagai dasar harus memiliki muatan pengetahuan ilmu hukum yang kokoh. Nilai-nilai yang sifatnya fundamental menjadi pisau dalam membuka dan mengupas ilmu hukum yang lain. Sebagai pisau, maka Pengantar Ilmu Hukum harus tajam, sehingga Pengantar Ilmu Hukum mampu untuk mengakaji ilmu-ilmu hukum yang lain.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum program studi ilmu hukum adalah sebagai mata kuliah wajib program studi ilmu hukum. Karena menjadi mata kuliah wajib, maka Pengantar Ilmu Hukum ditempatkan disemester satu. Sebelum mahasiswa mengetahui, memahamai, menjelaskan dan megimplementasikan ilmu hukum lain, maka untuk Pengantar Ilmu Hukum harus dinyatakan lulus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah prasyarat yang harus dipenuhi.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum program studi ilmu hukum adalah sebagai mata kuliah yang memiliki peran cukup strategis dan menentukan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.
F. Hubungan Pengantar Ilmu Hukum Dengan Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Ilmu Hukum sebagai dasar mata kuliah memiliki hubungan dengan Pengantar Hukum Indonesia yang saling terkait dan mempengaruhi. Sehingga hubungan tersebut dpat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengantar Ilmu Hukum sebagai pembuka awal dalam mempelajari Pengantar Hukum Indonesia. Seperti masuk dalam dunia hukum, maka perlu adanya pengenalan awal tentang hukum, agar tidak asing terhadap hukum.

2. Pengantar Ilmu Hukum mendukung dan menunjang kepada penstudi ilmu hukum yang akan mempelajari hukum positif Indonesia (tata hukum indonesia).
3. Pengantar Ilmu Hukum menjadi dasar dari Pengantar Hukum Indonesia, yang berarti bahwa untuk mempelajari Pengantar Hukum Indonesia seharusnya pokok-pokok ilmu Pengantar Hukum Indonesia merupakan contoh kongkrit apa yang dibahas di dalam Pengantar Ilmu Hukum.

Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia memiliki persamaan-persamaan, yaitu:

1. Sama-sama merupakan mata kuliah wajib dasar ilmu hukum

2. Keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari ilmu hukum
3. Istilah Pengantar Imu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia pertama kalinya dipergunakan sejak berdirinya perguruan tinggi gajah mada

Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan, yaitu:
1. Perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia dapat dilihat dari objeknya. Pengantar Ilmu Hukum objeknya adalah aturan tentang hukum pada umumnya tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan Pengantar Hukum Indonesia berobyek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini atau objeknya khusus mengenai hukum positif (ius constitutum).
2. Pengantar Ilmu Hukum memiliki cakupan yang lebih luas bahasannya, sehingga Pengantar Ilmu Hukum tidak membahas bahasan-bahasan yang terdapat dalam Pengantar Hukum Indonesia saja, tetapi dapat masuk kesemua ilmu hukum

G. Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum memiliki cakupan yang luas, sehingga ruang lingkupnya pun harus mampu menampung cabang-cabang ilmu hukum yang lain. Adapun ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum adalah: 

1. Hukum sebagai norma. Artinya hukum sebagai kaidah yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.
2. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Artinya hukum sebagai suatu keadaan/ gajala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai maninfestasi dari pola tingkah laku yang berkembang dan diakui keberadaanya

3. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ilmu hukum terbagi dalam dua pengertian, yaitu: ilmu hukum dalam arti luas yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif atau yang sering disebut ajaran hukum (dogmatik hukum)
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BAB II

PERAN, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM
A. Peran Hukum
Dalam sistem kehidupan di masyarakat dijumpai berbagai ketentuan pranata yang masing-masing diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperlancar jalanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena fungsi dari pranata yang demikian penting, maka masyarakat sangat membutuhkan keberadaannya tesebut. Pranata merupakan wujud lain daripada hukum untuk manusia. Segala pranata atau hukum yang mengatur kehidupan manusia bergerak masuk di semua lini bidang kebutuhan hidup manusia.
Untuk meneguhkan peran hukum dalam sistem kehidupan masyarakat, maka diperlukan bentuk hukum secara terlembaga. Sehingga pengakuan dari masyarakat akan hukum menjadi bukti peran hukum yang memang dibutuhkan. Jika masyarakat menginginkan pencapaian kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya, yaitu melalui hukum. Seperti contoh kebutuhan akan keadilan yang kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada hukum sebagai institusi masyarakat:

1. Adanya stabilitas. Artinya dengan adanya hukum, maka stabilitas masyarakat menjadi terjaga. Hukum sebagai aturan main menjadi dasar dalam segala tindakan masyarakatnya.
2. Mampu memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Karena multikompleknya kebutuhan masyarakat, maka diperlukan hukum yang sesuai dengan variasi yang ada. Agar berjalannya pemenuhan kebutuhan tidak keluar dari koridor dan ketentuan yang seharusnya, disitulah peran hukum

3. Jaminan hukum terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat menjadi ukuran bekerjanya hukum. Dalam era keterbukaan dan bebas ini diperlukan kejalasan tentang efek dari segala tindakan yang kita lakukan. Agar masing-masing orang tidak melanggar hak-hak orang lain, maka diperlukan jaminan dari hukum.
4. Terintegrasinya sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena hukum hanya sebagai benda mati, yang harus digerakkan oleh kegiatan manusia. Agar kegiatan ini tidak bertumbukan, maka diperlukan integrasi sistem hukum dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan peran hukum tentunya berhubungan juga dengan masyarakat. Sehingga beberapa ahli sosiologi hukum memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dengan komposisi dan kontein yang ada di dalam masyarakat, maka hukum pun susah untuk memperhatikan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Kepentingan dan kehendak mungkin merupakan kunci penjelasan mengapa hukum itu bertendensi khususnya pada ranah prakteknya. Para ahli hukum tersebut berpendapat, bahwa hukum pada dasarnya tidaklah memihak, tetapi memang tidak menutup mata bahwa hukum sebegai alat untuk menentukan kebijakan maka hukum menjadi bagian yang tidak terpisah dan ikut bertanggungjawab terhadap efek negatif dari kebijkan yang dibuat.

Oleh karenanya banyak pemikir-pemikir ilmu hukum yang mencurahkan usahanya agar penegakan hukum itu tidak memihak, namun karena secara politik hukum adalah hasil produk dari lembaga legislatif yang dipilih melalui proses politik, maka hukum tidak dapat meninggalkan campurtangan dari sipembuatnya. Begitu pentingnya peran hukum dalam mennetukan kehidupan masyarakat dalam membantu menciptakan keamanan, ketertiban, kepatuhan dan sampai pada kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Mengapa hukum hadir dalam masyarakat, karena peran hukum yang utama adalah melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan segala kondisi yang ada dan konsekuensi dari tindakan hukum yang akan terjadi. Oleh karena itu hukum memberikan pembatasan-pembatasan yang sedemikian rupa untuk mengatur dan menyesuaikan kepentingan yang ada dengan keharusan. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan suatu organisasi masyarakat akan berjalan dengan baik jika dikendalikan secara efektif oleh hukum. Sekalipun hukum mempunyai kekuatan otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih luas dan nyata di masyarakat.
B. Fungsi Hukum

Menurut beberapa hasil analisis para ahli hukum seperti keterangan yang telah dikemukakan diatas, maka hukum memiliki sebuah fungsi yang selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi mengatur pergaulan dalam masyarakat.Setelah diatas kita membahas tentang peran hukum yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan dibahas tentang fungsi hukum. Bagaimana sebenarnya hukum berfungsi dalam memberikan sumbangan pemikiran pembaruan dan pencerahan kepada masyarakat. Secara umum fungsi hukum dapat berupa:

1. Hukum sebagai pedoman berperilaku. Artinya hukum memberikan pedoman-pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku agar tingkah lakunya sesuai dengan hukum yang dikehendaki

2. Keamanan. Artinya dengan adanya hukum maka tidak ada siapapun yang dapat mengancam orang lain atau membuat orang terancam. Keadaan yang kondusif merupakan bagian dari fungsi hukum yang selanjutnya dapat diikuti oleh fungsi hukum lain yang sifatnya lebih pada kepentingan hak-hak perseorangan 
3. Keteraturan. Artinya hukum sebagai alat pengatur segala tindakan yang dilakukan masyarakat. Sehingga hukum berfungsi mengarahkan manusia untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk dalam hidup 
4. Ketertiban. Artinya hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Ketertiban adalah wujud dari adanya hukum, yaitu adanya ketentuan yang dapat mengatur kepentingan-kepentingan sesuai dengan apa yang seharusnya 

5. Kesejahteraan. Artinya hukum bukan hanya sekedar penegakkan hukum tanpa menghiraukan apa fungsi hukum yang esensial. Akhir dari situasi aman, teratur dan tertib adalah keadaan yang menunjukkan kesejahteraan
6. Perlindungan. Hukum sebagai peraturan yang memiliki seperangkat ketentuan yang dapat melindungi setiap orang. Berbagai kebijakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk hukum sebenarnya terdapat unsur perlindungan, entah perlindungan terhadap kepentingan pribadi, kelompok dan umat
7. Keadilan. Kata keadilan identik dengan hukum. Sehingga simbol yang terdapat dalam lembaga hukum biasanya bergambar patung keadilan. Hukum sebagai pemutus atau pengambil kebijakan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku  
8. Sanksi. Karena hukum sifatnya mengatur kshidupan manusia, maka bagi siapa saja yang melanggar hukum harus dikenai sanksi sebagai konsekuensi tindakan yang seharusnya tidak dilakukan
9. Perubahan sosial. Hukum sebagai aturan yang dibuat oleh manusia sebenarnya berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia itu agar lebih baik. Arah kebaikan itu merupakan perubahan hukum 
10. Kontrol. Segala kegiatan yang terjadi di masyarakat tidak dapat dibiarkan begitu saja

tanpa ada pemantauan atau koreksi. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka kontrol wajib dilakukan
11. Penyelesai konflik. Hukum telah terbukti menjadi media yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Aturan main yang disepakati menjadi keputusan bersama yang harus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dengan pemahaman yang sama dapat mengurangi konflik dalam masyarakat
Membahas tentang fungsi hukum, maka yang menjadi pokok kajian adalah, sejauh mana hukum dapat memberikan sumbangan positif dalam kehidupan masyarakat, baik dalam arti terhadap setiap individu, maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Seperti dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa fungsi hukum meliputi:

1. Social Control. Artinya hukum berfungsi sebagai pengendali kehidupan masyarakat. Tanpa ada kontrol dari hukum maka kehidupan akan berjalan tidak terarah
2. Dispute Settlement. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk tujuan tertentu, dengan adanya hukum semua pihak akan taat dan patuh. Konflik yang sering terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan cara-cara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Social Engineering. Hukum sebagai rekayasa sosial. Fungsi hukum seperti ini merupakan bagian dari politik hukum. Dengan mengupayakan hukum untuk dapat merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam masyarakat hukum memiliki fungsi yang cukup penting. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

1. Hukum untuk memberikan pedoman bagaimana masyarakat harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kepentingan-kepentingan bersama yang saling terkait dengan kepentingan pribadi seseorang.

2. Hukum berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Artinya masyarakat memiliki persatuan dan sikap saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirancang sebelumnya.
3. Hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial. Kehidupan masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan perubahan berpotensi menimbulkan konflik sosial dan permasalahan hukum. Sehingga hukum harus berfungsi menjaga kehidupan sosial agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.
Dalam perkembangan masyarakat fungsi dan peran hukum dapat sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai kaidah merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan buruk. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, hukum memiliki daya mengikat untuk dipaksakan kepada setiap orang. Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan memiliki daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Sebagai fungsi kritis, hukum dapat melakukan analisis yuridis dariberbagai sudut pandang yang bertujuan untuk mencarai kelemahan dan memperbaikinya. Hukum dalam kehidupan masyarakat juga dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Menfasilitasi. Dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehinggga tercapai suatu ketertiban.
2. Represif. Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Ideologi. Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain

4. Reflektif. Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain :

a)
Fungsi mengatur ( Govermence ).

b)
Fungsi Distribusi Sumber Daya.Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat.

c)
Fungsi penyelesaian konflik.

d)
Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.

Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

a.
Fungsi Integrasi

Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap ( mutual expectation ) dari masyarakat.

b.
Fungsi Petrifikasi

Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.

c.
Fungsi Reduksi

Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.

d.
Fungsi Memotivasi 

Yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

e.
Fungsi Edukasi

Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut :

a.
Hukum tertuis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

b.
Hukum tertuis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai sub kultur dalam masyarakat. Misalnya, hukum akan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya.

c.
Hukum tertulis dapat ditafsrkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam 

masayarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya golongan tua lebih menghormati hukum daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.

a.
Faktor prosedur formal dan framework yang bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantif.

b.
Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis, tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

Dalam suatu sistem bahwa antara hukum, kekuasaan dan politik sangat erat kaitannya serta studi tentang hubungan antara komponen hukum, kekuasaan dan politik juga merupakan bidang yang mendapat bagian dari sosiaologi hukum. 

Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini bukan hukum yang mengubah masyarakat, melainkan perkembangan masyarakat yang mengubah hukum. Sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagaia berikut :

a)
Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.

Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan distribusi sumber daya atau dalam hubugan dengan standar baru tentang keadilan.

b)
Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh 

ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pamndangan dan cara hidup masyarakat. 

c)
Ada ketidak adilan secara tekhnikal hkum yang meminta diubahnya hukum tersebut.

d)
Ada ketidak konsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubhan terhadap hukum tersebut.

e)
Ada perkembangan pengetahuan dan tekhnologi yang memunculkan bentukan baru untuk membuktikan suatu fakta.

Kemudian dalam suatu masyarakat terdapat aspek positif dan negatif dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif. Negatifnya adalah kecenderungan menjadi pemerintahan tirani dan totaliter. Sedangkan positifnya adalah bahwa gaya pemerintahan yang superaktif tersebut biasanya menyebabkan banyak dilakukannya perubahan hukum dan perundang-undangan yang dapat mempercepat terjadinya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti ini bisa kearah positif, tetapi bisa juga kearah yang negatif.

Ada beberapa lapisan dari suatu realitas sosial. Lapisan dari realitas sosial tersebut antara lain:

a.
Lapisan dalam bentuk dasar-dasar geografis dan demografis.

Ini merupakan lapisan paling atas dari realitas sosial. Dalam hal ini kebutuhan 

masyarakat seperti makanan atau komunikasi menjadi dasar bagi masyarakat 

Manakala faktor-faktor tersebut merupakan hasil transformasi dari tindakan kolektif masyarakat atas desakan dari simbol, cita-cita dan nila dalam masyarakat.

b.
Lapisan Institusi da tabiat kolektif (Kolektif Behaniove) 

Ini merupaka lapisan kedua dalam suatu realitas sosial. Dalam lapisan yang bersifat morfologis ini, dijumpai institusi masyarakat dan tingkah laku masyarakat yang mengkristal dalam bentuk-bentuk kebiasaan praktik dalam organisasi.

c.
Lapisan simbol-simbol

Lapisan ini berhubungan langsung dengan institusi yang berfungsi sebagai tanda atau sarana praktik, seperti lambang, bendera, obyek suci, dogma-dogma, prosedur, sanksi atau kebiasaan.

d.
Lapisan nilai (value ) dan tujuan kolektif

Lapisan merupakan produk dari suatu kehidupan sosial yang mengarahkan suatu  pemikiran kolektif yang bebas.

e.
Lapisan pikiran kolektif ( Collective Mind )

Lapisan pikiran kolektif ini merukan memori kolektif, representasi kolektif, perasaan kolektif, kecenderungan dan aspirasi kolektif, dalam suatu kesadaran individu. 

Dalam kehidupan masyarakat ada tiga faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Ketiga faktor tersebut adalah :

a.
Kumulasi penemuan tekhnologi.

b.
Kontrak konflik antar kebudayaan.

c.
Gerakan sosial (social movement ).

Kemudian, teori kebudayaan yang tentunya dianut oleh para ahli kebudayaan yang mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya perubahan masyarakat adalah bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang berbeda sehingga masing-masing akan menyesuaikan kebudayaannya dengan kebudayan baru untuk mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih baik menurut penilaian mereka. Sementara itu teori gerakan sosial menyatakan bahwa perubahan masyarakat terjadi karena adanya gerakan sosial dimana gerakan tersebut terjadi karena adanya unsur ketidakpuasan yang menimbulkan protes-protes dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tatanan masyarakat baru, termasuk didalamnya suatu tatanan hukum yang baru. Jadi menurut teori-teori tersebut, justru perubahan hukum, bisa menghasilkan suatu tatanan hukum yang baru. Ini merupakan akibat dari adanya perubahan masyarakattersebut.

Fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum. Pemerintahan tersebut akan menjadikan dirinya hukum itu sendiri. Seperti sistem pemerintahan diktator. Sehingga rakyat beranggapan bahwa siapa yang memerinta dialah yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa maka dialah undang-undang. Contohnya jarang sekali seorang pejabat aktif masuk penjara, biasanya setelah selesai dari jabatannya baru ditangkap. Menurut Hatta sebaiknya walaupun dia seorang pejabat bila terbukti bersalah harus di turunkan dari jabatannya, kemudian di ganti orang lain. Bila penggantinya terjadi lagi distorsi harus diganti lagi. Sebab generasi bangsa banyak yang punya potensi tetapi tidak diberikan kesempatan oleh pemimpin terdahulu. Hal seperti ini yang mengancam kesenjangan-kesenjangan sosial. Jadi untuk menjaga keseimbangan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu ada tindakan nyata agar tidak terjadi disintegrasi.

C. Tujuan Hukum

Hukum merupakan institusi  sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraanya yang demikian itu bekaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat pada masyarakat  yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan itu dan hak ini berarti adanya berhubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.

Prof. Lj. Van Apeldorn: Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. PendapatApeldorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan utilitis.

Aristoteles: Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.

Prof. Soebekti: Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

Geny (Teori Ethic): Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

Jeremy Bentham (Teori Utility): Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-sebanyaknya.

J.H.P. Bellefroid: Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut. Menurut Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah.

Prof. J Van Kan: Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

Menelaah kedua pendapat tentang fungsi hukum di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda.

Seperti yang telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masayarakat. Dengan banyaknya peranan hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi ; “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikanmasalah-masalahyangtimbul”.

D. Subjek hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari Orang dan Badan Hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Subjek Hukum Manusia (orang)
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Selain itu juga ada manusia yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti :

a) Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.

b) Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

a) Orang yang belum dewasa.

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros.

c) Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin)

b.Subjek Hukum Badan Usaha
Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

a) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

b) Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a)  Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.

b)  Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi

Jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana agar fungsi hukum tersebut diatas Â  dapat diwujudkan atau bekerja dengan baik sehingga tujuan-tujuan hukum juga dapat diwujudkan. Agar Â  fungsi hukum sebagaimana disebutkan diatas dapat terselenggara dengan baik tentunya harus didukung oleh aparat penegak hukum itu sendiri beserta dukungan kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sekali lagi ada cukup banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan tujuan hukum termasuk pula materi atau muatan peraturan hukum itu sendiri.Â  Keseluruhan faktor tersebut berperan penting dalam mendukung tegaknya atau berfungsinya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Uraian diatas belum secara menyeluruh menyebutkan pendapat para ahli. Masih terdapat berbagai macam rumusan mengenai fungsi hukum yang dilontarkan oleh para ahli atau pakar hukum. Bila masih memungkinkan kami akan coba menguraikan lebih banyak lagi pendapat para pakar mengenai fungsi hukum pada artikel kami selanjutnya.
ungsi Hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial.

Menurut M. Friedman, Fungsi hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (Social Control).

2. Penyelesaian sengketa (dispute settlement).

3. Rekayasa sosial (Social Engineering).

Menurut Theo Huijbers, Fungsi Hukum yaitu untuk memelihara kepentingan umum di dalam masyarakat, menjaga hak hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dan sarana rekayasa soaial (social engineering).

Menurut Sajipto Raharja, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebisaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, mengahapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dengan demikian hukum dijadikan sebagai sumber.

Secara sistematis, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang berarti bahwa hukum berfungsi menunjukkan manusia untuk memilih yang baik atau yang buruk, sehingga segala sesuaut dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

3. Hukum berfungsi untuk menentukan orang yang bersalah dan yang tidak bersalah, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

4. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya ikat memaksa dan hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

5. Hukum befungsi sebagai penentu alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara.

5. Fungsi hukum sebagai alat penyelesaian sengketa, yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota masyarakat.

6. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku maka masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.

6. Fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan ketentraman sosial lahir dan batin. Hukum yang berisifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut unutk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya dan dapat diterapkan tanpa tebang pilih. Dengan demikian, ketentraman akan tercapai.

7. Hukum berfungsi juga sebagai alat kritik, artinya hukum tidak hanya mengawasi masyarakat, tetapi juga berperan mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum dan aparatur negara. Dengan demikian, semua masyarakat harus taat kepada hukum.

8. Fungsi hukum sebagai alat pemersatu bangsa dan negara, serta meningkatkan kewibawaan negara di mata dunia.

Dari fungsi fungsi hukum yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata teritb, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial  lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, penentuan alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil, dapat melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagian rakyat, demi keadilan dan atau berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi hukum sebagai penertib dan pengatur pergauan di dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

| Tujuan Hukum |

Tujuan Hukum menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Menurut Professor Lj. Van Apeldoorn, Tujuan Hukum adalah untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat dengan damai dan adil. Untuk kedamaian hukum, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu dan lainnya. Menurut Van Apeldoorn, disamping tujuan tersebut, Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikan.

Menurut Subekti, Tujuan Hukum adalah untuk melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

Menurut J. Van Kan, Tujuan Hukum yaitu untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak dapat diganggu. Dengan tujuan ini, dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

Purnadi dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, Tujuan Hukum ialah untuk kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban eksternal, antarpribadi dan ketenangan internal pribadi.

Tujuan Hukum menurut S. M Amin adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut Soejono Dirdjosisworo, Tujuan Hukum adalah untuk melindungi individu dalam berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil.

Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat, artinya hukum sebagai alat perubahan sosial. Intinya adalah hukum sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, secara pribadi maupun di dalam hidup bermasyarakat.

Tujuan Hukum menurut pendapat Bellefroid ialah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota masyarakat.

Van Kant mengatakan Hukum Bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia agar tidak dapat diganggu.

Suharjo (Mantan menteri kehakiman), Tujuan Hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat di dalam proses yang berlangsung secara wajar. Adapun secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Menurut Wasis Sp, Tujuan Hukum adalah mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia agar kehidupan selalu berada dalam keamanan, keadilan, ketentraman dan kesejahteraan.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Tujuan Hukum diciptakan untuk meluruskan kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Tujuan Hukum yang paling utama menurut Sutjipto Rahardjo adalah membimbing manusia pada kehidupan yang baik, aman, tenteram, adil, damai dan penuh kasih sayang.

Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap amnusia. Hukum menghendaki pelayanan kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, sehingga pada intinya tujuan hukum adalah terciptanya kebenaran dan keadilan.

Tujuan Hukum yang pokok yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membangun wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.

Beberapa Teori Tujuan Hukum yang diungkapkan ahli mengenai tujuan hukum, antara lain :

1. Teori Tujuan Hukum yang diungkapkan oleh Geny, tujuan Hukum ialah untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau salah. Yang menjadi tumpuan dari teori ini, hukum berada pada tiap-tiap batin orang yang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.

2. Teori Tujuan Hukum yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham, Hukum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memerhatikan soal keadilan. Teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya.

Sekian dari informasi ahli mengenai fungsi hukum dan tujuan hukum menurut ahli, semoga tulisan informasi ahli mengenai fungsi hukum dan tujuan hukum dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

- Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung

Fungsi Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum memiliki fungsi dalam pembangunan, yakni: (1) hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (

order).

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (

 fundamental 

) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

11

 (2) Hukum sebagai sarana pembangunan. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan

 – 

kebutuhan hukum menurut tigkat kemajuan pembangunan di segala  bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasaranan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana  pembangunan yang menyeluruh. Ini berarti pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum  pembangunan nasional, yang tidak hanya mampu mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, akan tetapi bahkan mampu memakukan kesejahteraan umum.
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 (3) hukum sebagai sarana penegakan keadilan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewahiban. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.
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 Hukum sangat erat hubunganya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum dalam menggunakan kata

ius

untuk menandakan hukum yang sejati. Hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup
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 Mochtar Kusumaatmadja,

 Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,

Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3
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 Sunaryati Hartono,

 Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,

Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm. 18.
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 Suryadi MP,

 Ilmu Budaya Dasar,

Jakarta: Universitas Terbuka, 1984, hlm. 3.

 dengan damai menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Begitu pula

rule of law

yang terutama diterapkan pada sistem hukum

anglo saxon

mempunyai latar  belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan.
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 (4) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Untuk memenuhi fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka norma-norma hukum yang akan dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna di dalam kenyataan dan pebentuk hukum harus menemukan norma-norma hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat masing-masing.
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2. Tujuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik nasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktik (hukum) ketika  praktik itu mulai dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat  publik dan obyektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tidak teruji.
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 Sementara itu tujuan hukum merupakan masalah filsafat hukum, karena itu dalam menjawab masalah ini timbul berbagai pendapat yang berbeda. Plato atau Aristoteles mengungkapkan hukum dan undang-undang bukan semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan terutama untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan atau kebajikan pokok, sehingga akhirnya layak menjadi warga negara dari negara ideal. Hukum dan undang-undang erat bersngkut paut dengan kehidupan moral setiap warga negara. Hukum dan undang-undang harus dapat menempatkan diri bagaikan seorang ayah yang baik hai yang tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya kendati seseorang yang melanggar undang-undang harus dihukum, namun hukuman itu tidak boleh dijalankan sebagai tindakan  pembalasan yang dianggap setimpal dengan kejahatannya. Hukuman harus
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 Theo Huijbers,

 Filsafat Hukum,

Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 64.
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 Astim Riyanto,

op.cit.,

hlm. 787.
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 Andre Ata Ujan,

 Filsafat Hukum,

Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 25.

 merupakan suatu obat yang sanggup menyembuhkan penyakit yang diidap terhukum itu.
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 Aristoteles menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan. J.van Kan berpendapat tujuan hukum adalah untuk menjamin menyatakan hukum dalam pergaulan manusia. L.J. van. Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Jeremy Bentham menyatakan tujuan hukum adalah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat (

balance of interest 

). Gustav Radburch berpendapat ada tiga sendi atau nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian (

 positivitas

). Hubungan antara ketiga sendi yang juga dapat sebagai tujuan hukum itu relatif kadang-kadang kegunaan mengatasi keadilan dan kadang-kadang kepastian mengatasi kegunaan, tergantung kepada sistem poltitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat (

law as a toolof social engineering 

).
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 Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan, Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempuyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam  perlakuan (justice or fair treatment).

19

 Hukum dalam arti keadilan (iustitia) atau ius/Recht(dari regere = memimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Secara falsafati, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi falsafati yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang  bersangkutan.
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 Sudah semestinya hukum merupakan institusi yang berfungsi untuk menjadikan bangsa kita, merasa sejahtera dan bahagia.
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Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap yaitu :

    Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana perilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana  yang baik mana yang tercela melaluin norma-normanya yang mengatur pemerintah-pemerintah ataupun larangan-larangan, sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Massing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat atau tidak diperbuat, sedemikian rupa sehingga sesuatunya bisa tertib dan tertur.

    Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat danwataknya yang natar lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relative dapat mewujudkan keadilan.

    Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat di manfaatkan atau diday gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kea rah lebih maju. Dalam hal ini sering ada kritik atau fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan, yang dianggapnya melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesaknya, semata-mata hanya kepada masyarakat belaka sedangkan otoritas dengan dalih menggerakkan pembangunan, lepas dari control hukum. Sebagai imbangan daripadanya bisa dilihat pada fungsi berikutnya.

    Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan, sedemikian rupa, sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang.

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan seyogya, maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seni yang dimiliki masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa. Bila perlu dengan menerapkan penafsiran analogis (menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama), serta penghalusan hukum, bagi tercapainya kebijaksanaan yang konkrit. 

Disamping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, yang dibutuhkan kecekatan dan ketangkasan serta keterampilan. Ingat yang penting adalah I the singer but not the song.si penyanyi adalah semua indan dimana hukum berlaku baik warga masyarakat atatupun para pejaba, termasuk para penegak hukum.
Peranan Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mempelancar jalanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tesebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia. Agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu insttiusi yang demikian itu, kebutuhan yang dilayaninya telebih dulu harus medapakan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan, bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia.

Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memnuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut. Jadi institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat :

1.      Stabilitas. Di sini kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu.

2.      Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yangt telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya.

3.      Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhanya secara terorganisasi.

4.      Jalinan antar institusi. Terjadinya tumpang tindih antara institusi.

Hukum merupakan institusi  sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraanya yang demikian itu bekaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat pada masyarakat  yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan itu dan hak ini berarti adanya berhubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.

Suatu pengamatan terhadap masyarakat sacara sosiologis memeperlihatkan, bahwa kekuasaan itu tidak tebagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang demikian itu menyebabkan, bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perlapisan sosial di dalam masyarakat. Bagaimana stuktur yang berlapis-lapis itu bisa terbentuk banyak tergantung dari sistem perekonomian suatu masyarakat. Terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan sekelompok orang-orang tertentu berhubungan dengan sistem pembagian sumber daya dalam masyarakat. Kekuasaan itu tidak terlepas dari penguasaan barang-barang dalam masyarakat.

Oleh karena itu terjadinya perlapisan kekuasaan berhubungan erat dengan barang-barang yang bisa dibagi-bagikan itu tentunya susah dibayangkan timbulnya perlapisan sosial dalam masyarakat. Kondisi pengadaan barang-barang menetukan apakah dalam suatu masyarakat akan menjumppai struktur kekuasaan yang berlapis-lapis itu. Pentingnya pembicaraan mengenai perlapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketanya. Pada masyarakat mana pun juga, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara efektif adalah mereka yang mampu mengontrol institusi-institusi politisi dan ekonomi dalam masyarakat.

Para ahli sosiologi hukum memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara hukum dengan perlapisan sosial ini. Dengan terjadinya perlapisan sosial maka hukum pun susah untuk memperhatikan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Perlapisan sosial ini merupakan kunci penjelasan mengapa hukum itu bersifat distriminatif, baik pada peraturan-peraturannya sendiri, maupun melalui penegakannya. Para ahli tersebut di muka berpendapat, bahwa peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Dalam keadaan yang demikian ini pendapat yang berkuasapun akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum di situ.

 Dengan demikian, bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak, namun karena sudah sejak kelahirannya peraturan-peraturan itu tidak lempeng, maka hukum pun bersifat memihak, keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan hukum. Kalaulah kita sekarang sudah mengetahui betapa besar peranan hukum di dalam membantu menciptakan ketertiban dan kelencaran dalam kehidupan masyarakat, kita masih saja belum mengetahui benar apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Apakah sekedar untuk menciptakan ketertiban atau lebih jauh dari pada itu?

Pertanyaan atau masalah ini layak sekali untuk mendapatkan perhatian kita. Apabila kita mengatakan, bahwa hukum-hukum itu bermaksud untuk menciptakan ketertiban, maka sebetulnya kita hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat dengan hal-hal teknik. Melarang orang untuk melakukan pencurian dengan menciptakan suatu hukum dengan sanksinya adalah suatu usaha yang bersifat teknik. Tetapi mengapa justru mencuri itu yang dilarang? Jawabanya adalah, karena mencuri itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dengan demikian, kita telah memasuki bidang yang tidak teknik lagi sifatnya, melainkan sudah ideal.

Pembicaraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih sesuai dengan kenyataan dalam kita meninjau dan mempelajari hukum, yaitu bahwa hukum itu hadir dalam masyarakat karena harus melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dan harus mengolah bahan-bahan tertentu yang harus ia terima sebagai suatu kenyataan. Karena hukum itu memberikan pembatasan-pembatasan yang demikian itu maka institusi hukum itu hanya bisa berjalan dengan seksama di dalam suatu lingkungan sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi yang tidak bersedia untuk membiarkan penggunaan kekuasaannya dibatasi dan dikontrol, bukan merupakan lingkungan yang baik bagi berkembangnya institusi hukum.

Hukum Sebagai Sosial Kontrol, dimana setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan : pencurian, perzinahan hutang, membunuh dan lain-lain. Semua contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan didalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern. Dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan, mempertahankan eksistensinya.

Fungsi Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang berfungsi demikian adalah merupakan instrument pengendalian social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social enginnering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan “interprestasi”, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu sosilogi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam. (natural law).

Oleh karena itu, sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama
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BAB III

JENIS-JENIS HUKUM

A. Jenis-Jenis Hukum
Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengeualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (klacht-delicht). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.

Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan laintitik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

a. Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)

b. Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)

c. Dalam bahasa asing diartikan :

a) Hukum sipil : Privatatrecht atau Civilrecht
b) Hukum perdata : Burgerlijkerecht
c) Hukum dagang : Handelsrecht

Contoh hukum Hukum Publik

a. Hukum Tata Negara

Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)
b. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara),

mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;
c. Hukum Pidana,

mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.
d. Hukum Internasional (Perdata dan Publik)

a) Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga   negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

b) Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan anatara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

B. Macam-macam Pembagian Hukum
a. Menurut sumbernya :
a) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

b) Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

c) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.

d) Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

e) Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

b. Menurut bentuknya :
a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan

b) Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

c. Menurut tempat berlakunya :
a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

b) Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional.

d. Menurut waktu berlakunya :
a) Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
b) Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
c) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

e. Menurut cara mempertahankannya :
a) Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
b) Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material

f. Menurut sifatnya :
a) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
b) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.

g. Menurut wujudnya :
a) Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum.
b) Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.

h. Menurut isinya :
a) Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
b) Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara.

Dalam arti luas hukum privat atau perdata meliputi seluruh hukum privat materil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat atau sipil. Jika hukum tersebut dilanggar maka pihak yang terkait atau pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan. Dalam masyarakat contoh hukum privat atau perdata yaitu seperti jual beli kendaraan atau jual beli rumah.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan meruapakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pidahk-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya H.R 1919 tentang pengertian perbuatan melawan hukum . dengan adanya putusan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas Tetapi sempit. Putusan tersebut di jadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum.
C. Hukum publik

Hukum Publik merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur public atau masyarakat. Hukum publik juga bisa disebut dengan Hukum Negara. 

Hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif  jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat  yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau hukum yang mengatur kepentingan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara.

Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legalitas Pasal 1Ayat (1) KUHP aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

a. Hukum pidana dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

a) Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subyektif
b) Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (ius poenale)
Adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif  jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat  yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman . Semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.

b. Hukum Pidana Dalam Arti Subyektif (ius puniendi)Adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif .
c. Hukum Pidana Material Dan Hukum Pidana Formil

a) Hukum Pidana Material

Adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.

b) Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan-ketentuan hukum pidana material tersebut pada didalam praktik.

d. Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi (niet gecodificeerd).
e. Hukum Pidana Yang Dikodifikasikan.
        Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

a) Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
b) Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
c) Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).
f. Hukum  Pidana Yang Tidak Dikodifikasi

 
Hukum pidana yang tidak dikodifikasi adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar  diluar KUHP ,seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

g. Tujuan Hukum Pidana

a) prefentif (pencegahan)

Untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
b) respresif (mendidik)

Mendidik seseorang yang pernah melakuakan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat .

h. Tindak Pidana (delik)


Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalam delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP). Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang.

Karena itu disebut juga sebagai delik hukum. Pelanggaran (Buku III KUHP),  merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang. 

i. Macam-Macam Pidana

     Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

a) Hukuman Pokok

Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan.

b) Hukuman Tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu, Penyitaan barang-barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim.

Berikut ini adalah ciri-ciri hukum publik :

a. Negara bertindak untuk tujuan kepentingan umum.

b. secara top down diatur oleh penguasa.

c. Terkait hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu.

d. Kaya muatan politik.

Berikut ini adalah Yang termasuk hukum publik:

a) Hukum Tata Negara.

b) Hukum Administrasi Negara.

c) Hukum Pidana.

d) Hukum Internasional Publik.

Contoh Hukum publik yaitu: kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi  atau tata usaha Negara), pemili dan politik (hukum tata Negara), kejahatan (hukum pidana).
B. Hukum menurut wujud

a. Hukum tertulis.

Hukum yang telah ditulis dan di cantumkan dalam peraturan perundang-undangan Negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi.
Contoh hukum Tertulis: hukum perdata tertulis dalam KUH Perdata, hukum pidana dituliskan dalam KUHPidana. Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya yaitu hukum tata Negara yang sudah dubukukan pada lembaran Negara dan sudah diumumkan/ di undangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan maka kelebihannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan Kekurangannya yaitu bergeraknya hukum menjadi lambat tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Untuk Hukum yang tidak dikodifikasi sebaliknya.
Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu PP (Peraturan Pemerintah), UU (Undang-Undang), Kepres (Keputusan Presiden).
Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Hukum yang dapat menjadi pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung.

b. Hukum tidak tertulis.

Hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan/ konverasi.

Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari Hukum Tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/ berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan/ konversi.
Contoh Hukum Tidak Tertulis: Hukum adat yang tidak ditulis/ tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu/ adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalan tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.
Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa konsisten, dikarenakan hukum tidak tertulis peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya.
Kelebihan hukum tertulis di bandingkan hukum tidak tertulis dalam melayani masyarakat sebagai mana tersebut diatas adalah sebagai berikut:
a) Segalah sesuatu yang telah diatur dengan mudah di ketahui oleh orang.

b) Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama kedalam hukum.

c) Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga memberikan kemudahan. Sekalipun penggunaan  hukum tertulis telah menjadi hal yang sangat umum tetapi ia tidak sekaligus bisa di samakan dengan meningkatnya kualitas keadilan. Hukum tertulis tidak berhubungan dengan kualitas keadilan tetapi hanya menyangkut bentuk saja.

C. Hukum menurut waktu

a. Ius konstituendum.

Ius Constituendum adalah peraturan hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang. jadi hukum  bentuk ini belum menjadi sebuah norma-norma dalam bentuk formal (undang-undang atau bentuk lainya) merupakan rancangan-rancangan  hukum yang akan di jalankan  pada masa yang akan datang karena  hukum yang berlaku pada saat masa sekarang bisa mengalami perubahan  sesuai kondisi perubahan . ius constituendum merupakan sebuah abstraksi dari fakta bahwa sebenarnya segala sesuatu adalah sebuah proses perkembangan, Maksudnya yaitu sebuah gejala yang ada sekarang akan musnah di masa mendatang, Oleh sebab itu diganti maka dilanjutkan oleh gejala yang awalnya dicita – citakan. Akan tetapi, tidak jarang terjadi bahwa sulit ditentukannya batas–batas yang mutlak dari proses perkembangan tersebut. 

Contoh Ius Constituendum : RAPBN, RUU, RAPBD.
b. Ius konstitutum

Ius Constitutum (Hukum Positif) adalah Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.

Singkatnya Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu contoh hukum yang berlaku dewasa ini dinamakan iuskstoitutum atau bersifat hukum positif atau Hukum ini disebut juga tata hukum.demikian pula hukum di amerika yang berlaku sekarang, inggris ,malaysiya dan lain-lain.  Ius Constitutum  merupakan hukum yang berlaku untuk suatu masyarakat dalam suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Contoh : Perda.
Objek yang diatur di dalam hukum Ius Constitutum adalah sekaligus subjek. Ini berakibat penting untuk metode keilmuannya serta kualitas hukum penjelasan mengenai sebab akibat hukum. Yang menjadi objek ilmu hukum positif berbeda dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Hukum positif sebagai sebuah perangkat kaidah untuk manusia masyarakat, ia diatur oleh metode keilmuan Humanities atau Humaniora, bukan diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti-alam.

Hukum postif hukum yang mengatur perilaku manusia yang merupakan bukan benda mati tetapi makhluk hidup yang memiliki pikiran serta kemampuan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk (Etika).

Hukum Ius Constitutum jika di kaitkan dengan etika maka juga berhubungan dengan moral. Maksudnya bahwa hukum positif juga memiliki hubungan yang erat dengan moral dan norma yang ada dalam masyarakat.
D. Hukum menurut tempat

a. Hukum Nasional.

Hukum Nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan  sebutan  Hindia  Belanda  (Nederlandsch-Indie).  Hukum  Agama,  karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at  Islam  lebih  banyak  terutama  di  bidang  perkawinan,  kekeluargaan  dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Contoh : hukum nasional indonesia.

b. Hukum Internasional.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh  negara-negara,  dan  oleh  karena  itu  juga  harus  ditaati  dalam  hubungan-hubungan  antara  mereka  satu  dengan  lainnya,  serta  yang  juga  mencakup :
a) organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)Sejalan  dengan  definisi  yang dikeluarkan  Hyde, Mochtar  Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar  subyek  atau  pelaku,  serta  hal-hal  atau  obyek  yang  tercakup  dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai  subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi.

Menjadi satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya. Contoh : hukum perang.
c) Hukum Teritorial.

Hukum Teritorial adalah hukum yang mengatur tentang suatu kekuasaan berlakunya hukum sesuai dengan hukum Negara tersebut. Menurut asas ini bahwa bahwa negara hukum bagi semua barang yang ada diwilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing Internasional sepenuhnya. Prinsip Teritorial yang dimilikinya seperti: Prinsip ini lahir dari pendapat bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan terhadap kejadian- kejadian di dalam wilayah sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum (kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksinya seperti yang berlaku pada diplomat asing). Dalam masalah yang diterapkan oleh Asas Teritorial ini mendapatkan penerapan yang akan menemui kesulitan dalam hal Tindakan Kriminal yang melibatkan antara 2 negara atu lebih di suatu negara tersebut.

Contoh Asas Teritorial yaitu Seseorang Pria menembakkan senjatanya di dalam wilayah negara Ruritania dan melewati batas negara tersebut sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bloggovia. Dalam peristiwa ini adanya penembakkan yang terkena oleh seseorang, maka penyelesaia yang tepat yaitu Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara Subyektif dan secara Obyektif. Asas Teritorial secara Subyektif adalah prinsip yang memberikan yurisdiksi kepada negara yang diwilayahnya melakukan tindakan kriminal yang meskipun akibatnya terjadi diwilayah negara lain. Sedangkan Asas Teritorial secara Obyektif adalah kebalikan dari prinsip Subyektif yang memberikan yurisdiksi kepada negara dimana akibat dari perbuatan kriminal tersebut terjadi, meskipun terjadi diluar wilayah negara tersebut.

Contoh: Hakim Indonesia yang berlaku bagi siapa saja yang terdapat dikedaulatan besar Indonesia yang ada diluar Negara ,bagi warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri.

c. Asas Teritorial Hukum Internasional

Asas Teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam masalah yang diterapkan oleh Asas Teritorial ini mendapatkan penerapan yang akan menemui kesulitan dalam hal Tindakan Kriminal yang melibatkan antara 2 negara atu lebih di suatu negara tersebut.

Contoh : Seseorang Pria menembakkan senjatanya di dalam wilayah negara Ruritania dan melewati batas negara tersebut sehingga mengenai pria lain dan terbunuh di negara Bloggovia. Dalam peristiwa ini adanya penembakkan yang terkena oleh seseorang, maka penyelesaia yang tepat yaitu Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara Subyektif dan secara Obyektif.

Kedaulatan Teritorial Negara ada 4, yaitu:
a) Hubungan Kedaulatan dengan Wilayah.
b) Perkembangan Kedaulatan Teritorial.
c) Pembatasan Kedaulatan Teritorial.
d) Prinsip Pengusaan Atas Wilayahnya. 

Hubungan Kedaulatan dengan Wilayah.
Ada 3 pendapat, yaitu :

a) D.P O’Connell , ia berpendapat kedaulatan dan wilayah berkaitan erat karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah.

b) S.T. Bernardez, berpendapat wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan territorial.

c) Arbiter Huber, berpendapat bahwa keaulatan memiliki 2 ciri, yaitu :

a. Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu Negara.

b. Kedaulatan menunjukkan Negara tersebut merdeka dan merupakan fungsi Negara

Perkembangan Kedaulatan Teritorial 
Perkembangan dan perubahan yang berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan territorial dapat di golongkan kedalam dua hal yaitu :

a) Pengurangan Kedaulatan Teritorial
Pengurangan ini karena meningkatnya regionalism dan globalisasi ekonomi. Contoh, masuknya RI ke dalam anggota WTO, banyak yang berpendapat bahwa dengan masuknya RI menjadi anggota WTO maka kedaulatan RI di bidang perdagangan sudah tidak ada lagi.
b) Perluasan Kedaulatan Terotorial
Perluasan ini terjadi karena :

a. Karena Negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang dikenal dalam HI.

b. Karena terjadinya klaim-klaim atas wilayah, terutama laut.

Pembatasan Kedaulatan Teritorial 
a. Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi ekslusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Negara lain.

b. Negara yang memiliki kedaulatan territorial memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial Negara lain. 
Prinsip Pengusaan Atas Wilayahnya 
Yaitu prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu Negara, diantaranya :

a) Prinsip Efektifitas.
b) Prinsip Uti Possidetis.
c) Prinsip larangan Penggunaan Kekerasan.
d) Prinsip Penyelesaian sengketa secara Damai.
e) Prinsip Penentuan Nasib Sendiri. 

Kedudukan Hukum Pidana Internasional Ditinjau dari Asas Teritorial Berdasarkan asas teritorial, maka setiap kejahatan yang terjadi diwilayah suatu negara, negara berhak untuk mengadili setiap kejahatan yang terjadi diwilayah teritorial. 
Meskipun hukum pidana nasional mempunyai kewenangan sesuai dengan yuridiksi teritorialnya atas semua peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatan suatu Negara, tetap dikecualikan terhadap peristiwa pidana atau kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, ICC berdasarkan statuta roma tetap bisa menjalankan yuridiksi teritorialnya diwilayah yuridiksi Negara yang berdaulat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, kedamaian dan melindungi hak-hak masyarakat internasional. 

d. Hukum extratoritorial.

Hukum extratoritorial adalah hukum asing yang berlaku bagi semua warga Negara baik Negara asal maupun Negara lain.

Contoh : ada namanya hukum terorisme serta juga hukum korupsi. 
E. Hukum menurut kegunaan

a. Dokma.


Dokma adalah Kumpulan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dokma ini tidak bisa dijalankan karena hanya berupa tulisan-tulisan.

Contoh : KUH pidana dan KUH perdata.

b. Acara.

Merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dokma hukum. Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.
Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum. Contoh : KUHAP acara KUHA perdata.
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BAB IV

HUKUM DAN MASYARAKAT

A. Pengertian Hukum

Pertama-pertama yang harus dikemukakan adalah pengertian dari kajian tentang hukum yang penulis ambil dari beberapa pakar yaitu:

Rumusan S.M.Amin, S.H,:
Dalam buku beliau yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum dirumuskan sebagai berikut: “ Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum; dan tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.” Definisi J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto,S.H,:Dalam buku yang disusun bersama berjudul Pelajaran Hukum Indonesia telah diberikan definisi hukum seperti berikut:”Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”
Perumusan M.H. Tirtaamidjaja, S.H,:

Dalam buku beliau pokok-pokok Hukum Perniagaan ditegaskan bahwa “Hukum ialah semua aturan  (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagaimana mestinya”.
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan – peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum; dan agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan harus dilengkapi dengan unsure memaksa. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapapun yang tidak mau patuh menaatinya. Apabila kita perhatikan definisi-definisi hukum atau rumusan dari para sarjana hukum tersebut, pada dasarnya kita dapat menemukan adanya unsur-unsur hukum, 
Unsur-unsur hukum yang dimaksudkan adalah bahwa peraturan-peraturan hukum itu meliputi:
a. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
b. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara;
c. Peraturan yang bersifat memaksa;
d. Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas.
B. Ciri Hakiki Hukum

Secara umum hukum berasal dari kata latin lex yang berasal dari kata ligare (mengikat, menghubungkan). Kata ini berarti mengikat orang untuk bertindak, bisa juga menghubungkan manusia yang satu dengan manusia lain.

Dengan demikian, bila kita bicara tentang ciri hakiki hukum - berkaitan dengan kata ligare yang paling penting diperhatikan adalah ciri rasional hukum. Ciri ini bermakna ganda, sebagaimana dijelaskan oleh Al. Andang L. Binawan, yakni, Pertama, relasi antar manusia, setidaknya dua orang, adalah conditio sine qua non (syarat mutlak keberadaan) bagi hukum. Orang yang hidup sendiri tidak perlu hukum, dan relasi setidaknya dua orang (tentu saja dalam ruang dan waktu yang relatif sama) otomatis menghadirkan hukum, meski mungkin secara implisit. Ciri ini juga penting untuk diper​hatikan karena menyangkut subyek yang melakukan, dan juga menyangkut kriteria relasi yang baik, yang pada gilirannya akan menentukan derajat keadilan suatu hukum.

Kedua, ciri relasional hukum juga berarti bahwa hukum itu berciri menghubungkan. Inilah raison d'etre (alasan keberadaannya) dari hukum. Terlebih dalam dunia modern, di mana individu makin tercerai-berai, hukum menjadi mutlak perlu. Ada gelombang sentri​petal dalam masyarakat, yang membuat kesatuan menjadi sulit dipertahankan. Di sinilah hukum berperan menghubungkan dan menyatukan. Hukum menjadi sarana pemaksa, khususnya dengan sanksi yang melekat padanya. Individu yang cenderung otonom menjadi lebih sulit disatukan, maka memang hanya mungkin dihubungkan dengan paksaan hukum.

Ketiga, ciri kompromis. Karena adanya keragaman pemahaman tentang banyak hal, khususnya tentang keadilan, yang ada di tengah masyarakat, maka diperlukan suatu kompromis. Ciri kompromis ini tidak harus selalu ditafsirkan sebagai hal yang negatif. Dalam hukum, masing-masing subyek yang berelasi akan membawa konsepnya masing-masing dan dipertemukan dengan konsep orang lain. Tidak mungkin ada konsep yang persis sama, karena setidaknya dua orang adalah hasil kompromi dari setidaknya dua konsep keadilan. Meski begitu, hasil kompromi yang diharapkan bukannya tanpa batas. Mengingat bahwa pertemuan antar pihak untuk hidup bersama bukanlah  zero sum game, perlu ada batas minimalnya. Secara universal, batas minimalnya adalah hak-hak asasi manusia. Dalam konteks negara, batas minimalnya adalah konstitusi.

Itulah sebabnya pada ciri yang Keempat, hukum berciri minimal, suatu ciri yang tidak bisa dipisahkan dari ciri kompromisnya. Karena hukum pada dasarnya yang ada di dalamnya pun, khususnya jika ditinjau dari masing-masing subyek berciri minimal.

Keempat ciri-ciri dasar itu merupakan batas dari cita-cita tentang keadilan dalam hukum. Sebagaimana konsep keadilan dan hukum dijelaskan oleh Thomas Aquinas, bahwa hukum itu harus adil. Tanpa keadilan, tidak ada hukum (Thomas Aquinas).
C. Pengertian Masyarakat

Perkataan ‘masyarakat’ luas sekali artinya. Menurut ilmu sosiologi masyarakat dapat digambarkan sebagai keseluruhan yang konkret-historis dari segala hubungan timbale balik antara manusia dan macam-macam kelompok. Masyarakat ini dapat dimengerti secara sempit (masyarakat desa, masyarakat abad ke-17) maupun luas (masyarakat Indonesia) Perkataan masyarakat sering digunakan dalam hubungan dengan pembagian kerja, yang dalam setiap masyarakat oleh jenis kelamin, umur dan kesehatan. Pembagian ini rupanya menyebabkan susunan dasar dalam setiap kelompok manusia, sehingga kita mengenal misalnya masyarakat industry, kapitalis atau agraris. Susunan dalam proses bekerja ini sangat mempengaruhi hubungan antara manusia yang kemudian di pertajam lagi oleh milik dan saling ketergantungan. Maka antara pola ekonomi dan pola masyarakat terdapat suatu hubungan yang khusus.

F. Toennies (1887) membedakan antara masyarakat (‘Gessell-schaft’ yang berdasarkan maksud-maksud yang rasional) dan paguyuban ( ‘Gemeinschaft’yang terbatas dan berdasrkan hubungan erat antara manusia tertentu: hubungan darah, nasib, pandangan atau perasaan bersama, tanpa mengejar suatu maksud tertentu …). Pembagian ini dipengaruhi gagasan dan kerinduan romantic akan rasa kebersatuan yang emosional. Masyarakat dibedakan baik dari bangsa maupun dari Negara yang merupakan lembaga sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat dan melindunginya. Maka Negara demi masyarakat bukan sebaliknya.

Sebagai makhluk social manusia demi perkembangannya membutuhkan masyarakat, yang tersusun menurut macam-macam kelompok, organisasi dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda. Jika pluralism ini hilang , masyarakat menjadi massa. Maka masyarakat yang mencakup banyak kelompok sebagai unsure- unsurnya adalah sehat. Kelompok social ini terdiri dari beraneka kelompok yang menghasilkan sesuatu (ekonomi keamanan dan keteraturan (politik), pengetahuan, hiburan) atau kelompok hidup bersma seperti (keluarga dan family luas, jemaat dan umat, suku dan bangsa) kelompok-kelompok ini sewaktu-waktu menimbulkan ketenggangan dan pertentangan social (mogok, perang). Maka hidup masyarakat manusiawi harus diatur secara aktif menurut keadilan sewbagai dasrnya. Keadilan perlu dilengkapi dengan kerahiman dan kasih saying, supaya nilai-nilai manusiawi yang luhur dapat berkembang subur. Menjaga kelestarian nilai-nilai ini dalam masyarakat adalah salah satu tugas penting kekuatan social seperti agama, organisasi profesi dan kebudayaan. Dalam seluruh dunia, tetapi terutama dalam Negara berkembang, banyak masyarakat mengalami perubahan mendalam, yang seringkali tidak dapat dihindari kalau masyarakat ayang bersangkutran tidak mau digeser. Masyarakat yang berabad-abad lamanya statis dan karenanya mencurigai perubahan, mengalami kesulitan dan goncangan hebat. Perubahan ini disebabkan a.l. oleh kontak dengan masyarakat lain, oleh modernisasi pendidikan dan teknik, oleh desakan ledaakan penduduk, oleh ‘agents of change’, oleh rasa tidak puas dengan keadaan, oleh harapan dan keinginan akan kemajuan.

Lihat pula: Demokratisasi, dualisme, emansipasi, hukum, individualism, industrialisasi, integralisme, kebudayaan, kekeluaragaan, keluaraga, kesejahteraan umum, kestabilan, kolektivisme, konflik, liberalism,minoritas, modernisasi, Negara, nilai-nilai dasar, pembangunan, politik, rakyat, sekularisasi, subsidiaritas.
D. Hukum Dan Masyarakat

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan antara satu sama lain, menginga bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini.
a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.
b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.
Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana dad masyarakat disitu tentu ada hukumnya.

c. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:

a) Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.

b) Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Jadi, jelaslah bahwa huum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.
Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat  ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu  pula. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dicerai pisahkan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan - kenyataan berikut ini.

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.
Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat. Yaitu :

a) Fungsi Menfasilitasi

Dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehinggga tercapai suatu ketertiban.dimana hukum berfungsi sebagai:
Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
Sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
Penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
Alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengekataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.
b) Fungsi Represif

Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Secara sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter berikut ini :
a. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasikan sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara
b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam perspektif resim yang dibangun, manfaat dari keraguan (the benefit of doubt) masuk ke dalam sistem dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
c. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik.
d. Sebuah rezim berganda (dual law) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinal sosial
e. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan, moraisme hukum yang akan menang.
Represi adalah sesuatu yang alami, bahwa penilaian kritis tehadap hukum represif harus dimulai dari pemahaman yang simpatik bagaimana ia muncul. Sumber umum bagi suatu represi adalah miskinnya sumber daya yang tersedia bagi elit-elit yang memerintah. Karena alasan ini, represi adalah sesuatu yang besar kemungkinannya mengiringi pembentukan dan terpeliharanya tatanan politik, dan dapat terjadi dapat disengaja dalam upaya mencari tujuan-tujuan yang baik.
d. Fungsi Ideologis

Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. Yakni fungsi hukum ideologi adalah prinsip, dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan.yang mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan bekal serta jalan bagi suatu kelompok, masyarakat, bangsa, dan Negara yang sesuai dengan idiologi yang di anutnya.
e. Fungsi Reflektif

Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.
Jadi fungsi hukum reflektif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi generalsasi yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.  Pelaksanaannya untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dalam sub-sub sistem sosial dan konflik-konflik yang tak dapat dipecahkannya. Dalam mengatasi konflik-konflik tersebut tidak cukup dengan menetapkan norma yang general, karena dalam proses penyelesaian konflik menghasilkan norma-norma yang tidak dapat digeneralisasikan secara memadai.
Peran refleksi hukum untuk mendamaikan konflik-konflik/ketegangan yang elekat antara fungsi dan pelaksanaan dengan menetapkan batasan-batasan internal terhadap kapasitas sistem hukum.
Hukum dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dengan menetapkan batasan-batasan terhadap dimensi pelaksanaan hukum dengan bentuk-bentuk kontrol sosial yang secara tidak langsung dan lebih abstrak. 
Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain :

a. Fungsi mengatur (Govermence) . Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain,maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
b. Fungsi Distribusi Sumber Daya Sebagai sarana penggerak pembangunan yaitu  daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Jadi Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.
c. Fungsi penyelesaian konflik. Yaitu Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengekataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata
d. Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.yaitu hukum Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi  perlindungan dan keamanan masyarakat serta melindungi apa yang menjadi haknya masyarakat. 
Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Integrasi


Yakni bagaimana hukum berfungsi sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi terealisasi saling berharap (mutual expectation) dari masyarakat.
b) Fungsi Petrifikasi


Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.

c) Fungsi Reduksi

Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.

d) Fungsi Memotivasi

Yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang di harapkan dalam masyarakat.

e) Fungsi Edukasi

Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisas.
Dan Fungsi hukum menurut masyarakat bahwa hukum menjadi sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hukum hanya berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja bukan hukum yang mengubah masyarakat, tetapi perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.
Masyarakat dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat sebagai pencipta hukum dan sekaligus pelaksana hukum, berlangsung atau tidaknya perjalanan hukum tergantung ditangan masyarakat. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi “ubi socieatas ibi jus” (dimana ada masyarakat disitu ada hukumnya). Artinya dalam setiap pembentukan suatu bangunan setruktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu dan yang berfungsi sebagai semen perekat adalah hukum. Setiap manusia mempunyai watak, sifat dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam berhubungan dengan manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras, maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan jika kepentingan tersebut bereda maka yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya.

Karena itu masyarakat menciptakan sebuah hukum dengan hukum tersebut. Setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat akan dapat hidup selaras dan ketertiban masyarakat akan tercapai apabila didalamnya terjadi proses hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan menurut suatu hukum yang dikehendaki. Semakin tinggi tingkat persentasi masyarakat yang berpegangan atau memasuki pola hukum, maka semakin kuat pula kedudukan hukum di tengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. berikut hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat :
Kaidah Hukum di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut :

a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

b. kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;

c. kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

E. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau  berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’versus ‘the rule of just law’atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule oman by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh  hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai  keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu. 

F. Hukum merubah masyarakat

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terdapat terjadinya perubahan-perubahan sosial, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat.

Pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain dapat membuktikan bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial. Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali.

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan social dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik.
G. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sosial engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masayarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Suatu contoh misalnya, perihal komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu masyarakat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini lah yang dinamakan difusi.

Masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangkan tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita; sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung pada factor-faktor fisik, psikologis, dan social. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi social menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama.

Secara berulang-ulang atau teratur. Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain daripada itu, peranannya huga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan serta kepribadian manusia. Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang merupakan struktur normative yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melaui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah-kaidah hukum sebagai sarana. Dengan demikian, maka pokok di dalam proses purabahan perikelakuan melaui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas.

Pribadi yang mempunyai peranan dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah. Konsepsi sosiologis tersebut mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hukum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Pemegang peranan adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
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BAB V

SEJARAH HUKUM

A. Pengertian Sejarah Hukum

Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum.
Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para sejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih kontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau lembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks, dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, mereka yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses hukum.
Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum, praktik-praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran yang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai oleh studi tentang yurisprudensi, hukum dan aturan sipil.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria.
Hukum perdata: Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
a. Hukum keluarga

b. Hukum harta kekayaan

c. Hukum benda

d. Hukum Perikatan

e. Hukum Waris

Hukum pidana: Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
Hukum acara: Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim. Tegaknya supremasi hukum itu harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. yang paling utama itu adalah bermula dari pejabat yang paling tingi yaitu mahkamah agung harus benar-benar melaksanakan hukum materil itu dengan tegas. baru akan terlaksana hukum yang sebenarnya dikalangan bawahannya. 

Sistem hukum adat/kebiasaan: Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampunan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Sistem hukum agama: Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
B. Sejarah Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
a. Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga penjajahan Jepang.

a) Periode VOC Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:

a. Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda;

b. Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan

c. Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa.

Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.

b) Periode liberal Belanda Pada 1854 di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement (selanjutnya disebut RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.

Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini, walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya. Namun, pembaruan hukum yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi eksploitasi oleh modal swasta.

c) Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang

Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum adalah: 

b. Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum

c. Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi

d. Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi

e. Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas

f. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. 

Hingga runtuhnya kekuasaan kolonial, pembaruan hukum di Hindia Belanda mewariskan:
Dualisme/pluralisme hukum privat serta dualisme/pluralisme lembaga-lembaga peradilan
Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan Non-Tionghoa, dan Pribumi.

Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Beberapa perubahan perundang-undangan yang terjadi:

Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk orang-orang Cina Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. 

Di bidang peradilan, pembaharuan yang dilakukan adalah:

a. Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan

b.Unifikasi kejaksaan

c.Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan

d.Pembentukan lembaga pendidikan hukum

e.Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi.

b. Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal

a)  Periode Revolusi Fisik Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan, yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi: Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.

b) Periode Demokrasi Liberal UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun pada masa ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

c. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru

a. Periode Demokrasi Terpimpin Langkah-langkah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah: 

1. Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif

2. Mengganti lambang hukum ?dewi keadilan? menjadi ?pohon beringin? yang berarti pengayoman

3. Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965
Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual.

b. Periode Orde Baru

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde Baru? membekukan? pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; di antaranya adalah UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, orde baru juga melakukan: 

Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Singkatnya, pada masa orde baru tak ada perkembangan yang baik dalam hukum Nasional.

d. Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)

Sejak pucuk eksekutif di pegang Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen UUD RI. Di arah perundang-undangan dan kelembagaan negara, beberapa pembaruan formal yang mengemuka adalah:

a) Pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan

b) Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia

c) Pembaruan sistem ekonomi.

Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kokoh mengakar pada masa pasca orde baru, bahkan kian luas jangkauannya. Selain itu, kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan mantan Presiden Soeharto, peradilan pelanggaran HAM, serta peradilan para konglomerat hitam. Sisi baiknya, pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan luas dilaksanakan. Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap terasa lambat dan masih tak tentu arahnya.

C. Peranan Dan Fungsi Sejarah Hukum
Sebagai mana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka study mengenai sejarah hukum ini akan mehasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari sejarah umum. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah, bahwa pengetahuan kita mengenai system atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruan – kekeliruan baik dalam pemahaman, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu, diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut diatas.
Seperti telah dijelaskan diawal bahwa sejarah hukum merupakan salah satu bidang study hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul system hukum, mengungkap fakta dan membandingkan antara hukum yang lampau dengan hukum sekarang ataupun yang akan dating. Dalam peranannya sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses – proses terbentuknya hukum, factor – factor yang menyebabkan dan sebagainya dan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat. 
Di samping itu sejarah hukum juga mempunyai kegunaan:

1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek – aspek kehidupan lain, dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan dating. Sejarah hukum akan saling melengkapi pengetahuan dikalangan hukum.

2. Hukum sebagai kadidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak, merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semnjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, peubahan, penyesuaian, pengembangan dan seterusnya. Sejarah hukum akan dapat mengungkapan apa sebabnya kaidah-kaidah pada masa kini mempunyai sifat dan isi tertentu. Tanpa sejarah hukum tak akan dapat dimengerti mengapa pasal 293 dan 534 KUHP misalnya berbunyi demikian, sehingga oleh sementara kalangan dianggap bertentangan dengan program keluarga berencana.

3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penaksiran secara historical terhadap peraturan – peraturan tertentu. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian hukum sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkap kebenaran dengan kaitannya dengan masa lampau dan masa kini.

4. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektifitas lembaga – lembaga hukum tertentu. Artinya pada situasi – situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar – benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali. Ini sangan penting, terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya sejarah hukum memberikan kemampuan, untuk dapat menilai keadaan – keadaan yang sedang dan memecahkan masalah – masalahnya. 

D. Pentingnya Sejarah Hukum
Sejarah hukum merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang masih baru. Ilmu mengenai sejarah hukum belum terlalu dikenal sehingga belum banyak banyak para peminat hukum yang tertarik untuk mendalami bidang sejarah hukum. Padahal sesungguhnya sejarah hukum memiliki peranan yang penting dalam menunjang perkembangan ilmu hukum serta dalam menunjang seseorang untuk dapat dengan mudah memahami ilmu hukum.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengupas tuntas kajian mengenai sejarah hukum. Oleh karena sejarah hukum juga merupakan bagian dari sejarah pada umumnya, sehingga obyek kajian dalam sejarah hukum jugaÂ  cukup luas. Artikel ini hanya dimaksudkan sebagai pengantar yang sedikit menggambarkan mengenai pentingnya dan bagaimana ilmu mengenai sejarah hukum itu sendiri.

Terdapat setidak 4 hal yang menjadi manfaat mempelajari sejarah hukum, menurut John Gillisen danÂ  Frist Gorle, antara lain:

1. Sejarah hukum memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan ilmu hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan adanyaÂ  perbedaan kondisi suatu daerah atau negaraÂ  melainkan juga dari waktu-waktu ke waktu hukum disuatu tempat mengalami perubahan dan perkembangan;

2. Sejarah hukum dapat membantu kita untuk mengerti norma atau ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang;

3. Sejarah hukum dapat memberikan pemahaman mengenai budaya dan pranata hukum sehingga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan bagi para yuris yang tergolong masih pemula;

4. Sejarah hukum meletakkan hukum sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu serta juga diakui sebagaii suatu gejala historis (meletakkan hukum sesuai dengan perkembangan sejarahnya).

E. Sejarah dan Sejarah Hukum
Sejarah merupakan kajian informasi mengenai seluruh aspek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Ini berarti sejarah mengkaji masyarakat dalam sebah totalitas sedangkan sejarah hukumÂ  dari aspek tertentu saja yakni aspek hukumnya.

John Gillisen danÂ  Frist Gorle mengemukakan adanya dua pandangan dalam menilaiÂ  sisi historitas hukum, yakni oleh visi Idealitas Spiritualistis dan Visi Materialistis Sosiologis. Dalam pandangan Visi Idealitas Spiritualistis hukum dianggap sebagai perwujudan atas sebuah gagasan absolut yang pada hakikatnya cenderung apriori dan ahistoris. Meskipun gagasan tersebut dapat diuraikan secara tertib namun sangat sulit untuk melihat keterkaitan antara gagasan yang satu dengan yang lain.

Dalam pandangan visi materialistis Sosiologi, hukum dianggap sebagai produk atau realitas masyarakat. Hukum bukan merupakan perwujudan ide, layaknya keadilan dan rasio. Pandangan ini ssangat dekat dengan pendekatan historis dan memberikan sumbangsih yang besar bagi pembentukan hukum yang dinamis, terutama yang bersumber dari marxisme dan mazhab historis.

John Gillisen danÂ  Frist Gorle sendiri lebih cenderung menggunakan pendekatan visi materialistis sosiologi. Meskipun kemudian antara visi materialistis sosiologi dan Visi Idealitas Spiritualistis sepertinya dapat juga didamaikan antara satu yang lainnya, namun John Gillisen danÂ  Frist Gorle lebih memilih untuk bertitik tolak mengkaji sejarah hukum dari pandangan visi materialistis sosiologis. Masih terlalu sedikit referensi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan mengenai sejarah hukum. Sekali lagi karena minat terhadap kajian mengenai sejarah hukum masih relatif kecil bila dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya yang dipandang lebih berpotensi untuk menunjang karir dalam profesi hukum yang familiar di kalangan sarjana hukum, seperti pengacara dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang bidang ilmu sejarah hukum dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat berperan dalam peningkatan kualitas hukum di Indonesia.

F. Sejarah Munculnya Hukum Internasional 
Sudah merupakan ketentuan alam bahwa disaat individu-indivdu mengatur kehidupan mereka dalam suatu masyarakat, mereka segera merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan satu sama lain. Demikian juga halnya dengan masyarakat politik yang hubungannya satu sama lain merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan yang mereka lakukan. Di mana ada masyarakat tidak lepas dari bentuk ataupun besarnya akan selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. di mana ada masyarakat, disitu pula ada hukum walaupun dalam bentuk sederhana. Dan seperti apa yang dikatakan Bierly bahwa: law exists only in a society, and society cannot exists without a system of law to regulate the relations of its members with one another (1) jadi apakah itu masyarakat desa, masyarakat negara ataupun masyarakat dunia, akan selalu ada sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota-anggotaya satu sama lain. demikian juga halnya dengan masyarakat internasional yang hubungan dan kegiatan anggota-anggotanya diatur oleh apa yang dinamakan hukum internasional.

Walaupun hukum internasional dalam pengertian modern baru berumur sekitar empat abad, tetapi akar-akarnya telah terdapat sejak zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. di zaman Yunani kuno, ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dan individu. Walaupun lebih dari dua ribu tahun yang lalu, city states di Yunani didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka lebih diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Pada waktu itu ketentuan-ketentuan tersebut belum lagi didasarkan atas prinsip hukum yang mengikat, tetapi atas dasar pencampuran moral, hukum dan agama.
Di zaman kekaisaran Romawi, berbeda dengan zaman Yunani kuno, hubungan internasional sudah ditandai dengan adanya negara-negara dalam arti kata yang sebenarnya. dengan negara-negara lain, kerjaan Romawi membuat bermacam-macam perjanjian seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan dan perdamaian. disamping itu, kerajaan Romawi juga mengembangkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perang dan damai. sumbangan Romawi terhadap pembentukan hukum internasional cukup berarti, tetapi prinsip-prinsip yang dirumuskannya tidak banyak berkembang karena kerajaan tersebut menaklukan hampir semua negara lain pada waktu itu. Barulah pada abad ke-15 dan ke-16 city states di Italia seperti Venice, Genoa, Milano dan Florence mengembangkan praktik pengiriman duta-duta besar residen ke ibu kota masing-masing yang berkibat dibuatnya prinsip-prinsip hukum mengatur hubungan diplomatik antara mereka, terutama kekebalan para duta besar dan stafnya.
Hukum internasional dalam arti sekarang, baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern di Eropa. Perkembangan hukum internasional pada waktu itu sangat banyak dipengaruhi oleh karya tokoh-tokoh kenamaan di Eropa yang dapat dibagi atas dua aliran utama, yaitu golongan naturalis dan golongan positivis.
G. Golongan Naturalis
Menurut golongan naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui dengan akal sehat. Hukum harus dicari dan bukan dibuat.(2) Itulah yang dinamakan golongan naturalis yang merumuskan atas dasar-dasar hukum alam bersumberkan pada ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa umat manusia dilarang berbuat jahat dan harus berbuat baik antara satu dengan yang lainnya demi keselamatan umat manusia. Atas dasar hukum alam itu pula, negara-negara harus bersikap baik dalam hubungannya satu sama lain demi keselamatan dan kelangsungan hisdup masyarakat internasional.

Tokoh terkemuka golongan ini ialah warga Belanda Hugo de Groot atau Grotius (1583-1645). Tokoh-tokoh lainnya adalah Fransisco de Vittoria (1480-1546), Fransisco Suarez (1548-1617), Alberico Gentilis (1552-1606). Ditinjau dari segi perkembangan hukum internasional, sumbangan Grotius sangat besar. Bahkan ia diberi julukan pendiri hukum internasional modern. Karyanya yang terkenal adalah De Jure belli ac pacid (Hukum Perang dan Damai) yang berisikan dasar-dasar baru yang mengatur hubungan antar negara. dengan karyanya tersebut, hukum internasional selanjutnya merupakan suatu sistem hukum terpisah, suatu cabang tersendiri.

Golongan naturalis ini mempunyai pengaruh yang sangat menentukan dan dapatlah dikatakan bahwa teori hukum alam waktu itu diterima sepenuhnya oleh negara-negara. selanjutnya, teori hukum alam sekarang ini hampir tidak berpengaruh lagi karena pada umumnya negara-negara melihat hukum internasional hanya sebagai hasil perumusan kehendak bersama yang disebut hukum positif.
H. Golongan Positivis
Menurut golongan positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antar negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti apa yang dinyatakan jean jacque rousseau (1712-1778) dalam bukunya Du contract social, La loi c’est l’expression de la volonte generale, hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh utama penganut aliran positivis ini juga warga belanda bernama Cornelius van Bynkershoek (1673-1743). Tokoh-tokoh lainnya adalah Prof. Richard Zouche (1590-1660) dan Emerich de Vattel (1714-1767). Teori hukum positif mulai berkembang di abad ke-18 dan baru diterima oleh masyarakat internasional di abad ke-19.

Di abad ke-19, hukum internasional berkembang dengan cepat karena beberapa faktor:

1. Negara-negara Eropa sesudah Konggres Wina 1815 berjanji untuk selalu memakai prinsip-pinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain,

2. Banyak dibuat perjanjian-perjanjian (law making treaties) seperti di bidang perang dan perdamaian, netralitas, peradilan dan arbritasi,

3. Berkembangnya perundigan-perundingan multilateral yang sering melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang baru.

Di paruh abad ke-20, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat besar. Faktor-faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut:

a. Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubngan antar negara,

b. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang,

c. Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global,

d. Bermunculannya organisasi-organisasi internasional seperti PBB dengan brbagai organ subsidernya, serta badan-badan khusus dalam kerangka PBB yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.

Dengan demikian hukum internasional dewasa ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, ekonomi, teknologi, sosial, disamping masalah-masalah hak-hak asasi, lingkungan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan lain-lain demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan antar bangsa.
I. Sejarah Hukum Internasional Kuno:

Permulaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM, dimana telah ditemukannya sebuah perjanjian pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash dan pemimpin Umma. Perjanjian tersebut ditulis diatas batu yang didalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua negara kota tersebut, yang dirumuskan dalam bahasa Sumeria.

Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah India, Yahudi, Yunani, Romawi, Eropa Barat, Cina dan Islam:

1. India

Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.

2. Yahudi

Dalam Kitab Perjanjian Lama, bangsa yahudi mengenal ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Perjanjian Lama adalah kitab suci bagi umat Yahudi, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa ibrani. Dalam hukum perang masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.

3. Yunani

Yunani kuno dibagi kedalam dua Golongan, yaitu Golongan Orang Yunani 
dan Luar Yunani yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Mereka juga sudah mengenal arbitration (perwasitan) dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan terbesar dari masa ini adalah Hukum Alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak dimana saja dan berasal dari rasio/akal manusia. Menurut Profesor Vinogradoff, hal tersebut merupakan embrio awal yang mengkristalisasikan hukum yang berasal dari adat-istiadat, contohnya adalah dengan tidak dapat diganggugugatnya tugas seorang kurir dalam peperangan serta perlunya pernyataan perang terlebih dahulu.

Dalam prakteknya dengan hubungan negara luar, Yunani kuno memiliki sumbangan yang sangat mengesankan dalam kaitannya dengan permasalahan publik. Akan tetapi, sebuah hal yang sangat aneh bagi sistem arbitrase modern yang dimiliki oleh arbitrase Yunani adalah, kelayakan bagi seorang arbitrator untuk mendapatkan hadiah dari pihak yang dimenangkannya.

4. Romawi

Pada masa ini orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis Hukum, yaitu Ius Ceville (Hukum bagi Masyarakat Romawi) dan Ius Gentium (bagi Orang Asing). Hanya saja, pada zaman ini tidak mengalami perkembangan pesat, karena pada saat itu masyarakat dunia merupakan satu Imperium, yaitu Imperium Roma yang mengakibatkan tidak adanya tempat bagi Hukum Bangsa-Bangsa. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides, juga asas “pacta sunt servanda” (setiap janji harus disepakati) yang merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Bangsa Romawi dalam pembentukan perjanjian-perjanjian dan perang diatur melalui tata cara yang berdasarkan pada upacara keagamaan. Sekelompok pendeta-pendeta istimewa atau yang disebut Fetiales, tergabung dalam sebuah dewan yang bernama collegium fetialum yang ditujukan bagi kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan upacara-upacara keagamaan dan relasi-relasi internasional. Sedangkan tugas-tugas fetiales dalam kaitannya dengan pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah suatu bangsa (asing) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Romawi atau tidak.

5. Eropa Barat

Pada masa ini, Eropa mengalami masa-masa chaotic (kacau-balau) sehingga tidak memungkinkannya kebutuhan perangkat Hukum Internasional. Selain itu, Selain itu, Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

6. Cina

Pencapaian yang menarik dari bangsa Cina adalah upaya pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu, yang dianggap telah sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada masa modern.

7. Islam

Pada periode ini umat islam terbagi-terbagi pada beberapa Negara dan bangsa, sehingga tidak dimungkinkannya untuk menyatakan suatu pandangan Islam yang dapat mewakili semua kelompok yang terdapat didalamya. Beberapa sarjana memiliki anggapan bahwa hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan Eropa. Sehingga mereka berkesimpulan akan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam, yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas bangsa Eropa. Pengaruh Islam terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa diantaranya Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.

Hukum internasional islam telah muncul jauh sebelum hukum internasional barat ada. Di zaman Rasulullah, praktek internasional telah diberlakukan dengan seadil-adilnya. Rasulullah telah membuat pedoman hubungan antara negara Islam dengan non-Islam dalam perang dan damai. Beliau juga telah mengadakan beberapa perjanjian-perjanjian internasional dengan bangsa-bangsa lain. Pakar Hukum internasional Islam modern Madjid Khaduduri mengakui, Islam memiliki karakter agresif dengan lebih mengarah pada penaklukkan dibandingkan kristen, sebagaimana yg tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kelebihan dalam hal pengaturan mengenai hukum perang yang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, binatang dan lingkungan sebagai kategori non-combatans, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Abu Bakar ra, ataupun praktek pertukaran tawanan secara besar-besaran yang diduga bermula dari Khalifah Harun Al-Rasyid.

J. Permulaan Hukum Internasional Klasik

Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci menjadi kota mandiri, kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa untuk pertama kalinya menyatakan kebutuhannya akan aturan perilaku antara masyarakat internasional secara besar-besaran. Sebagian besar Negara-negara Eropa meruju’ pada kode Justinian hukum dari Kekaisaran Romawi dan hukum kanon Gereja Katolik untuk mencari inspirasi. Perdagangan internasional adalah katalis nyata untuk tujuan pengembangan aturan-aturan perilaku antar negara. Tanpa aturan dan kode etik, ada sedikit hal yang menjamin perda-gangan dan melindungi para pedagang asing dari tindakan-tindakan yang mengancam. Kepentingan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya evolusi kebiasaan internasional untuk mengatur perdagangan luar negeri, dan yang paling penting adalah aturan dan kebiasaan hukum maritim.

Seperti halnya dalam perdagangan internasional, eksplorasi dan peperangan menjadi faktor yang menghalang distribusi kebutuhan untuk umum dan terealisasinya praktek-praktek kebiasaan internasional. Di abad ke-13 M, muncul perhimpunan Liga Hanseatik untuk memperkuat kesehatan ekonomi dari kota-kota Jerman Utara yang bersatu. Dari sini perdagangan internasional berkembang pesat, dan Hamburg menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan antara Rusia dan Flandria dengan posisinya sebagai penguasa dan penjaga sungai Elbe. Kota di Italia menjadi pengaturdiplomatik negara-negara berkembang, ketika mereka mulai mengirim duta besar modal asing. Perjanjian-perjanjian antara pemerintah dimaksudkan untuk mengikat dan menjadi alat yang berguna untuk melindungi perdagangan. Kengerian Perang Tiga Puluh Tahun Sementara itu melahirkan kecaman untuk menciptakan peraturan-peraturan tempur yang akan melindungi masyarakat sipil.

K. Permikiran Fransisco Vittoria (1480-1546).

Fransisco Vittoria adalah seorang Biarawan Dominikan berkebangsaan Spanyol, menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Ia beranggapan bahwa Negara dalam tingkah lakunya seperti individu, tidak boleh bertindak sesuka hati (Ius Intergentes), akan tetapi Negara memerlukan aturan dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan demikian, hukum bangsa-bangsa yang ia namakan ius intergentes tidak hanya terbatas pada dunia kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia.

L. Pemikiran Hugo Grotius (1583-1645)

Praktek internasional, adat-istiadat, peraturan dan perjanjian berkembang biak sampai pada titik kerumitan. Beberapa sarjana mencoba mengkompilasi hingga terlahir risalah yang terorganisir. Yang Paling penting diantaranya adalah Hugo Grotius, risalah De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres (hukum perang dan damai) tahun 1625, yang dianggap sebagai titik awal bagi perkembangan hukum internasional modern. Sebelum Hugo Grotius, kebanyakan para pemikir Eropa beranggapan bahwa hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang independen dari manusia, dengan bersandarkan pada hukum alam.

Pemikiran Grotius tidak begitu berbeda dengan yang lainnya kecuali dalam satu hal penting, Pemikir-pemikir sebelumnya percaya bahwa hukum alam itu diberlakukan oleh dewa, sedangkan Grotius percaya bahwa hukum alam berasal dari universal dan bersifat umum untuk semua orang. Perspektif rasionalis ini memungkinkan Grotius untuk menempatkan beberapa hukum yang mendasari prinsip-prinsip rasional. Hukum tidak dipaksakan dari atas, tetapi berasal dari prinsip-prinsip, termasuk prinsip-prinsip dasar aksioma (yang tetap atau dianggap terbukti dengan sendirinya) dan restitusi (hal yang merugikan diperlukan yang lain). Kedua prinsip ini telah menjadi dasar bagi sebagian besar hukum internasional berikutnya. Selain dari prinsip-prinsip hukum alam, Grotius juga menghubungkannya dengan kebiasaan internasional, peraturan tentang apa yang “seharusnya” dilakukan. Hal ini merupakan pendekatan hukum internasional positif(al-madrosah al-maudu’iyah lil qonun al-dauli) yang diperkuat dari waktu ke waktu.

M. Perjanjian Westphalia 1648

Hukum Internasional modern menjadi suatu sistem hukum yang mengatur hubungan internasional, yang lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan pada negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.

Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, sebabnya adalah :

1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik sebagai dampak perang di Eropa.

2. Perjanjian perdamaian mengakhiri usaha Kaisar Romawi suci untuk berkuasa selama-lamanya.

3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.

4. Kemerdekaan negara Netherland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Selain itu, Perjanjian Westphalia meletakan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan), maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Ciri-ciri pokok yang membedakan organisasi susunan masyarakat Internasional yang baru ini dari susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan adalah:

a. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.

b. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
c. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
d. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
e. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
f. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
g. Lunturnya anggapan perang yang berkaitan dengan segi-segi keagamaan, beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia ini diperteguh dalam Perjanjian Utrech, yaitu perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1713 yang membantu mengakhiri Perang Suksesi Spanyol.
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BAB VI

SUMBER HUKUM MATERIL DAN FORMIL

A. Sumber Hukum
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang  tegas dan nyata.Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan
sumber hukum dalam arti formal.

a. Sumber Hukum Materil
Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. 
Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dll. 
Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). 
Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum.

a)  Faktor idiil dan faktor kemasyarakatan

1) 
Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

2) 
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll

b)  Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:

1) 
Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: 

kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

2) 
Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.
3) 
Hukum yang berlaku.
4)
Tata hukum negara-negara lain.
5)
Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.
6)
Kesadaran hukum.
b. Sumber Hukum dalam arti Formil
Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Jadi sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. 
Sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari:
a) Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ?
b) Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden,sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau
c) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)
Sumber hukum dalam arti formil, terdiri atas : 
1)  Undang-undang. 
2)  Kebiasaan .

3) Traktat  / Perjanjian Internasional.

4) Putusan Hakim/ yurisprudensi.

5) Doktrin.
Pengertian Sumber Hukum dalam arti formil yaitu:
a) Undang-undang
Undang-undang di sini identik dengan hukum tertutlis (ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (ius non scripta). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan alat tulis.. dengan perkataan lain istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah, namun istilah tertulis di sini dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus (speciali rechtsvormende organen).
Undang-undang dapat dibedakan atas :

1. Undang-undang dalam arti formil, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya.

2. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.

b) Kebiasaan:
Dasarnya Pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa: hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dalam penjelasan otentik pasal di atas dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakatnya untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

c) Traktat atau Perjanjian Internasional:
Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formil. Dikatakan demikian oleh karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formil tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional.
Dasar hukum treaty Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi :

1.  Presiden denganpersetujuan DPR  menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain;
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. 

d) Putusan Hakim / Yurisprudensi.
Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertianyurisprudensi di Negara-negara Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. 
Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan.

Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macama yaitu:

1. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti,yang terdiri dari:

a.  Putusan perdamaian;

b.  Putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding;

c.  Putusan pengadilan tinggi yang tidak di kasasi;

d.  Seluruhputusan MahkamahAgung.

2. Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

e) Doktrin 
Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedomanpadapakartersebut.Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.
Begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin malah merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya.
B. Sumber-Sumber Hukum Formil dan Materil 

1. Sumber-Sumber hukum Formil
Pada prinsipnya untuk menjamin adanya kepastian hukum,maka dimungkinkan hakim dalam memutuskan perkara akan berlandaskan kepada hukum dalam pengertian undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu sebagai pedomannya. Akan tetapi, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa dalam pengertian undang-undang hanya memuat peraturan yang sifatnya umum.

Sementara, perkara yang dihadapi oleh hakim selalu akan bervariasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kepentingan masyarakatitusendiri.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka hakim harus mencari sumber lain (yang bukan pendapat pribadi yang tak dapat lepas dari sisi kemanusiaannya yang mungkin unsur subyekvitasannya tak dapat di hindarkan) untuk dapat digunakan landasan dalam memutus perkara.Mulai pertama, seorang hakim akan mencari yurisprudensi yang memuat kasus yang sejenis untuk mengisi kekosongan hukum (dalam pengertian undang-undang) sehubungan dengan kasus yang ditanganinya.

Sunggguhnya pun demikian, ternyata dalam yurisprudensi pun tidak selalu dapat mencakup semua kasus yang sedang dihadapinya. 

Dengan pertimbangan ini, seorang hakim akan mencari sumber hukum yang lain, yaitu kebiasaan.
Lain halnya pendapat para ahli hukum (doktrin), dalam hubungannya dengan perkara yang sedang dihadapinya, biasanya pendapat para ahli hukum oleh undang-undang dijadikan alat bukti (saksi ahli).
Penggunaan doktrin sebagai sumber hukum, biasanya pendapat-pendapat sarjana hukum yang sudah tersohor baik yang sudah dibukukan (dalam buku) maupun dalam peranannya para sarjana hukum tersebut,bertindak sebagai saksi ahli.
Disamping pendapat para ahli hukum, biasanya hakim juga akan menggunakan pendapat para ahli dalam disiplin ilmu lain, sebagai saksi lain.
Dari pemaparan tersebut di atas, maka sebetulnya antara undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan dan doktrin keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam usaha menciptakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian melalui putusan hakim, sebab semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat, sangatlah tidak mungkin bagi hakim untuk hanya menggunakan salah satu sumber hukum saja.

Disamping sumber hukum sebagaimana tersebut di atas apabila hakim menghadapi kasus perkara yang melibatkan lebih dari satu negara, maka ia akan mempertimbangkan sumber hukum formil, yaitu traktat (perjanjian dua negara atau lebih).
Dalam bahasa yang sederhana dapat didefenisikan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu yang mengikat sekelompok manusia dan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang pula (negara).
Seorang Paul Laband, membagi undang-undang dalam pengertian formil dan materiil. Undang-undang dapat disebut masuk dalam pengertian formil apabila keberadaannya, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sementara, undang-undang dalam pengertian materiil didasarkan apabila undang-undang tersebut mengikat seluruh warga secara langsung.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kita membicarakan undang-undang dalam pengertian formil, tidak lain perhatian kita harus ditujukan kepada cara undang-undang tersebut dibuat (terbentuknya).

Dan apabila kita membicarakan undang-undang dalam pengertian materiil, artinya perhatian kita akan ditujukan kepada daya ikat dari undang-undang tersebut terhadap penduduk.

Jika pendapat Paul Laband ini kita adobsi, maka di Indonesia dalam hubungannya dengan keberadaan sebuah undang-undang tak dapat dilepaskan dengan peran serta Pemerintah (lembaga eksekutif) dan DPR (lembaga legislatif). Untuk mengetahui seberapa jauh peranan kedua lembaga tinggi Negara tersebut, berikut ini tertulis kutipan ketentuan UUD yang ada kaitannya dengan masalah tersebut:

1)
MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut peraturan yang ditetap kan dengan undang-undang.

2) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu kota Negara.

3) Segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.(Pasal 2 UUD 1945).
4) MPR menetapkan UUD dan GBHN.(Pasal 3 UUD 1945)

5) a) 
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
b) 
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 UUD 1945).
c)  Susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.


DPR bersidang sedikitnya sekali dalamsetahun.(Pasal19UUD1945).

d) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR.


Jika sesuatu rancanganundang-undang tidak terdapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.(Pasal 20 UUD 1945).

e)
Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang.

 
Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak di sahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan  lagi dalam persidangan DPR masa itu. (Pasal 21 UUD 1945).

f)
Dalam hak ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai penggantiundang-undang.


Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidanganyangberikut.

     jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harusdicabut.


(Pasal22UUD1945).

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut di atas menggambarkan bahwa posisi lembaga legislative dan lembaga eksekutif mempunyai kedudukan yang sama dalam hal membuatdanmenyetujuisebuahundang-undang.

Agar sebuah undang-undang yang dibuat DPR dan Pemerintah itu mempunyai daya ikat (dapat mengikat) seluruh penduduk, maka harus diundangkan dalam lembaran Negara; yaitu suatu lembaran Negara (kertas) tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan-peraturan Negara dan pemerintah, oleh Menteri Sekretaris Negara, Kemudian undang-undang yang bersangkutan diumumkan dalam berita Negara, yaitu: suatu penerbitan resmi Dapertemen Kehakiman (Sekretaris Negara) yang memuat berbagai peraturan pemerintahatauNegara.

Dalam hal mulai berlakunya sebuah undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran Negara dan telah pula diumumkan melalui berita Negara,maka berlakuhal-halsebagaiberikut:

1. 
Mulai berlakunya sebagai mana tersebut dalam undang-undang tersebut (misalnya menyebutkan tanggalnya).

2. 
Apabila dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan saat tanggal berlakunya, maka 30hari berlakunya untuk wilayah jawa dan Madura, serta 100 hari berlaku untuk di luar Jawa dan Madura setelah diundang kan dalam lembaran Negara.

3.
Apabila kedua syarat tersebut dipenuhi maka berlakulah fictie hukum (semua orang dianggap tahu tentang adanya undang-undang).

Jika dalam pembahasan di atas kita telah mengetahui saat berlakunya sebuah undang-undang, maka pertanyaan selanjutnya adalah kapan sebuah undang-undang dinyatakan tidak berlaku?.

Undang-undang dinyatakan tidak berlaku, apabila:

a. Masa berlakunya sudah habis;

b. Undang-undang tersebut sudah dicabut oleh lambaga yang berwenang atau instansi  yang lebih tinggi;

c. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang terdahulu, keadaan atau sesuatu hal yang menyebabkan undang-undang tersebut telah tidak ada lagi.

b. Yurisprudensi 

Beberapa leteratur mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi  adalah keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang selalu diikuti oleh hakim lain (sesudahnya) dalam hal memutus sesuatu perkara yang sifatnya sama.
Secara garis besar yurisprundensi (dilihat dari daya ikatnya) bagi hakim lain, dibagi menjadi dua yaitu yurisprudensi yangbersifat tetap dan yurisprudensi tidak tetap.

1. Yurisprundensi tetap

Yurisprudensi dapat dikatakan yurisprudensi tetap,apabila keberadaannya selalu diikuti oleh hakim yang lainnya. Ini berarti, bentuk yurisprudensi ini sudah menjadi kaidah hukum. Contoh dari yurisprudensi tetap ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 47/kr/28 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar keputusan oleh Pengadilan Negeri adalah surat dakwaan dan bukan surat tuduhan yang dibuat oleh polisi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Yurisprudensi tidak tetap
Putusan hakim dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tidak tetap, apabila tidak selalu diikuti oleh hakim yang lainnya. Sebagai catatan, seringkali putusan-putusan yang dimaksud dalam yurisprudensi tersebut di atas, baikyang bersifat tetap atau yang tidak tetap biasanya sangat tergantung dari hakim MA lebih menguntungkan. Kemungkinan seperti ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa masih banyak pihak yang untuk memperoleh keadilan hukum selalu berupaya sampai keMahkama Agung, sehingga putusannya dianggap solid.
Apakah sebenarnya yang mendorong para hakim mengikuti keputusan hakim lain, dalam memutuskan perkara yang sifatnya sama yaitu dengan alasan:

c. Alasan psikologis
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya.
Dalam kenyataannya, keputusan hakim juga dapat dan mampu menyusun pendapat umum (Publik Opini) bahwa yang diputuskan adalah benar adanya. Sehingga semua pihak yang berkecimpung dalam masalah hukum tertentu yang sejenis dengan perkara yang serupa dengan perkara yang telah diputuskan oleh hakim tadi secara tidak langsung dirinya merasa terikat di dalamnya. Termasuk di dalamnya para hakim itu sendiri. Lebih-lebih, hakim yang secara organisasi berada dalam stuktur di bawah hakim yang memutuskan perkara tadi.(misalnya putusan hakim Mahkamah Agung).
Keputusan hakim Mahkamah Agung apabila tidak diikuti oleh hakim yang berada dalam tingkat yang lebih rendah, akan menimbulkan beban psikologis yang tidak menguntungkan bagi hakim yang bersangkutan. Meskipun tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan agar ia harus selalu berpedoman pada keputusan hakim yang ada di atasnya. Dalam hal keputusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung, hal yang demikian dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang tidak langsung kepada para hakim yang berada di bawahnya.

d. Alasan praktis

Kesan yang akan timbul apabila seorang hakim yang memutus perkara yang jenisnya sama yang tidak sesuai dengan keputusan hakim yang diputuskan oleh hakim yang berada di atasnya adalah seakan-akan ia memutuskan tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada.Alangkah janggalnya, apabila suatu putusan hakim yang lebih rendah secara administrasi akan bertentangan dengan keputusan hakim yang secara administrasi sementara jenis dan sifat dari jenis perkara tersebut adalah sama. Sebab, apabila seseorang terlibat dalam sebuah perkara tidak puas, maka tentunya ia akan mengajukan banding kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Yang menyebabkan keputusan hakim terdahulu akan dibatalkan.

e. Persesuaian pendapat

Persesuaian pendapat ini bukan hanya menyangkut bagi para hakim itu sendiri melainkan untuk rasa sekarang semua pihak (para praktisi dan akademis) telah menganggap bahwa apabila sebuah kasus ditangani tanpa berdasarkan yurisprudensi (keputusan hakim yang telah ada), akan menimbulkan reaksi yang tidak sedikit, ini berarti bahwa pada dasarnya semua pihak mengingkari adanya persesuaian pendapat tetang yurisprudensi sebagai sumber hukum.
Disamping beberapa alasanyurisprudensi itu diikuti oleh hakim yang lainnya, yurisprudensi dapat berperan untuk menciptakan standar hukum dan pembinaan landasan hukum yang sejenis diantaranya 

1) Menciptakan standar hukum
Dengan adanya yurisprudensi ini diharapkan akan menciptakan standar hukum yang benar-benar mengandung unsur-unsur aktual, dalam kasus-kasus tertentu yang terjadi pada sebuah Negara (peradilan) pada sebuah Negara.
Apabila dalam hal sesuatu kasus dimana dalam undang-undang yang mengatur kasus-kasus tersebut belum/tidak mengatur/kurang lengkap/tidak mengisyaratkan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 14, 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

2) Membina landasan hokum yang sama. Keseragaman hukum yang sama pada suatu yurisprudensi yang akan mampu menciptakan standar hukum yang sama, dengan sendirinya akan berperan dan berfungsi membina dan mewujudkan landasan hukum yang sama. Apabila terjadi persamaan-persamaan persepsi yang sama terhadap sebuah kasus yang sama, baik oleh praktisi dan akedemisi dan para pencari keadilan dan hakim yang telah menjadikan yurisprudensi sebagai landasannya, yang demikian itu akan sangat berpengaruh padapembinaan hukum yang sama dalam hal mengadili dan memeriksa kasus yang sifat dan jenisnya berbeda.dengan adanya landasan hukum yang sama yang secara tidak lagsung juga dibina bersama, keefektivitasan dalam menangani sebuah kasus akan tercapai. Ini merupakan salah satu bentuk pengisisan hokum oleh hakim.

f.  Kebiasaan

Dalam bahasa yang sangat sederhana dapat didefinisikan peristiwa kemasyarakatan yang terjadi berulang yang dengan demikian keberadaanya dinggap sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Dan penyangkalan terhadapnya dianggap pelanggaran dari prinsip-prinsip keadilan yang ada di dalam masyarakat. 
Kebiasaan dapat saja menjadi hukum (dapat dipedomani oleh hakim) apabila menurut kepatutan, keumuman secara hukum telah menunjukkan bahwa kebiasaan yang dimaksudkan tadi harus diberlakukan sebagai hukum.
Ini artinya keberadaan kebiasaan tidak selalu mengikat kepada hakim, Oleh karena, dengan kewenangannya hakim mempunyai kebebasan apakah sebuah kebiasaan tertentu akan digunakan atau tidak dalam menyelesaikan perkara tertentu, kesemuanya itu akan menjadi wewenang mutlak hakim yang bersangkutan.

Dalam hal kebiasaan yang ditunjukkan sebagai hukum oleh hukum dapat kita temukan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasa dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.Hal yang sama juga dapat kita temukan dalam Pasal 1346 dan Pasal 1347 KUHPerdata. Pasal 1346 KUHPerdata menyatakan: “apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana persetujuan telah dibuat. Sementara Pasal 1347 KUHPerdata menegaskan: ”bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Dalam kenyataannya kita akan kesulitan untuk memisahkan antara pengertian hukum adat dengan kebiasaan. Sebab, hukum adat ada yang tidak tertulis (menurut penafsiran dapat saja dianggap sebagai kebiasaan). Pun demikian, ada sebagian kebiasaan yang tertulis (diadatkan). Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, penulis, menganggap perlu untuk melengkapi uraian tentang kebiasaan sebagai sumber hukum formil dengan keterangan tentang hukum adat.

Yang menjadi sumber hukum dan sumber pengenal dari hukum adat adalah Recht Brown; kebiasaan adat-istiadat, ugur-uguran, pernyataan kebudayaan nasional, pepatah-pepatah adat, yurisprudensi hukum adat, dokumentasi yang menceritakan keadaan pada masanya. 

g. Doktrin

meskipun beberapa literatur menyebutkan bahwa arti dari doktrin adalah pendapat dari sarjana hukum. Akan tetapi sehubungan makin luasnya kebutuhan manusia, pendapat para ahli yang bukan ahli hukum sangat diperlukan dalam usaha mencari kebenaran materiil sebagai usaha memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sedang berurusan dengan masalah hukum.

Contoh betapa pentingnya pendapat para ahli yang bukan ahli dalam bidang hukum,sebagai berikut:

1) Apabila terjadi kasus pemalsuan uang misalnya, maka hakim akan menggunakan jasa para ahli dari perbankan di samping ahli kimia.
2) Dalam kasus yang berhubungan dengan politik (subversi) misalnya, maka jelas para ahli politik akan sangat berperan dalam memberikannya sebagai ahli di pengadilan.
3) Demikian juga apabila terjadi kasus tindak pidana ekonomi, maka keberadaan ahli ekonomi sangat membantu bagi hakim dalam memberikan alat bukti berupa keterangan paraahli.

Pemakaian pendapat para sarjana hukum dan bukan hukum mengenai hal-hal tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan proses yang sedang dihadapi oleh hakim, dapat diperoleh melalui buku-buku yang telah ditulisnya, melalui yurisprudensi dan juga melalui keterangan langsung para ahli yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli.

h. Traktat

Traktat adalah perjanjian antara dua Negara atau lebih. Dalam hal perjanjian itu masih memberikan kepada negaralain untuk ikut di dalamnya, yang demikian itu disebut sebagai traktat terbuka. Sementara , apabila perjanjian tersebut tidak member kesempatan kepada Negara lain untuk ikut di dalamnya, yang demikian disebut sebagai traktattertutup.Traktat, bagi Negara yang terlibat di dalamnya berlaku mengikat kepada seluruh penduduk (warga Negara Indonesia) sebagaimana layaknya undang-undang. Yangdemikianitudidasarkanpadahal-halsebagaiberikut:

1) Isi dari perjanjian itu disahkan oleh kepala Negara (presiden bagi Indonesia) setelah disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini berarti, secara ketatanegaraan dapat disebut sebagai produk DPR dan pemerintah (sebagai lembaga yang berwenang untuk itu).

2) Traktat sebelumnya diumumkan dalam lembaran Negara, yang dengan pemikiran akanberlaku.

3) Dilihat dari isinya akan mengikat dari masing-masing Negara yang membuatnya, yang berarti pula bagi penduduk yang berada di masing-masingNegarayangbersangkutan.

i. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil merupakan jawaban dari kondisi tertentu yang menghendaki sebuah keterangan agar kenyataan-kenyataan tadi terdapat peraturan disepakatisecaraumum.

1. Dalam arti filsafat

Secara garis besar hukum dalam tinjauan filsafat akan berkaitan dengan hal-hal apakah sebenarnya hukum itu,dari manakah hukum itu, mengapa kita mentaati hukum, apa yang menjadi misi atau tujuan dari hukum, serta pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan keberadaan manusia dengan hukum.

a.  Beberapa filosofi mengenai hukum:

1. lato dan Aristoteles memandang hukum adalah cinta akan kebijaksanaan dan keadilan.
2. GolonganStoamemandanghukummerupakanekspresidaribangsa.
3. SantoAgustimus memandang hukum sebagai aturan perdamaian dan cinta masyarakat.
4. Thomas Aquinas dan golongan scholastic memandang bahwa hukum merupakan cerminan daribagiandunia.Disamping pendapat dari beberapa filosofi tentang hukum, secaar filsafat pun gagasan yang berkaitan dengan hukum pun berbeda-beda.

b. Beberapa perbedaan tentang gagasan hukum:

1) Bahwa hukum diartikan orang sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur tindakan manusia.
2) Hukum diartikan sebagai suatu system asas-asas yang ditemukan secara filsafat.
3) Hukum dipikirkan sebagai pencerminan dari akal Illahi yang menguasai alam semesta ini.
4) Hukum difahamkan orang sebagai system pemerintahan yang ditemukan oleh pengalaman manusia perorangan akan mencapai kebebasan sesempurna mungkin jika sejalan dengan kebebasan serupa itu pula yang diberikan kepada kemauan orang lain.

2. Dalam pengertian sosiologis

Berangkat dari pemahaman bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filsofis, maka pembicaraan mengenai sumber hukum materiil dalam pengertian sosiologis ini diarahkan pada segala sesuatu (berupa kenyataan) yang ada dalam masyarakat sebagai hal yang menyebabkan adanya hukum.

f) Sumber hukum materil terbagi menjadi dua aliran dasar. Dua aliran dasar tersebut merupakan pengakuan atas sebuah kondisi. Dengan memeperhatikan uraian dari masing-masing aliran, maka kita dapat memahami proses terbentuknya hukum materil. hukum materil ini merupakan hukum yang berlaku secara internasional sehingga keberadaannya mengikat untuk seluruh masyarakat didunia, siapapun yang melanggar atas isi hukum ini akan mendapatkan sanksi secara internasional.
g) Secara  umum, kita dapat memberikan definisi terhadap hukum material sebagai sebuah hukum yang didasarkan asal materi hikum tersebut didapatkan.
      dalam ranah hukum, keberadaan hukum material sangat penting sebab dengan berdasar pada pada hukumini, maka kita dapat menciptakan atau membentuk hukum di masyarakat.

Beberapa hukum dapat kita bentuk meliputi:

1) Hukum hubungan antar manusia, yang sering kita sebut sebagai hukum hubungan sosial.
2) Hukum mengenai situasi aspek sosial ekonomi suatu bangsa.
3) Adat istiadat atau tradisi sebuah bangsa.
4) Hasil penelitian lain yang bersifat ilmiah.

Pembagian hukum material dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Aliran Naturalis
     Aliran Naturalis merupakan hukum yang berdasarkan pada hak asasi dan hak alamiah yang dimiliki alam. dengan demikian, maka kita dapat mengatakan bahwa sandaran dari hukum ini adalah hukum yang berpangkal pada tuhan. oleh karena itulah, maka aliran ini menganggap bahwa hukum material adalah hukum yang jauh lebih tinggi di bandingkan hukum sebuah negara atau hukum nasional.
2. Aliran Positivisme adalah aliran yang menyadarkan konsep pada kesepakatan atau perjanjian bersama yang sudah di buat oleh dua orang, bangsa, atau lebih. aliran ini berasumsi bahwa jika dua negara telah melakukan kesepakatan, baik itu dalam bentuk perjanjian atau sekedar pernyataan, maka hukum otomatis berlaku untuk keduannya. hukum itu akan mengikat setiap elemen yang ada di dalam lingkingannya. Sementara itu secara umum kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya berbagai hal yang dapat membanyu terbentuknya hukum  engenai sesuatu hal.Dengan hukum ini maka setiap orang akan menyadari bahwa esuatu yang sebelumya tidak memmberikan konsekuensi, ternyata harus dipenuhi produknya. kita tidak boleh melanggar konsep dan aturan hukun yang sudah di tetapkan atau yang sudah di produk. 
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BAB VII

SYARAT DAN UNSUR HUKUM

A. Syarat hukum

Pasal 3 ayat 1 menyatakan negara indonesia adalah negara hukum.yang berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negaranya.
Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Jika dikaitkan,sangat erat sekali hubungan masyrakat dengan hukum begitu pula sebaliknya.Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.
Masyarakat sebagai kebersamaan dibangun di atas basis kepercayaan dan saling membutuhkan.Sehingga hukum (modern) dibangun di atas masa perundang-undangan, prosedur, birokrasi dan sistem.Kendati membicara hukum, bukti ini menekankan pada masyarakat sebagai habitatnya. Untuk menghadirkan suatu masyarakat yang berkualitas baik, dibutuhkan cara hidup bersama-sama, bukan berhadap-hadapan dan berbenturan. Hukum moderen tidak dapat menggantikan masyarakat yang berbasis kepercayaan tersebut.
Kepercayaan dan kecenderungan bekerjasama  tersebut merupakan simbol dari “masyarakat yang sehat”,”hidup yang baik” dan”prilaku serta budi pekerti yang baik.” Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian terhadap sesama, tidak berbuat curang dan jahat kepada orang lain adalah beberapa contoh dari berperikehidupan yang baik. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ.
Pada lapisan berikutnya barulah muncul hukum.Karena masyarakat membutuhkan hukum, maka diciptakan hukum itu. Hukum bermula dari masyarakat dan sepanjang waktu akan terus seperti itu. Persoalan-persoalan akan timbul manakala hukum diabstrakkan, yaitu dengan mengabaikan konteks kemasyarakatan. Masyarakat manusia itu otentik, sendangkan hukum itu institut yang lebih artifisal.Hukum yang baik adalah yang ditimba dari bahan kehidupan bersama itu sendiri. Prilaku dan interaksi yang alami menjadi bahan baku pembangunan suatu sistem hukum.
Menurut Rahardjo dalam bukunya yang berjudul hukum dan perilaku mengatakan bahwa hukum mendapatkan koreksi yang sangat besar sebagai teks dan mengeliminasi faktor serta peran manusia terhadap hukum itu sendiri kurang mendapatkan posisi sentral dalam hukum berkat dari sosiologi hukum dan antropologi hukum yang mereformasi hukum itu sendiri bahwa peran manusia tidak lepas dari hukum itu sendiri.Sejak sosiologi dan antropologi hukum masuk maka hukum sebagai teks atau dokumen-dokumen tertulis mendapat koreksi besar dari ke dua ilmu tersebut.
Untuk melihat perilaku manusia sebagai hukum, diperlukan kesediaan untuk merubah konsep mengenai hukum bukan hanya sebagai peraturan yang abstrak namun bisa diimplementasikan kepada perilaku manusia itu sendiri karena hukum sebagai teks merupakan perantara manusia untuk hidup namun dengan melibatkan manusia maka hukum dari teks itu sendiri akan mendapatkan koreksi besar karena manusia bisa menambahkan atau memperbaiki hukum teks itu sendiri agar sesuai dengan kehidupan nyata.
Sosiologi hukum menemukan bahwa peran perilaku manusia adalah jauh lebih variasi. Menurut Roger Cotterrel dalam bukunya Rahardjo mengatakan bahwa Negara yang berwenang membuat hukum hanya menyediakan fasilitas pembuatan hukum itu sendiri dan hasil pembentukan hukum itu diserahkan lagi kepada masyarakat tentang apa yang ingin dilakukannya apakah menggunakan hukum yang dibuat tersebut atau tidak. Hukum sebagi prilaku muncul secara serta merta atau spontan lewat interaksi antara para anggota masyarakat sendiri.Disitu masyarakat sendirilah merupakan pabrik yang memproduksi hukum, yaitu melalui perilaku tersebut.Perilaku hukum yang tampak sebagai mematuhi hukum tidak selalu bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum.Perilaku tersebut dapat berupa perilaku yang mandiri tanpa ada hubungannya dengan kepatuhan hukum.
a) Syarat-syarat hukum

1. ketentuan yang mengatur  tingkah laku manusia.

hukum mengatur tentang perilaku manusia yang di dalamnya berisi tentang perintah dan atau larangan.agar tidak menyimpang norma-norma yangberlaku.

2. Ketentuan itu dibuat oleh kelompok atau lembaga yang berwenang.
Tidak semua orang berwenang dalam membuat suatu aturan atau hukum.karena ada badan sendiri yang diberi wewenang untuk membuat peraturan.DPR bersama dengan presiden merancang dan membuat undang-undang. Membuat undang undang, adalah sebagai membuat kebijakan negara,yaitu sebagai membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum dan berlaku untuk semua warga negara.

Undang-undang dasar sebagian dari hukum dasar.undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis,sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis,ialah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

pasal 20 ayat 1 “tiap tiap undang-undang menghendakipersetujuan dewan perwakilan rakyat.”

Pasal 20 ayat 2 “jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mndapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat,maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat itu.”

Pasal 21 ayat 1 “anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang undang.”
Pasal 21 ayat 2 “jika rancangan itu,meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh presiden,maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jadi rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersamaan dengan Presiden.

3. Ada sanksi yang tegas

Ada sanksi bagi yang melanggardi dalam suatu hukum memuat beberapa pasal atau aturan tentang pelanggar hukum.jadi akan di beri sanksi sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan,dan itu bersifat tegas.

4. Harus disepakati bersama:

Dalam suatu hukum agar hukum itu berjalan dengan baik harus ada kesepakatan berssama yaitu melalui musyawarah sebelum disahkan. Dan jika hukum itu tidak disahkan,maka hukum yang telah dibuat itu tidak berlaku.
5. Melindungi hak dan kewajiban manusia:

Hukum tidak hanya mencantumkan suatu sanski saja,melaikan harus di imbangi dengan penyetaraan hak dan kewajiban agar dalam hidup bermasyarakat berjalan dengan seimbang .terutama melindungi HAM.
6. Untuk keadilan dan kesejahteraan:

Mencantumkan hak hak manusia seperti memperoleh penghidupan yang layak,pekerjaan yang layak dan perlindungan oleh badan hukum dan memilikikedudukan yang sama dimata hukum dan juga mencantumkan kewajiban warga negara seperti bersama sama menjaga keutuhan NKRI dan dalam menaati peraturan. 
Ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (genuine science) tidak hanya harus dapat membaca hukum yang di konstruksikan, melainkan juga hukum, sebagai perilaku tersebut. Ilmu hukum tidak dapat memaksakan, melainkan dengan terbuka melihat dan menerima apa yang terjadi dalam kenyataan dan kemudian menjelaskannya. Dalam kenyataan kehadiran hukum sebagai perilaku itu sama sekali tidak dapat digusur atau dipinggirkan oleh skema-skema hukum yang sengaja atau dibuat oleh manusia itu. Sistem hukum moderen akan tetap berdampingan dengan hukum yang muncul secara spontan, seperti dalam bentuk perilaku itu.
Tujuan hukum bagi masyarakat ialah untuk Menjamin kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat, antara masyarakat dengan atasan atau sebaliknya.Untuk mengakui hak–hak Masyarakat dan juga untuk membatasi kekuasaan atasan.Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dicerai pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat merupakan wadah berlakunya suatu hukum dan hukum adalah suatu aturan yang mempunyai fungsi 
1. Untuk memberikan perundangan 
2. Untuk memberikan perlindungan 
Masyarakat dan hukum adalah dua entitas yangtidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu Hukum berbunyi “di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya.“ karena hukum ada atas Kehendak dan keinsafan tiap–tiap anggota masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum. Masing–masing orang merasa dirinya yang benar dan orang lain yang salah. Hal ini dapat menimbulkan keadaan yang tidak tertib, tidak harmonis dan bahkan dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Untuk mengatasi dan mencegah situasi ini, diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas, sealin itu diperlukan pula upaya penegakan hukum yang adil dan tegas pula.

Adanya kaidah hukum dan upaya penegakannya yang jelas, tegas dan adil persetujuan agar warga negara semakin memahami segala aturan yang berlaku, mampu melaksanakannya, dan mendapat keadilan bila mengalami perkara hukum. Sehingga  setiap warga negara merasa diperlakukan sama dimuka hukum. Selain itu, adanya kaidah hukum membuat setiap warga negara merasa mempunyai kepastian hukum dan jaminan sosial. Sehingga masing–masing warga negara akan memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Menurut Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaanya pada saat tertenru di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 
Menurut S.M. Amin,SH.Hukum adalah kumpulan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanski dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia,sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut J.C.T SIMORANGKIR Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa ,yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib,pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan  dengan hukuman tertentu 
Menurut M.H Tirtaamidya,SH.Hukum ialah semua aturan/norma yang yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku tindakan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan.

Menurut Prof. Mr. E. M. Meyers.Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Dr. E. Utrecht, SH. Utrecht memberikan tawaran definisi hukum sekedar untuk pegangan dan memudahkan pemahaman bagi penjelajah hukum dan bukan sebagai definisi baku. “Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”
Jadi Hukum Adalah Kaidah/Norma aturan yang hidup ditengah masyarakat baik yang tertulis dan tidak tertulis dan bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Serta mendapat sanksi bagi yang melanggar 
Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum
a. Demi kepastian hukum

b. Tuntutan perlakuan yang sama

c. Legitimasidemokrasi
d. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran.Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.
b) Sifat-Sifat Hukum
a. Hukum Privat 


Hukum Privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contoh: KUH perdata dan KUH dagang.
b. Hukum Publik 

Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara dengan alat kepentingan umum.Hukum publik juga disebut hukum Negara.
Contoh: hukum perdagangan bisa antarnegara  atau regional.
c) Hukum Menurut Waktunya.
a. Ius constituendum 
Hukum yang diharapkan berlaku yang akan datang.
Contoh : RUU, RAPBN, RAPBD.

b. Ius constitutum 
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu  dalam suatu daerah tertentu. Hukum constitutum disebut juga tata hukum.
Contoh : Perda.
c) Hukum Menurut Tempat
a. Hukum Nasional 
Hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
Contoh : hukum nasional Indonesia.

b. Hukum Internasional 
Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
Contoh : hukum perang.

c. Hukum Terotorial  
Hukum yang mengatur tentang suatu kekuasaan berlakunya hukum sesuai dengan hukum Negara tersebut.
Contoh : Hakim Indonesia yang berlaku bagi siapa saja yang terdapat dikedaulatan besar Indonesia yang ada diluar Negara.-bagi warga Negara Indonesia yang ada diluar negeri.
d. Hukum extratoritorial 
Hukum asing yang berlaku bagi semua warga Negara baik Negara asal maupun Negara lain.Contoh : ada namanya hukum terorisme serta juga hukum korupsi.
d) Hukum Menurut Kegunaan

a. Dokma 
Kumpulan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dokma ini tidak bisa dijalankan karena hanya berupa tulisan-tulisan.Contoh : KUH pidana dan KUH perdata.
b. Acara 
Merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dokma hukum.
Contoh : KUHAP acara KUHA perdata.
B. Unsur-Unsur Hukum

Peraturan tingkah laku manusia semua tingkah laku manusia diatur dalam undang-undang dasar.dengan harapan semua tindakan manusia,tingkah laku manusiadapat terkontrol. Dengan mengacu pada undang-undang dasar.Dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan–peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
a) Jenis hukum di Indonesia.

Hukum yang berlaku di indonesia tentu banyak sekali jumlahnya. Untuk mempermudah mempelajari maka akan dikelompokkan menurut jenisnya.

Jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia :

a. Hukum menurut bentuknya

Hukum menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Hukum tertulis 
Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Adapun tata aturan perundang-undangan di Indonesia termuat dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
a. UUD 1945

b. UU/Perpu

c. PP

d. Pepres

e. Perda 
Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata. 
2. Hukum tak tertulis 

Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis.

Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan.Hukum tak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Walaupun tidak tertulis,namun hukum adat jika ada yang melanggar maka akan tetap dikenakan sanksi berdasarkan yang telah disepakati oleh daerah tersebut.

Pengaturan tingkah laku manusia juga dituangkan dalam norma-norma dalam masyarakat.

a. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.

Dalam hal ini,lembaga yang ditunjuk untuk membuat undang-undang adalah DPR. Jadi tidak semua lembaga berhak membuat undang.

Pasal 21 ayat 1 “anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang undang.”

Pasal 21 ayat 2 “jika rancangan itu,meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh presiden,maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Jadi rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersamaan dengan Presiden. Dalam suatu kelompok atau organisasi pun peraturan itu dibuat oleh orang tertentu atau yang dipercaya untuk menjadi pembuat peraturan perundang-undangan.

b. Hukum itu bersifat memaksa.

Pada hakekatnya hukum itu mengikat bagi semua yang melanggar dalam keadaan bagaimana pun,hukum itu  harus tetap dilaksanakan. Jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.hukum tidak bisa dibeli,tidak juga bisa ditawar
c. Dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan–peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Dikatakan bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Dan apabila melanggar hukum tersebut,akan dikenakan sanksi yang tegas. Setiap pelanggar hukum atau norma akan dikenakan sanksi atau hukuman,maka hukum itu bersifat mengatur dan memaksa.

Contoh:apabila sesorang melakukan tindak kejahatan ,maka saat itu juga hukum ditegakan,saat itu itu juga hukum diproses,tidak bisa disemayani ataupun ditawar. Tidak pandang bulu jabatanya.

d. Sanksi yang tegas bagi para pelanggarannya(pasti dan dapat dirasakan nyata oleh yang bersangkutan).

Setiap para pelanggar,akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Dan hukumannya pun akan seberat sesua idengan yang dilakukan.jadi tidakadaistilah pilih kasih atau belas kasihan. Dalam penegakan hukum,hakim harus arif dan bijaksana dalam mengadili seorang terdakwa.Sering kali kita mendengar istilah “Praduga Tak Bersalah”maksudnya,sesorang  tidak bisa dikatakan terdakwa atau tersangkaa jika belum terbukti bersalah.

Contoh:seorang pencuri ayam dan seorang pembunuh.bagi seorang pencuri ayam,untuknya hukuman kurungan selama 3 bulan saja sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Sedangkan untuk seorang pembunuh  mungkin hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Namun,kita juga tidak boleh main hakim sendiri,jika ada orang tertangkap mencuri,janganlah dihakimi sendiri. Ada pihak yang berwenang untuk menghukumnya.

Ciri-ciri hukum antara lain:

1) Adanya perintah dan larangan

didalam suatu undang-undang atau norma di masyarakat pastialah ada aturan yang harus dilakukan atau dijalankan,dan ada juga aturan yang harus dihindari atau tidak dilakukan karenaapabilalaranganitu dilakukan akan dikenakan sanksi yang tegas. Di undang-undang telah dicantumkan bebrapa pasal yang memuat beberapa hukuman jika melanggarnya. Jadi jika kita tau persis undang-undang hukum pidana sewaspada mungkin kita bisa meghindari kejahatan atau 

contoh: aturan mengenai larangan tidak boleh mencuri dan membunuh,karena ada pasal pasal yang akan memberatkan sesorang apabila melanggar tersebut. Dan juga terdapat aturan aturan yang membenarkan apabila aturan itu dilakukan .

Berikut contoh tentang hukum pidana:
Contoh kasus hukum pidana penipuan

Kasus penipuan sudah sering terjadi.Ini merupakan salah satu contoh kasus hukum pidana. Kasus Â  penipuan ini biasanya dilakukan dengan modus meminta uang di depan sebelum barang atau jasa diberikan kepada seseorang. Pada akhirnya, uang telah diserahkan namun barang atau jasa tidak dilaksanakan oleh pihak penerima uang.

Kasus penipuan ini dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahunâ?”�
2) Larangan dan perintah itu harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang

Setiap undang –undang yang dibuat untuk ketertiban masyarakat. Maka haruslah peraturan tersebut dipatuhi oleh setiap tag terkecuali artis,pejabat atau para petinggi negeri. Dengan upaya ketaatan itulah yang membuat ketertiban dimasyarakat menjadi mudah. Penanaman taat kepada aturan harus ditanamkan sejak dini,agar kelak dewasa terbiasa dengan aturan aturan yang lebih berat.

3) Adanya sanksi hukum yang tegas

Selain hukuman kurungan penjara,hukuman juga dapat berupa denda sesuai dengan pasal-pasal undang-undang. Jika pelanggar melakukan pembunuhan,maka dapat dijerat dengan pasal pembunuhan.hukuman dapat dijatuhi hukuman seumur hidup.

4) Adanya sanki yang tegas bagi para pelanggarnya

 Negara harus menegakkan hukum dengan tegas.Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. Dan jika ada yang melanggar hukum harus diadili dengan seadil-adilnya.

contoh : penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, penegakkan hukum melalui lembaga hukum. Hakim harus bersifat adil kepada para terdakwa agar tidak terjadi konflik.

Melalui ciri yang ada pada hukum, maka setiap orang wajib bertindak sesuai dengan tata tertib dalam masyarakat. Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman.
Memang sudah menjadi tugas para penegak hukum dan para masyarakat di Indonesia unruk lebih melaksanakan hukum yang adadi Indonesia, supaya terciptanya negara Indonesia yang lebih nyaman dan kondusif. Dan para aparat negara lebih bisa memberikan contoh yang baik terhadap pelaksanakan hukum di Indonesia.
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BAB VIII

AZAS-AZAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM

A. Pengertian Azas-azas Hukum

Asas menurut terminologi mempunyai makna dasar, asal dan pondamen. Sedangkan J. H.P Bellefroid mengatakan bahwasanya asas hukum adalah aturan pokok yang didapatkan dengan generalisasi dari sejumlah aturan-aturan hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya asas hukum adalah asas yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum bisa juga dinamakan jantung-nya hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi peraturan hukum. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya asas hukum adalah dasar-dasar umum yang menjadi landasan suatu hukum. Asas hukum itu berbeda dengan norma hukum. Karena asas adalah sebuah konsep dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma merupakan penjabaran dari konsep dan norma juga mempunyai sanksi yang jelas.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

a. Azas hukum adalah Dasar, alas, dan pedoman.

b. Azas hukum adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok (tumpuan berpikir, berpendapat)

c. Azas hukum adalah cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan (Negara).

2. Menurut Para ahli

a. Menurut C.W. Paton

Azas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Unsur-unsur yang terdapat pada azas antara lain: Alam pikiran, Rumusan yang luas, Dasar bagi pembentukan norma hukum.

b. Menurut Van Eikema Hommes

Azas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit tetapi sebagai dasar umum(petunjuk) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum  praktis perlu berorientasi pada azas-azas hukum. Dengan kata lain azas hukum adalah dasar (petunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif.

c. Menurut The Liang Gie

Azas adalah dalil umum yang dinyatakan dengan istilah umum tanpa menyarankan cara khusus pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
d. Menurut P. Scholten

Azas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasaannya sebagai pembawaan umum.

e. Menurut Prof.Dr.Satjipto Raharjo,SH

Azas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Azas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.
Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas (an), sedang kata prinsip merupakan sino-nimnya (Wojowasito, 1972:17 dan 227). Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh.
Sudikno Mertokusumo (1996:5-6), memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut :“… bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.
Satjipto Rahardjo (1986:87)menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa menge-tahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :
1) 
Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum

2) 
Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bah-wa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Alasannya, adanya rujukan pada asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ( Tiada suatu peristiwa dipi-dana, kecuali atas dasar peraturan per-undang-undangan pidana yang mendahu-lukannya ), dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu da-pat membentuk sistem checks and ba-lance. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawan-an. Hal itu menunjukkan adanya sifat sa-ling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.

Fuller menyatakan bahwa dengan merujuk pada asas-asas hukum digunakan dalam menilai ada tidaknya suatu sistem hukum.Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas-asas hukum itu tak hanya sekadar persyaratan adanya suatu sistem hukum, melainkan merupakan pengklasifikasian sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

Asas-asas hukum (principles of legality) menurut Fuller adalah sebagai berikut :

Suatu sistem hukum harus mengandung per-aturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar ke-putusan- keputusan yang bersifat ad hoc;

a) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu ha-rus diumumkan;

b) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak dito-lak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berla-ku bagi waktu yang akan datang;

c) Peraturan-peraturan harus disusun dalam ru-musan yang bisa dimengerti;

d) Suatu sistem tidak boleh mengandung pera-turan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

e) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilaku-kan;

f) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;

g) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

B. Macam-macam azas hukum

1. Azas Peraturan perundang-undangan

a. Azas setiap orang dianggap telah mengetahui undang - undang setelah diundangkan dalam lembaran negara.
b. Azas Non Retro aktif, Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut
c. Lex spesialis derogat lex generalis: Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

d. Lex Superior derogat legi inforiori: Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

e. UU Tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji material atas  undang-undang  kecuali oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Azas yang dianut dalam undang-undang 1945

a. Azas Kekeluargaan, Terdapat dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) UUD 1945.

b. Azas Kedaulatan Rakyat,Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

c. Azas Pembagian Kekuasaan, Kekuasaan dibagi atas Kekuasaan Legislatif,Eksekutif ,Yudikatif.

d. Azas Negara Hukum dengan prinsip Rule of Law ;Pengakuan dan Perlindungan hak asasi manusia.

e. Azas Kewarganegaraan:

1) Ius Sanguinis:menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan /pertalian darah.

2) Ius Solli : menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat/ negarakelahirannya.

3. Azas-azas dalam Hukum Perdata

a. Hakim Tak Berbuat Apa-apa


Dalam hukum acara perdata hakim memegang peranan tidak berbuat apa-apa, akan tetapi istilah tidakberbuat apa-apa hanyalah tepat sampai batas tertentu. Beberapa hal penting dari hukum acara perdata,dimana terlihat sikap tidak berbuat apa-apadari hakim diantaranya:

1) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata selalu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Tidak pernah dilakukan oleh hakim atau badan pemerintahan lainnya.

2) Semua pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulai, sebelum hakim memberikan keputusan. ( Pasal 227 B. Rv)

3) Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum dengan kata lain, Iahanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan hal lebih dari yang diminta.

4. Sifat Terbuka dalam Peradilan

a. Mendengar kedua belah pihak

Hakim tidak boleh memberikan keputusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Istilah Verstek Procedure yaitu acara terhadap sesuatu pihak yang walaupun dipanggil dengan jalan baik tidak hadir dimuka hakim,tidak merupakan kekecualian dalam azas tersebut.
Pihak yang tidak hadir (verstek) telah mendapat kesempatan untuk didengar, akan tetapi tidak mempergunakan kesempatan itu. Selama belum diberikan keputusan pihak itu masih dapat menghadap hakim sehingga pernyataan tidak hadir hilang( purge) bagi pernyataan tidak hadir, pasal (89a B Rv). Akan tetapi jika keputusan telah jatuh, sesuatu pihak berhak untuk menentang keputusan verstek pada hakim yang member keputusan, sesudah mana diadakan pemeriksaan baru dari perkara tersebut.

b. Perwakilan yang diwajibkan

Para pihak biasanya tidak dapat bertindak sendiri dalam acara, tidak dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat acara melainkan “diwajibkan” supaya diwakili. Rechtbank dan Hof oleh seorang Procureur dan Hoge Raad oleh seorang Advokat. Sebelum tahun 1879 Para Procureur adalah pegawai negeri yang diangkat oleh raja pada tiap-tiap pengadilan, dalam jumlah terbatas.
Advokat adalah pekerjaan yang merdeka, dapat dilakukan oleh tiap-tiap orang yang memiliki gelar Doktor dalam Ilmu Hukum. Namun kini hanya “Meesters in de Rechten” yang dapat menjadi procureur dan tiap-tiap meesters in de rechten dapat bertindak sebagai procureur dan advokat. Tugas procureur (wakil dari pihak dalam acara, antara lain memajukan kesimpulan tulisan) dan advokat (penasihat pihak yang memegang pimpinan dalam membuat kesimpulan dan yang melakukan pembelaan lisan).
Dalam hal ini skarang disatukan dalam satu tangan,Perwakilan itu diwajibkan, karena para pihak biasanya tidak mempuyai cukup pengetahuan tentang hukum materiil dan formil untuk dapat melakukan acara sendiri.

c. Soal tidak bebas biaya untuk acara

Para pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya acara. Biaya-biaya pembayaran pegawai kehakiman dipikul oleh negara. Tetapi biaya-biaya segel dan pendaftaran, uang saksi dan uang para ahli, hal-hal yang harus dibayar untuk jasa-jasa griffie, upah untuk jasa-jasa jurusita, dipikul oleh para pihak,Ada kekecualian atas azas acara yang tidak cuma-cuma itu.
Orang yang tidak mampu tidak usah membayar (Pasal 855B. R.v). akan tetapi jika ia kalah dalam acara, maka pihak lawannya dapat “ apabila mungkin” membebankan ongkos-ongkos kepadanya. Jika ia menang, maka pihak lawan harus membayar segala biaya.

d. Debat secara tulisan dan lisan

Acara perdata dapat dilakukan dengan lisan seluruhnya dan dengan tulisan seluruhnya. Dalam hal pertama, hakim mengadili atas apa yang diajukan oleh para pihak atau wakil-wakilnya secara lisan, pada yang terakhir atas apa yang diajukan secara tulisan. Acara biasanya dimulai dengan “gugatan” yaitu panggilan yang dilakukan oleh pegawai kekuasaan pemerintah (jurusita) atas nama penggugat yang ditujukan kepada tergugat (pihak lain) untuk tampil dimuka hakim pada hari yang ditentukan. Gugatan dilakukan dengan jurusita menyerahkan salinan sebuah tulisan (Exploot Gugatan) kepada tergugat atau tempat tinggal tergugat yang memuat panggilan dan juga memuat apa yang diminta oleh penggugat diuraikan dengan jelas serta alasan-alasan atas mana permintaannya didasarkan.
Pada hari yang telah ditentukan procureur penggugat memajukan “kesimpulan tuntutan” yang tertulis dimuka sidang. Procureur tergugat memberi jawaban dengan “kesimpulan jawaban” yang tertulis. Kemudian biasanya disusul oleh kesimpulan replik dan duplik. Selanjutnya, kesimpulan tulisan dapat dijelaskan dengan “Pleidooi”. Dalam praktek hal-hal yang kurang penting biasanya diadili berdasarkan “surat” yaitu atas kesimpulan-kesimpulan tertulis.

Pada pengadilan Kanton, Undang-Undang hanya mengenal acara secara lisan (pasal 99 B r.v). acara ini dilakukan dengan cara paling sederhana, jika ini mengenai penagihan uang yang timbul dari perjanjian. Dalam hal ini penagih hutang dapat berhubungan dengan hakim kanton dengan surat permohonan untuk memperoleh perintah paksaan untuk membayar.
Orang yang berhutang harus mengajukan surat balasan dalam waktu yang singkat. Jika hal tersebut tidak dilakukannya, maka hakim kanton membuat perintah paksaan supaya membayar, kecuali jika permohonan pada pendapatnya adalah tanpa hak atau tidak beralasan. Perintah paksaan mempunyai kekuasaan putusan “Verstek” jika pihak yang berhutang mengajukan perlawanan, maka hakim kanton menunjukkan perkara tersebut ke sidang biasa dari pengadilannya.
e. Pemberian alasan atas keputusan Hakim

Semua keputusan hakim harus memuat alasan-alasan atas putusan itu didasarkan. Peraturan ini bermaksud untuk menjaga agar jangan terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim
5. Azas-azas dalam Hukum pidana
Sifat hukum publik pada hukum acara pidana adalah langsung menyangkut kepentingan umum. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman bukan hanya kesalahan yang menjadi kebiasaan melainkan sebagai pelanggaran tertib hukum, jadi sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

a. Azas hukum pidana antara lain

Inisiatif untuk menjalankan acara pidana dilakukan oleh pemerintah. Kecuali dalam hal khusus seperti dalam delict-delict aduan (Klachtdelicten) misalnya berzinah, penghinaan dan lain sebagainya. Penuntut umum hanya dapat menuntut, sesudah diajukan pengaduan oleh pihak yang berkepentingan bukan kepentingan khusus, melainkan kepentingan umum yang menentukan, adakah sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman harus dituntut atau tidak. Penuntut umumlah yang menentukan pada hal yang konkrit, adalah kepentingan umum menghendaki penuntutan suatu perkara.
b. Pengakhiran dari acara pidana yang telah dimulai, tidak terletak pada pihak yang bersangkutan. Jika pemeriksaan telah dimulai maka penuntut umum tidak dapat lagi untuk menghentikan pengusutan (pasal 266 Sv).
c. Sifat hukum publik dari acara pidana ialah bahwa hakim berdasarkan jabatannya juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak diajukan oleh pihak masing-masing. Terdakwa dapat diadili untuk apa yang dibebankan kepadanya, dan hukuman apa saja yang harus dijatuhkan padanya atas perbuatannya. Hakim tidak boleh menjatuhakn hukuman atas hal yang lain daripada apa yang dituntut oleh penuntut umum. (pasal 350 Sv).
d. Hakim tidak boleh menerima pengakuan terdakwa sebagai bukti (pasal 341 Sv).
e. Sumpah decisoire tidak dibolehkan dalam acara pidana.
f. Terhadap terdakwa, hakim pidana lebih banyak mempunyai kekuasaan daripada hakim terdakwa terhadap penggugat. Hakim pidana tidak hanya dapat memaksa terdakwa untuk datang dimuka sidang tetapi juga jika mengenai pengusutan-pengusutan perkara-perkara yang penting, dapat menyuruh terdakwa ditangkap (tahanan sementara atau preventif), jika ada bahaya ia akan melariakan diri, atau jika alasan-alasan yang penting bagi keamanan masyarakat menghendakinya (pasal 64 dst, Sv).

6. Azas-azas hukum yang lain

a. Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars
Bahwa para pihak harus didengar. Contohnya, apabila persidangan sudah dimulai, maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.

b. Bis de eadem re ne sit action atau Ne bis in idem
Mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya. Contohnya, periksa Pasal 76 KUH Pidana

c. Clausula rebus sic stantibus.

Suatu syarat dalam hukum Internasional bahwa suatu perjanjian antar Negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama.

d. Cogitationsis poenam nemo patitur
Tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya.

e. Concubitus facit nuptias
Perkawinan dapat terjadi karena hubungan kelamin

f. Die normatieven kraftdes faktischen
Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative. Contoh pada Pasal 28 UU No.4 tahun 2004.
g. De gustibus non est disputandum 
Mengenai selera tidak dapat disengketakan.

h. Errare humanum est, turpe in errore perseverrare
Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk memprtahankan terus kekeliruan tersebut.

i. Fiat justitia ruat coelum atau fiat justicia pereat mundus.
Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.

j. Geen straf zonder schuld
Tiada hukuman tanpa kesalahan.

k. Hodi mihi cras tibi
Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.

l.   In dubio pro reo
Dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

m. Juro suo uti nemo cogitur 
Tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya.Contohnya, orang yang berpiutang tidak mempunyai kewajiban untuk menagih terus.
n. Koop breekt geen huur
Jual beli tidak memutuskan sewa menyenya.Perjanjian sewa-menyewa tidak berubah, walaupun barang yang disewanya beralih tangan.Contohnya, pada pasal 1576 KUH Perdata.
o. Lexdura sed tamen scripta atau Lex dura sed ita scripta
Undang – undang bersifat keras (memaksa), sehingga tidak dapat diganggu gugat dan telah tertulis. Contohnya, pada Pasal 11 KUH Pidana.

p. Lex niminem cogit ad impossibilia
Undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin.Contohnya, periksa Pasal 44 KUH Pidana.

q. Lex superior derogat legi inferior
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya , lihat dalam Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004

r.   Lex posterior derogat legi priori
Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya.Contohnya, UU No.14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengesampingkan UU No. 13 Tahun 1965.

s. Lex specialis derogate legi generali
Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum.Contohnya, pemberlakuan KUH Dagang terhadap KUH perdata dalam hal perdagangan.
t. Matrimonium ratu et non consummatum
Perkawinan yang dilakukan secara formal, namun belum dianggap jadi mengingat belum terjadi hubungan kelamin. Contohnya, perkawinan suku sunda

u. Melius est accieperer quam facerer injuriam
Lebih baik mengalmi ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan.

v. Nullum crimen nulla poena sine lege
Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya
Analisisnya.Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya?  Bahwa semua kejahatan yang terjadi diindonesia adalah yang melanggar undang -undang.karena pernyataan diatas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya, jadi suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
w. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan dalam ketentuan pidana dalam UU yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Lebih jelasnya lihat Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.

x. Nemo plus juris tarnsferre potest quam ipse habet
Tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki.
y. Opinio necessitates
Keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hkum kebiasaan.
z. Pacta sunt servanda
Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik.Lebih jelas periksa Pasal 1338 KUH Perdata.
C. Sistem Hukum
Hukum merupakan sebuah sistem. Hal ini mengandung arti bahwa hukum itu merupakan suatu tatanan dan merupakan satu kesatuan yang untuh, yang mana terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai siatu tujuan, yakni kesatuan.

 Sistem hukum ini berkembang sesuai perkembangan hukum. Pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian dari hukum -misalnya peratuan, pengertian, asas-asas hukum- ini dapat mempengaruhi perkembangan sistem.  Meskipun demikian, sistem dapat tetap bertahan sebagai satu kesatuan karena memiliki struktur yang memberi sebuah ciri khas dari sistem itu sendiri.

1. Pengertian Sistem Hukum

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Gambaran umum dan singkat mengenai peraturan atau norma yang berlaku di negara indonesia. Hukum sendiri terbentuk di dalam suatu negara karena ada masyarakat di dalamnya. Dan hukum hadir sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sehingga terdapat etika dan kode etik ketika manusia satu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Menurut pendapat Prof. Sudikno sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainsaling berhubungan dan kait mengait secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan itu diperlukan kerjasama antara unsur-unsur tersebut, jadi tegasnya sistem hukum itu bukan hanya sekedar kumpulan peraturan hukum tetapi masing-masing peraturan hukum itu satu sama lain saling berkaitan dan tidak boleh terjadi konflik. Jika terjadi kontradiksi akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri sehingga tidak dibiarkan berlarut.

2. Dalam pengertian yang lain

a. Pengertian sisitem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu yang menunjukkan pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.

b. Sistem sebagai rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum mengatakan sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”.

3. Pengertian dasar-dasar sistem sebagai pusat pengamatan antara lain:

a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.

b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya. (wholsim).

c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem)

d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).

e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).

f. Adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Fuller mengatakan ukuran mengenai adanya suatu sistem hukum kedalam delapan azas yang dinamakan Principles of  Legality, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang tidak hanya sebuah keputusan.

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Tidak ada peraturan yang berlaku surut, apabila peraturan ditolak maka ditak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti

5. Sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan dengan yang lain.

6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

7. Peraturan tidak boleh sering diubah yang dapat menyebabkan seorang kehilangan orientasi.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

D. Macam-Macam Hukum di dunia

Sistem hukum terdiri dari beberapa macam, yakni:

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental.

 Sistem hukum ini berkembang di Eropa. Prinsip utama dari sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam bentuk peraturan undang-undang yang menjadi sumber hukum. Dalam sistem ini hakim tidak dapat menciptakan suatu hukum, karena hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan mentafsirkan peraturan dalam batas wewenangnya.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon.

 Sistem hukum ini berkembang di Inggris. Sumber hukum dalam sistem ini adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Dalam sistem ini hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menetapkan dan mentafsirkan perautan saja, tetapi hakim juga berperan bsar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

3. Sistem Hukum Adat.

 Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan sosial Negara Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adapt ini bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dan berkembang dan diperahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat ini dapat menunjukkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan mampu bertahan. Namun sejak penjajahan Belanda, hukum adat ini banyak mengalami perubahan akibat dari politik hukum yang dibuat oleh pemeintah perjajah itu.

4. Sistem Hukum Islam.

 Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari penyebaran agama Islam. Hingga kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Di Negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, namun pengaruh sistem hukum itu tidaklah besar dalam bernegara. Hal ini dikarenakan asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Adapun sumber hukum dalam sistem hukum ini adalah: al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

E.  Sistem hukum anglo saxon

Sistem hukum Anglo Saxon mula – mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dgn istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis). Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).
Sistem hukum Anglo Amerika di dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain Amerika Serikat sendiri.
Sumber hukum sistem hukum Anglo Amerika adalah “putusan-putusan hakim/pengadilan”(Judical decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, maka prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umm. Di samping putusan hakim, maka kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan di dalam pengadilan.
Sumber –sumber hukum itu (putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kotinental. Selain itu juga didalam sistem hukum Anglo Amerika adanya “peranan” yang diberikan kepada seorang hakim berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan perannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. 
.Perbedaan sistem hukum eropa koninental dan sistem hukum anglo saxon

a. Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedang sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara.

b. Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum.

c. Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sollen bulan sein sedang menurut sistem hukum anglo saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.

d. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa kontinental sedang penemuan kaidah secara kongkrit langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon.
e. Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga equaty. Lembaga ibi memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran.

Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanta kodifikasi hukum sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi.

Daftar Pustaka
http://makalahpendidikandanhukum.blogspot.com/2010/11/asas-asas-dan-sistem-hukum.html
http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/
http://rudipradisetia.blogspot.com/2010/09/asas-asas-hukum-di-indonesia-diajukan.html
Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LLM,  Dr, Prof, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana
Rahardjo,Satjipto.1986.Ilmu Hukum.Bandung:Alumni.
Riduan Syahrani, SH. “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” Citra Aditya Bakti, Bandung
Satjipto Rahardjo, SH.,Dr. Prof. “Ilmu Hukum”, Alumni Bandung.

Sudarsono, SH. Drs. “ Pengantar Ilmu Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta

Sutrisnodan R Pardoen. PIH Buku Panduan Mahasiswa.Jakarta:Gramedia Pistaka Utama.
BAB IX

SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM

A. Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. 1. Manusia (naturlife persoon) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. seperti: 1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah. 2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. 2. Badan Hukum (recht persoon). Jadi Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.
a. Jenis Subyek Hukum

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia biasa dan badan hukum. Manusia Biasa (natuurlijke persoon) 
Manusia sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Terhadap asa ini ada pengecualian yaitu sebagai perluasan yang diatur dalam pasal 2 Kuh perdata yang mengatakan : bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang menghendaki. Jadi walaupun anak itu belum lahir dapat dianggap sebagai subjek hukum. terhadap asas ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak telah dibenihkan pada saat timbul kepentingan anak.

2. Anak dilahirkan hidup pada saat dilahirkan walaupun sekejap dan meninggal.

3. Ada kepentingan anak yang menghendaki bahwa anak dianggap telah lahir.

Adapun tujuan pembentukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan kalau kemudian dilahirkan hidup.

Berbicara syarat subjek hukum berkaitan dengan soal cakap dalam arti hukum artinya undang-undang mengatur juga golongan orang-orang yang tak cakap dalam arti hukum yang diatur dalam pasal 1330 KUH perdata yaitu :

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang ditawan dibawah pengampunan

Wanita yang telah bersuami (di Indonesia tidak berlaku lagi berdasarkan  mahkamah agung no 3/1963). Kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. USIA artinya bahwa sebelum berusia 21 tahun belum cakap dalam arti hukum

2. KELAMIN artinya menurut pasal 29 KUH perdata bahwa untuk laki-laki minimal 18 tahun dan wanita 15 tahun untuk dapat kawin. Menurut undang-undang no 1/1974 laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.

3. KETURUNAN artinya ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin.

4. KEWARGA NEGARAAN artinya dibedakan antara WNI dengan WNA untuk memperolah hak diwilayah RI

5. PERKAWINAN artinya dengan melakukan perkawinan membuat seseorang menjadi dewasa.
a. Akta Catatan Sipil

Catatan sipil adalah suatu lembaga untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang berhubungan  dengan kehidupan pribadi setiap orang mulai sejak lahir sampai meninggal dunia, yang dibuat dalam suatu akte sebagai tanda bukti otentik. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

1.  kelahiran

a. Pengakuan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan

b. Perkawinan

c. Kematian

d. Penceraian

Kelima peristiwa tersebut wajib didapatkan kekantor catatan sipil guna memperoleh aktenya. Akte catatan sipil mempunyai kekuatan yuridis dan kekuatan pembuktian. Kekuatan yuridis artinya suatu kekuatan hukum untuk memberi kepastian yang lengkap dan benar atas suatu peristiwa tertentu. Misalnya akte kelahiran yang membuktikan bahwa orang itu benar dilahirkan dari suatu perkawinan kedua orang tuannya. Dengan demikian akan membawa akibat hukum antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Kekuatan pembuktian artinya bahwa kutipan daftar catatan sipilitu mempunyai kekuatan pembuktian  yang bersifat
b. Tempat Kediaman

Tempat kediaman diatur dalam pasal 17 s/d 25 KUH Perdata. Pasal 17 merupakan dasar hukum yang utama, mengatakan “ setiap orang dianggap mempunyaitempat tinggal diman ia menempatkan pusat kehidupannya/kegiatannya.
Dalam hal tak ada tempat kediaman demikian maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tingglnya. Jadi tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman menurut hukum demana seseorang selalu hadir. Macam-macam tempat kediaman

Tempat kediaman sesungguhnya atau umum yaitu tempat kediaman yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan pada umumnya. Tempat kediaman sesungguhnya dibedakan atas :

1. Tempat kediaman sukarela yaitu dimana seseorang dengan bebas menurut kehendaknya sendiri menciptakan keadaan-keadaan ditempat tertentu.

2. Tempat kediaman wajib yaitu didasarkan padanya hubungan antara sesorang dengan orang lain.

Ada 4 golongan orang yang mempunyai tempat tinggal wajib :

a. Istri dianggap bertempat tinggal ditempat tinggal suami yang tidak dalam keadaan berpisah meja dan tempat tidur.

b. Anak dibawah umur dianggap bertempat tinggal ditempat tinggal orang tuanya atau walinya.

c. Mereka yang dibawah pengampunan bertempat tinggal ditempat tingal pengampunnya.

d. Buruh (pekerja) bertempat tinggal di tempat tinggal majikannya. Kalau mereka tinggal disitu (ps 22). Tetapi buruh wanita yang telah bersuami tempat kediamannya tetap di tempat tinggal suaminya walaupun tinggal ditempat tinggal majikannya (ps 21).

Kagunaan tempat kediaman bilamana seseorang dipanggil atau menghadap yang berwajib atau pengadilan, jadi berhubungan dengan masalah kompetensi pengadilan untuk mengadili seseorang dan pengadilan nama seseorang untuk mengajukan gugatan.
c. Pendewasaan dan Kedewasaan

Pendewasaan diatur dalam pasal 419 s/d 432 KUH Perdata. Pendewasaan ialah suatu upaya hukum untuk mempersamakan kedudukan seseorang yang masih dibawah umur dengan seseorang yang dewasa baik untuk seluruh hak maupun untuk sebagian hak untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Pendewasaan dibedakan manjadi 2 macam yaitu :
1. Pendewasaan sempurna yaitu seseorang berusia 20 tahun mengajukan permohonan pendewasaan untuk segala hak kepada presiden melalui departemen kehakiman yang selanjutnya presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Pendewasaan terbatas yaitu dilakukan oleh seseorang berusia 18 tahun dengan mengajukan permohonan kepada pengadila negeri setempat.

Kedewasaan ialah keadaan seseorang yang telah dianggap mampu dan cakap untuk bertindak dalam lalulintas hukum.
d. Keadaan tak hadir
Keadaan tak hadir ialah keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat kediamannya  tanpa meninggalkan kuasa untuk mengurus kepentingannya. Dikatakan telah terjadi keadaan tak hadir harus melalui tiga tahap :

1. Tahap tindakan sementara tahap ini dilakukan karena ada alasan mendesak yang menyangkut kekayaan si tak hadir. Tindakan sementara ini dimintakkan kepada pengadilan negeri setempat oleh orang yang memiliki kepentingan.

2. Tahap dugaan mati si tak hadir dapat diduga telah mati dalam hal :

3. Ia tak muncul selama 5 tahun dengan tidak meninggalkan surat kuasa untuk mengurus harta bendanya.

4. Ia tak muncul selama 10 tahun dengan meninggalkan surat kuasa dan surat kuasa itu sudah habis masa berlakunya.

5. Ia tak muncul selama 1 tahun jika seseorang itu awak atau penumpang kapal laut atau udara yang mengalamai kecelakaan.

Keadaan dugaaan mati dapat berakhir bila :

a. Si tak hadir kembali atau ada khabar tentang ia masih hidup.

b. Si tak hadir meninggal dunia.

c. Masa pewarisan depenitip dimulai

Adapun proses dugaan mati sebagai berikut :

1) Dilakukan panggilan terhadap si tak hadir oleh pengadilan setempat. Kalau tidak ada berita hakim dapat menetapkan bahwa si tak hadir untuk sementara dinyatakan meninggal dunia.

2) Kalau hakim menetapkan si tak hair meninggal dunia, maka mereka yang berkepetingan atas harta si tak hadir dapat meminta kepada hakim untuk menyelesaikan kepentingan mereka

Tahap pewarisan tetap ini terjadi serelah 30 tahun si tak hadir pergi atau 100 tahun sejak kelahirannya si tak hadir telah meninggal dunia secara depenitif sebagai akibat hukumnya adalah :

1. Ahli waris sementara menjadi ahli waris depenitif apabila si tak hadir muncul maka ia tidak berhak lagi atas hartanya itu.

2. Istri yang ditinggal pergi dapat menikah dengan orang lain setelah 10 tahun sejak kepergian si tak hadir dengan izin pengadilan negeri. Kalau istri itu belum melakukan perkawinan dengan orang lain itu  dan izin telah diperolah dari pengadilan dimana si tak hadir suaminya itu tiba-tiba muncul maka surat izin dengan sendirinya menjadi batal.
b. Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (Pasal 153 KUH Perdata). Dari pengertian ini, terdapat beberapa hal penting mengenai badan hukum, yakni :

1. Merupakan kumpulan atau himpunan orang,

2. Didirikan sesuai peraturan hukum yang berlaku,

3. Didirikan untuk tujuan tertentu, dan

4. Tidak bertentangan dengan undang-undang

Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (naturalijk person) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku. Menurut kamus hukum, badan hukum merupakan perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. 

Badan hukum, yakni orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum (recht person) sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.[4]Meskipun begitu, badan hukum tidaklah sama dengan manusia pada umumnya. Dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri segala kehendaknya seperti manusia biasa. Untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, badan hukum memerlukan organ (pengurus) yang berupa orang untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut.
Secara teoritik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (legal personality), yakni:  

1. Teori Fiksi (oleh F. C. SAVIGNY). Hanya Manusia yang dapat menjadi Subjek Hukum. Badan Hukum yang dikatakan sebagai Subjek Hukum adalah sebuah fiksi (anggapan saja)

2. Teori Organ (oleh OTTO VAN GIERKE). Badan Hukum adalah sesuatu yang riil bukan fiksi, menjelma sungguh dalam lalu lintas hukum,dapat menyatakan kehendaknya melalui organ/alat yg terdapat di dalam Badan Hukum tersebut

3. Teori Harta Kekayaan Bertujuan ( oleh BRINZ). Badan Hukum merupakan kekayaan yang bukan kekayaan perseorangan tetapi kekayaan terseub terikat pada tujuan tertentu.

4. Teori Kekayaan Bersama (oleh MOLLENGRAAF). Hak dan Kewajiban Badan Hukum pada hakekatnya adalah Hak dan Kewajiban para anggotanya, sehingga kekayaan Badan Hukum adalahkekayaan bersama seluruh anggota

5. Teori Kenyataan Yuridis (oleh MEIJERS). Badan Hukum merupakan kenyataan/realistis, konkrit/riil, dan diakui secara yuridis, tidak fiksi

Dari teori tersebut, tampaknya teori organ dari Otto van Gierke yang lebih cocok dengan perkembangan saat ini. menurut doktrin, syarat-syarat dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut: HYPERLINK "http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3415732191759629374" \l "_ftn7" \o "" 
a. Adanya harta kekayaan terpisah

b. Mempunyai tujuan tertentu

c. Mempunyai kepentingan sendiri

d. Adanya organisasi yang teratur

  Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Berdirinya badan hukum haruslah dengan tujuan tertentu dan dalam mencapai tujuan tersebut badan hukum diwakilkan atau di urus oleh pengurusnya dalam suatu organisasi yang teratur.
Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri. 

Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Badan hukum publik

Merupakan badan hukum yang dibentuk atau diadakan oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Pembentukan badan hukum ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau Negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. 

2. Badan hukum privat

(C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil:2001) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata. Pendirian badan hukum ini menyangkut kepentingan pribadi para pendirinya, apakah itu untuk mencari keuntungan, dalam bidang social, kesenian, dan lainnya.

Badan hukum merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari para pengurus dan/atau pemiliknya. Berakhirnya status badan hukum sebagai subyek hukum adalah dengan dibubarkannya badan hukum tersebut, baik itu oleh undang-undang, pemerintah, maupun oleh para pengurusnya. Dengan begitu, meskipun organ-organ dalam badan hukum berganti-ganti atau meninggal, namun badan hukum sendiri tersebut tetap ada dan tetap sebagai subyek hukum.  Nindyo Pramono (dalam Ridwan Khairandy: 2009) menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.
B. Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
a) Jenis Obyek Hukum

Jenis Obyek Hukum Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).
Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen). Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud, meliputi:
1. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut :

a. Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

b. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

2. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.

a. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.

b. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan 4 hal yakni :

1. Pemilikan (Bezit). Pemilikan (Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

2. Penyerahan (Levering). Penyerahan (Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

3. Daluwarsa (Verjaring). Daluwarsa (Verjaring) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

4. Pembebanan (Bezwaring). Pembebanan (Bezwaring) yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen). Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.
b) Hak kebendaan

Sifat / Karakter Hak Kebendaan

Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BWI dengan hak perorangan yang diatur dalam Buku III BWI adalah sebagai berikut :

1. Hak kebendaan bersifat mutlak (absolut), karena berlaku terhadap siapa saja, dan orang lain harus menghormati hak tersebut, sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi (relatief), karena hanya melibatkan orang / pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian saja.

2. Hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup, atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya, sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian telah selesai dilakukan.

3. Hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundangan yang berlaku, tidak boleh mengarang / menciptakan sendiri hak yang lainnya, sedangkan dalam hak perorangan, lingkungannya amat luas, apa saja dapat dijadikan obyek perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu sering dikatakan hukum kebendaan itu bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka.

c) Ciri ciri Hak Kebendaan adalah :

a. mutlak / absolut

b. mengikuti benda dimana hak itu melekat, misalnya hak sewa tetap
mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak diatasnya

c. hak yang ada terlebih dahulu (yang lebih tua), kedudukannya lebih tinggi;
misalnya sebuah rumah dibebani hipotik 1 dan hipotik 2, maka penyelesaian
hutang atas hipotik 1 harus didahulukan dari hutang atas hipotik 2.

d. memiliki sifat diutamakan, misalnya suatu rumah harus dijual untuk
melunasi hutang, maka hasil penjualannya lebih diutamakan untuk melunasi
hipotik atas rumah itu.

e. dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang
bersangkutan.

f. pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun .
d) Memperoleh Hak Kebendaan

1) Melaui Pengakuan

Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya (res nullius) kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya, orang yang menangkap ikan, barang siapa yang mendapat ikan itu dan kemudian mengaku sebagai pemiliknya, dialah pemilik ikan tersebut. Demikian pula halnya dengan berburu dihutan, menggali harta karun dlsb.
2) Melalui Penemuan

Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang diketemukannya.
3) Melalui Penyerahan

Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan
berdasarkan alas hak (rechts titel) tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah warisan dan lain sebagainya. Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.

4) Dengan Daluwarsa

Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah :

a) jika ada alas hak, 20 tahun

b) jika tidak ada alas hak, 30 tahun
5) Melalui Pewarisan

Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum barat.

6) Dengan Penciptaan

Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun samasekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu.
Contohnya orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lain sabagainya.

7) Dengan cara ikutan / turunan

Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Demikian pula orang yang membeli sebidang tanah, ternyata diatas tanah itu kemudian tumbuh pohon durian, maka pohon durian itu termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut.
e) Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat hapus / lenyap karena hal hal :

1) Bendanya Lenyap / musnah

Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap, misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis/musnah ketimbun longsoran tanah gunung, menjadi musnah juga. Atau, hak gadai atas sebuah sepeda motor, ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran .

2) Karena dipindah-tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain.

3) Karena Pelepasan Hak

Dalam hal ini pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang ketempat sampah. Dalam hal ini maka halk kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.

4) Karena Kadaluwarsa

Daluwarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun (karena ada alas hak), sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.

5) Karena Pencabutan Hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda
tertentu, dengan memenuhi syarat :

a) harus didasarkan suatu undang undang.
b) dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak).
f) Pembedaan Hak Kebandaan

Pembedaan Hak Kebandaan yang diatur dalam Buku ke-II, kitab Undang-undang Perdata dengan mengingat berlakunya UUPA, yaitu :

1) Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. 
a) Atas benda sendiri (hak milik, Bezit)

b) Atas benda milik orang lain (hak pakai, ahk memungut hasil).

2) Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, selalu tertuju pada benda-benda milik orang lain yaitu milik debitur (Hipotik, Hak Tanggungan, Fidusia, SKMHT). Sebenarnya dalam hukum kebendaan mempunyai Azaz-azaz umum dari hukum benda itu sendiri antara lain :

a) Merupakan hukum pemaksaan yaitu berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak,

b) Dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan,

c) Azaz individualitas, Objek daripada hak kebendaan adalah barang yang individual bepaald yaitu suatu barang yang dapat ditentukan dan tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

d) Azaz totalitas, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan objeknya.

e) Azaz tidak dapat di pisahkan, yang berhak tidak dapat memindahkan sebagian dari pada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya.

f) Azaz prioritas, semua hak kebendaan memberkan wewenang yang sejenis.

g) Azaz percampuran, hak kebendaan yang terbatas jadi selainnya hak milik hanya mungkin atas benda orang lain, umpamanya jika orang punya hak pakai kemudian membelinya maka hak pakai itu akan lenyap.

Dari azaz-azaz kebendaan diatas kebendaanpun mempunyai ciri-ciri/sifat hak kebendaan diantaranya :

1. Bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

2. Zaaksgevolg atau droit de suite berarti hak selalu mengikuti bendanya.

3. Lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi,

4. Bersifat droit de preference (hak terlebih dahulu),

5. Tiap-tiap kebendaan bertubuh atau tidak bertubuh.
g) Asas- asas Hukum Benda
1. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak (waive)
2. Hak kebendaan dapat dipindahkan dengan pengertian bahwa, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.
3. Individualiteit, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah.
4. Totaliteit. Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh.
5. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas totaliteit, dimana dikatakan bahwa seseorang tidak mungkin melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena), namun pembebanan yang dilakukan itu pun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang jadi miliknya tersebut. Jadi jura in re aliena tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian benda, melainkan harus seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan.
6. Asas prioriteit. Pada uraian mengenai asas onsplitsbaarheid tersebut telah dikatakan bahwa suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberika jur in re aliena yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak.
7. Asas percampuran (vermenging). Asas ini merupakan juga kelanjutan dari pemberian jura in re aliena, dimana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan diberikan hak kebendaan terbatas ( jura in re aliena) tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas (jura in re aliena) tersebut. Jika hak kebendaan terbatas tersebut jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus.
8. Asas publiciteit. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan.
9. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak.
10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan . Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan kebendaan dan setiap hak kebendaan terkandung pula sifat hukum perjanjian di dalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (jura in re aliena) , sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.
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BAB X

TEORI HUKUM

A. Makna Teori Hukum
Teori Hukum adalah mencari (memperoleh) penjelasan tentang hukum dari sudut faktor – factorbukan hukum yang bekerja di dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner. Dengan demikian penetapan tujuan dan metode, teori hukum membedakan diri secara wajar dari pengembanan hukum praktikal.
Teori Hukum mempelajari hukum dengan tujuan suatu pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum, demi hukum, bukan demi suatu pemahaman dalam hubungan – hubungan kemasyarakatan atau dalam kaidah-kaidah etikal yang dianut dalam masyarakat atau dalam reaksi-reaksi psikologikal dari suatu penduduk. Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum bukan ilmu bantu dari ilmu hukum.
Teori Hukum harus berupaya untuk memulihkan kesatuan antara aspek hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Mempersatukan keterbagaian yang ditata oleh ilmu-ilmu dan keharusan-keharusan akademik kedalam suatu gambaran menyeluruh yang setia pada kebenaran. Untuk itu teori hukum akan harus mengandalkan ilmu-ilmu (sejarah, sosiologi, ekunomi dll), karena factor-faktor pembentuk  hukum yang berdasarkannya teori hukum harus menjelaskan hukum.
Teori Hukum sebagai penelitian interdisipliner memancar ke sekian banyak disiplin sesuai atau mengikuti banyaknya metode-metode yang digunakan. Terhadap ini dapat dikatakan bahwa teori hukum memberikan pimpinan pada penelitian, karena itu selalu hadir agar objek penelitian sebagai gejala yuridikal dapat tetap pada sasaran titik bidik (vizier) “dengan mengingat” hukum dan demi hukum.
Teori Hukum adalah suatu cabang dari ilmu hukum yang merujuk pada sejumlah cabang-cabang ilmu yang otonom dan mengolah dan mensintetisasi semua bahan-bahan yang terberi yang dihasilkan dari penelitian ilmu-ilmu tersebut menjadi sasaran diagnosis dan terapi-terapi yang relevan.
Teori Hukum sebagai kelanjutan dari ajaran hukum umum memiliki objek disiplin mandiri suatu tempat diantara dogmatika hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Di saat ajaran hukum masih dipandang sebagai pengganti atau penerus ilmiah-positif dari filsafat hukum metafisika yang tidak ilmiah, dewasa ini teori hukum teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga di samping dan untuk melengkapi, filsafat hukum dan dogmatic hukum, yang masing-masing memiliki (mempetahankan) wilayah sendiri dan nilai sendiri. 
Teori Hukum bertujuan untuk menguraikan hukum secara ilmiah positif, namun wilayah penelitiannya sebagiannya luas dan sebagian tergeser (verschohen).teori hukum berbicara tentang hukum bertolak dari suatu perspektif bukan yuridik (teknikal) dalam suatu bahasa bukan yuridik (teknikal).
Teori Hukum melakukan studi kritikal terhadap penalaran dari ilmuan dan instrumentarium konsep-konsep yuridik, teknik-teknik interpretasi dan kriteria untuk keberlakuan aturan – aturan hukum yang digunakannya.
Teori Hukum terbagi menjadi empat macam, yaitu:

A. Teori Hukum Positif.

B. Teori Hukum Sosiologi.

C. Teori Hukum Dogmatif.

D. Teori Hukum Campuran.

B. Teori Hukum Positif

Sebelum Abad Ke-18 Pikiran Berkenaan Dengan Hukum Positif Sudah Ada, Tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern.
Di sisi lain, pemikiran hukum positif juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positif (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada hukum positif aktivitas justru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Melalui hukum positif ditinjau dari sudut pandang positif yuridis dalam arti yang mutlak dan hukum positif seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap hukum positif sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positif tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (law is command from the lawgivers), hukum hukum itu identik dengan undang-undang.
Bahwa munculnya gerakan positif mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positif sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan.
1. Kajian Dalam Teori Positif

Positif Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). Dalam pandangan positif, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.
Positif adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Termasuk dalam aliran ini ajaran Analytical Jurisprudenceyang dikemukakan oleh John Austin. Inti dari ajaran Analytical Jurisprudence adalah Law is a command (hukum merupakan perintah dari penguasa). 
Tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
Menurut Kelsen teori hukum positif adalah keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut :
a. Tujuan teori tentang hukum, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity).
b. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehandak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
c. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.
d. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum.
e. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
f.  Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Ilmu Hukum adalah ilmu normatif. Hukum semata-mata berada dalam kawasan dunia Sollen. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Ia lahir bukan karena proses alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia.Kemauan dan akal inilah yang menelorkan pernyataan yang berfungsi sebagai asumsi dasar atau permulaan.Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm.Kecuali berfungsi sebagai dasar juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada didalam kawasan rejim grundnorm tersebut harus mengait kepadanya, oleh karena itu bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Grundnorm ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum.dengan kata lain teori hukum harus murni formal. Ilmu hukum adalah ilmunormatif dan hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia sollen.
Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum posistif. Kelsen pada dasarnya ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan hukum murni, memisahkan dari unsur-unsur non-hukum.Kelsen juga menolak untuk meberi definisi hukum sebagai suatu perintah. Olehkarena definisi yang demikian itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan politis.
Dalam Teori Kelsen sejak munculnya ide tentang Grundnorm maka selanjutnya proses konkretisasi setapak demi setapak, mulai dari norma dasar dan penerapannya atas suatu situasi tertentu. Proses ini melahirkan Stufen theory, yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma-norma yang bersifat umum sampai kepada yang lebih konkrit. Pada ujung terakhir proses ini sanksi hukum, lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksa suatu tindakan.
Dalam hal ini apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya” kini telah menjadi sesuatu yang “boleh” dan“dapat” dilakukan.Peraturan-peraturan hukum yang membentuk tata hukum itu dialirkan mulai dari grundnorm. Proses ini dilakukan melalui sekian banyak tindakan individu berupa deduksi dan penerapan, oleh para pembuat undang-undang, para hakim, bahkan juga oleh para pegawai pemerintahan. Dengan demikian keseluruhan bangunan hukum itu akan tampak sebagai bangunan yang terdiri dari berbagai lapisan susunan.

2. Hukum Aliran Positif
a. Memandang perlu memisah secara tegas antara hukum dan moral (das sein dan das sollen).
b. Menurut Hans Kelsen merupakan teori tentang hukum yang senyatanya ( dassein).
c. Tidak mempersoalkan hukum senyatanya ( das sein ) apakah hukum itu adil atau       tidak adil.
d. Hukum adalah perintah penguasa ( law is command of the lawgivers ).
e. Hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam.
f. Aliran hukum positif mengidentikkan hukum dengan undang-undang.
g. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.
h. Bagian aliran hukum positif dikenal dengan nama legisme. 

3. Eksistensi Hukum Positif 
a. Menurut W. Fiedman : 
Pada prinsipnya pemisahan hukum  yang ada dan hukum yang seharusnya ada, adalah asumsi filosofis yang paling fondamental dalam positivisme hukum.
b. Menurut John Austin :
Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada dan oleh makhluk yang berakal yang  berkuasa atasnya.
c. John Austin membedakan :
Antara hukum ciptaan Tuhan untuk manusia fungsinya sebagai wadah-wadah  kepercayaan dan undang-undang yang diadakan oleh manusia.
d. Hukum positif merupakan hukum yang diadakan oleh kekuatan politik.
e. Hukum positif mempunyai ciri empatunsur : perintah ( command ), sanksi ( sanction ), kewajiban ( duty ) , dan kedaulatan (sovereignity).
C. Teori hukum Sosiologi

Teori sosiologi adalah seluruh abstrak dan termasuk teori yang menjelaskan kebanyakan dari fakta dalam suatu disiplin dan menempatkan kebanyakan dari prinsip dan peraturan umum kedalam suatu sistem terpadu.
Teori sosiologi hukum memberikan pencerahan untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum pada sifat abad ke-20. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan hukum pada abad ke-dua puluh terlalu besar dan rumit untuk dapat dijawab oleh teori hukum legal-positivistik. Pada abad ini pula, semakin banyak orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan lebih jauh dari sekedar aspek yuridisnya saja, tetapi telah memasuki sosiologis yang mempengaruhinya.
Teori sosiologi adalah segala sesuatu yang mengandung pandangan tentang ilmu kemasyarakatan, atau yang mempelajari masyarakat.
Teori adalah seperangkat pernyataan atau proposisi yang berhubungan secara logis, menerangkan fenomena gejala tertentu di dalam masyarakat.
Teori sosiologi adalah seperangkat proposisi yang memungkinkan untuk mensistematiskan pengetahuan, penjelasan dan peramalan tentang kehidupan sosial dan merumuskan hipotesis baru.
Teori Sosiologi, yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang: evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi.
Teori Sosiologi, yaitu teori yang diarahkan untuk analisis rinci tentang apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam pengalaman sesaat, mencakup teori tentang interaks,i, diri, pikiran, peran sosial, definisi situasi, konstruksi sosial terhadap realitas, strukturalisme, dan pertukaran sosial.
“Teori Sosiologi didefinisikan sebagai seperangkat ide yang saling terkait yang memungkinkan untuk sistematisasi pengetahuan tentang dunia sosial Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk menjelaskan dunia sosial dan membuat prediksi tentang masa depan dunia sosial.".
Teori sosiologis merupakan upaya untuk menciptakan proposisi abstrak dan dapat diuji tentang masyarakat. Teori sosiologi terus berkembang dan karena itu tidak pernah dapat diduga akan selesai. Teori-teori sosiologis Baru membangun atas karya para pendahulu mereka dan menambah kepada mereka, tetapi teori-teori sosiologi klasik masih dianggap penting dan saat ini.
Beberapa perkembangan penting yang mempengaruhi teori sosiologi adalah munculnya individualism, munculnya negara modern, industrialisasi dan kapitalisme,penjajahan dan globalisasi , dan perang dunia.
Dalam sosiologi ditempuh berbagai cara untuk mengklasifikasikan teori. Ritzer dalam buku Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6 (2006) meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, namun dalam karyanya itu dapat dilihat klasifikasi berdasarkan pada urutan waktu lahirnya teori sosiologi. Klasifikasi yang hampir sama juga dilakukan oleh Doyle Paul Johnson (1986) dalam bukunya Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Ritzer dalam bukunya membagi sebagai berikut:

1) Teori Sosiologi Klasik (Sosiologi Tahun-Tahun Awal).

Periode ini ditandai oleh munculnya aliran Sosiologi Perancis dengan tokoh-tokoh: Saint-Simon, Auguste Comte, dan Emile Durkheim. Sosiologi Jerman dengan tokoh-tokoh: Karl Marx, Max Weber, dan Georg Simmel. Sosiologi Inggris yang dipelopori oleh Herbert Spencer. Serta Sosiologi Italia dengan tokoh Vilfredo Pareto.

2) Teori Sosiologi Modern.

Teori-teori ini merupakan pengembangan dari aliran-aliran Sosiologi Klasik. Aliran-aliran utama dalam teori sosiologi modern ini meliputi: Sosiologi Amerika, Fungsionalisme, Teori Konflik, Teori Neo-Marxis, Teori Sistem, Interaksionisme Simbolik, Etnometodologi, Fenomenologi, Teori Pertukaran, Teori Jaringan, Teori Pilihan Rasional, Teori Feminis Modern, Teori Modernitas Kontemporer, Strukturalisme, dan Post-Strukturalisme

3) Teori Sosial Post-Modern.

Aliran teori ini merupakan kritik atas masyarakat modern yang dianggap gagal membawa kemajuan dan harapan bagi masa depan. Para teoritisi yang tergabung dalam aliran ini antara lain: Michael Foucoult, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Jean Francois Lyotard, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Paul Virilio, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Jurgen Habermas, Zygmunt Bauman, David Harvey, Daniel Niel Bell, Fredric Jameson.

Klasifikasi lain juga dikemukakan Ritzer (1992) dalam karyanya Sociology: A Multiple Paradigm Science. Di dalamnya teori sosiologi diklasifikasikan berdasarkan paradigma. Paradigma adalah sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Menurut Ritzer, sosiologi dibagi menjadi 3 paradigma, yaitu:

1. Paradigma Fakta Sosial, meliputi Teori Fungsionalisme Struktural, Teori


Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiogi Makro;

2. Paradigma Definisi Sosial, meliputi Teori Aksi, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Fenomenologi;

3. Paradigma Perilaku Sosial, meliputi Teori Pertukaran Sosial dan Teori Sosiologi Perilaku.

Klasifikasi berbeda juga dilakukan oleh Collins dengan mengacu pada pemikiran sosiologi seabad lalu yang diidentifikasi berdasarkan luas ruang lingkup pokok bahasan, yaitu:
Teori Sosiologi Makro, yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang: evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi.
Teori Sosiologi Mikro, yaitu teori yang diarahkan untuk analisis rinci tentang apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam pengalaman sesaat, mencakup teori tentang interaksi, diri, pikiran, peran sosial, definisi situasi, konstruksi sosial terhadap realitas, strukturalisme, dan pertukaran sosial.

a. Kegunaan Teori Sosiologi
Menurut Soerjono Seokamto, suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteriktis dari orang-orang, benda-benda atau kadaan yang mempunyai nilai-nilai berbeda, misalnya usia, jenis kelamin.

Bagi seseorang yang belajar sosiologi, teori mempunyai kegunaan antara lain untuk :

1) Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi;
2) Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi;
3) Teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi;
4) Suatu teori akan sangat berguna dalam sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian;
5) Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta pada masa lampau atau masa kini.

D. Teori Hukum Dogmatif

Dogmatik Hukum memiliki konotasi pejoratif dengan Ajaran hukum (rechtsleer) atau Kemahiran hukum (rechtskunde) yang merupakan cabang dari ilmu hukum yang berkenaan dengan obyek-obyek (pokok-pokok pengaturan) dari hukum, bahkan lebih luas yg berkenaan dengan tata hukum (rechtsbestel) secara keseluruhan. Dogmatik hukum mengumpulkan dan menelaah pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal tentang pokok telaah  yang diteliti.
Kegunaan dari dogmatik hukum adalah upaya menemukan dan mengumpulkan bahan empirikal sampai ke sudut-sudut terjauh dari hukum, yaitu dengan cara penataan dan pengolahan secara sistematikal, dengan menampilkan gambaran secara menyeluruh terikhtisar dan kejernihan dari apa yang tampaknya merupakan suatu kesemerawutan dari pengumpulan bahan yang belum lengkap atau tercerai berai. Maka Dogmatik hukum mempresentasikan secara global dan terpadu (sintetikal) tingkat keadaan hukum, sehingga para juris akan merujuk kepadanya, begitu pembacaan biasa atas undang-undang tidak lagi cukup untuk penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi.
Objek kajian dogmatik hukum adalah menggali sumber-sumber hukum formal dalam arti luas yakni perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan, dan memandang hukum secara terisolasi seolah-olah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya. Dogmatik hukum pada dasarnya melihat hukum sebagai  sebuah kemandirian murni dengan suatu daya hidup (levenskracht) sendiri terlepas dari peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Instrumen kerjanya adalah sistematisasi berdasarkan kaidah – kaidah logikal.
Jadi Dogmatik Hukum (rechtsdogmatiek) atau ajaran hukum (rechtsleer) yaitu dalam arti sempit, bertujuan untuk memaparkan, mensistematisasi juga menjelaskan (verklaren) hukum positif yang berlaku (vigerende positiefrecht). Walaupun demikian, Dogmatik  Hukum bukanlah ilmu netral yang bebas nilai. Tidak karena hukum itu saling terkait antara nilai-nilai dan kaidah–kaidah.
Bukankah dalam asasnya sangat mungkin memaparkan nilai–nilai dan kaidah–kaidah sebagai ketentuan–ketentuan faktual secara sepenuhnya netral dan objektif, melainkan secara sadar mengambil sikap berkenan dengan butir-butir yang di diperdebatkan. Sehingga orang tidak hanya mengatakan bagaimana hukum dapat di interpretasikan melainkan juga bagaimana hukum harus diinterpretasikan.
Dogmatik Hukum memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat berupa yuridik internal maupun ekstra yuridik. Bahwa sebuah pasal undang–undang tertentu harus dipandang sudah dihapuskan secara diam–diam karena ia bertentangan dengan ketentuan dalam sebuah undang–undang yang lebih baru, berdasarkan asas hukum yang umum bahwa undang–undang yang baru harus selalu didahulukan ketimbang undang–undang yang lama (lex posterior derogat legi priori).
Jadi Dogmatik Hukum  mempelajari aturan–aturan hukum itu sendiri dari suatu sudut pandang atau pendekatan teknikal. Dogmatik Hukum bertujuan untuk atau memberikan sebuah penyelesaian konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal, bagi semua masalah konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal yang didasarkan pada sejumlah masalah yang ada atau yang ada kemudian harus dapat memperoleh penyelesaian yang yuridik.
Dogmatika hukum  adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif ini dapat berupa yuridik internal ataupun ekstra yuridik. Menggali sumber-sumber hukum formal. Dogmatik hukum bertujuan untuk sebuah penyelesaian konkrit secara yuridik-tehnikal bagi sebuah masalah konkrit atau membangun sebuah kerangka yiridik-tehnikal yang didalamya berdasarkan sejumlah masalah yang kemudian harus memperoleh penyelesaian yuridik. Penelitiannya bersifat preskriptif / normatif.
a. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum

Tentang hal ini dikatakan oleh keduanya, bahwa Dogmatika Hukum dan Teori Hukum tidak saling tumpang tindih, melainkan satu sama lain memiliki telaah sendiri-sendiri (mandiri), sebagaimana di bawah ini.

1. Dogmatik Hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu dari suatu sudut pandang teknikal (walaupun tidak a-normatif), maka Teori Hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum ini;

2. Dogmatika Hukum berbicara tentang hukum. Teori Hukum berbicara tentang cara yang dengannya ilmuwan hukum berbicara tentang hukum;

3. Dogmatika Hukum mencoba lewat teknik-teknik interpretasi tertentu menerapkan teks undang-undang yang pada pandangan pertama tidak dapat diterapkan pada situasi masalah konkret, maka Teori Hukum mengajukan pertanyaan tentang dapat digunakannya teknik-teknik interpretasi, tentang sifat memaksa secara logikal dari penalaran interpretasi dan sejenisnya.

Teori Hukum Dogmatif bertujuan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.
Teori ini bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 
Bagi penganut teori ini, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum, contohnya “Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, dengan cara melawan hak, dapat dihukum menurut Pasal 362 KUHP. Perkataan “barang siapa” pada pasal ini menunjukan pengaturannya yang umum. Dan sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
Menurut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian. Kelemahan teori normatif-dogmatis ini adalah melupakan bahwa sebenarnya “kepastian hukum” itu bukan satu-satunya yang “harus”, tetapi hanya sesuatu yang “seharusnya”. Hal ini dapat dimaklumi bahwa apa yang seharusnya (das sollen) belum tentu terwujud dalam kenyataannya (das sein).
Pada mulanya, teori normatif-dogmatis ini dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang pemikiran-pemikiran dari teori etis dan utilities, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleknya kehidupan manusia di era modern, pilihan perioritas yang dari salah satu teori di atas, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sehingga munculah teori gabungan (verenigings theori).

E. Teori Hukum Campuran

Teori Campuran muncul atas kelemahan kedua teori, yaitu teori etis dan teori utilitas, munculah teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan kedua teori tujuan hukum yang terdahulu. Teori gabungan ini dianut oleh beberapa pakar hukum diantaranya yaitu L.J. van Apeldoorn, van Kan dan Bellefroid
Prof. Van Kandi dalam buku Inleiding Tot de Rechtwetenschap menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is vorbiden), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht menegaskan bahwa tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarkat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.
Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.
Dalam sebuah literatur mengatakan, pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah :

1. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan. 

2. Mewujudkan kedamaian sejati. 

3. Mewujudkan keadilan. 

4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dari uraian tersebut, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman lahir maupun batin. Dan ketentraman dianggap sudah ada apabila masyarakat merasa bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja. Selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, masyarakat akan secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar, mengembangkan minat dan bakatnya dan merasa selalu memperoleh perlakuan yang wajar, begitu pula ketika melakukan kesalahan.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
Kemudian menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antara pribadi dan ketenangan intren pribadi. Mirip dengan pendapat Purnadi adalah pendapat Van Apeldoorn yang menagtakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
Sedangkan Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdi kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
Teori ini merupakan campuran dari teori berganda dengan penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua teori tersebut.
Menurut teori campuran hukuman-hukuman bisa digabungkan, asal hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu, sehingga dengan demikian akan  hilanglah kesan berlebihan dalam penjatuhan hukuman.
Daftar Pustaka
http://lanlanrisdiana.blogspot.com/2013/02/makalah-teori-positivisme-dan-teori.html
Kansil,C.S.T.2011.Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.Jakarta:Rineka Cipta
L.J.Van ,Apeldorn,.1985.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta Pradya Paramita.
Sari, Elsi Kartika dan Advendi simangunsong. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo.
Van Apeldooren, Prof. Mr.L.j, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta
Van Kan, Prof. Mr. J & Prof. Mr. J.H. Beckhuis, “Pengantar Ilmu Hukum”, PT Pembangunan, Jakarta

BAB XI

MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

(PENEMUAN HUKUM, PENAFSIRAN HUKUM,KONTRUKSI HUKUM)

A. Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas.

Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit. Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali).Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). 
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.
Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

B. Pengertian Penemuan Hukum
Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara ilmiah dan secara praktikal.Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.
Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.
Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisanya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan.
Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum.Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut.Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.
Untuk melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum/argumentasi. Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.
C. Metode Interpretasi
1. Interpretasi menurut Bahasa
Metode interpretasi ini disebut dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

Contoh penggunaan interpretasi gramatikal, istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHPidana ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan.

2. Interpretasi teleologis atau sosiologis
Interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dngan interpretasi telelologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah using atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu di undangkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Contoh penggunaan Interpretasi telelologis penafsiran kata barang pada pasal 362 KUH Pidana juga termasuk aliran listrik karena bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu. Padahal pada perumusan pasal tersebut perihal mengenai barang tidak menunjukkan kepada listrik.

3. Interpretasi Sistematis
Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

Contoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUH Pidana.

4. Interpretasi Historis
Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Jadi merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis. Namun bagi ahli hukum penafsiran ini makin lama makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang.

Contoh penerapan intepretasi historis jika ingin mengerti makna undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.

5. Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian international ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

6. Interpretasi Futuristis
Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segara diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu.

Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yang akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.
D. Metode Argumentasi/ Konstruksi Hukum
Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum. berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) sedangkan pada metode interpretasi persitiwa tersebut sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya masih belum jelas. Berdasarkan asas ius curia novit (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :
1. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)
Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pasal 1576 BW, yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang di hadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode analogi pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudia dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah species (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Keismpulannya, hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2. Metode Argumentum a Contrario
Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh ketentuan adanya masa iddah dan waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 yahun 1975. Namun bagaimana halnya dengan seorang duda? Apakah mempunyai masa iddah? Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa iddah bagi seorang duda, oleh karena itu dengan digunakannya logika a  contrario, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak kawin lagi.

3. Metode Penyempitan Hukum
Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? akibatnya ruang lingkupnya dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 kasus Lindenbaum vs Cohen yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.
Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau Rechtsvinding. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu :

1. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat.Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
2.  Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (wetgever) tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit
Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia.Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak.Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.
Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.
Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan.Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (lex dura sed tamen scripta).
Berbicara tentang hukum pada umumnya, kita (masyarakat) hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi.Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas.Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Tidak hanya itu, dalam Al-Qur’an sendiri yang merupakan rujukan kita (umat Islam) dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran (interpretasi), pada masalah-masalah yang dianggap kurang jelas dan dimungkinkan (terbuka) atasnya untuk dilakukan suatu penafsiran.

Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang.Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas.Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Olehnya, karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan.Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu.
Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal atau faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis terhadap prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara terutama pada tahap pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya.Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.
b. Perhatian dan kesadaran akan sifat dan tugas peradilan telah berlangsung lama dan ajaran penemuan hukum, ajaran penafsiran hukum atau metode yuridis ini dalam abad ke 19 dikenal dengan hermeneutic yuridis (hermeneutika), namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan penerapannya.
c. Munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta menipisnya rasa kepercayaan sebagian “besar” masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Gejala ini hampir dapat didengar dan dilihat, melalui berbagai media yang ada. Menurut hemat peneliti gejala ini lahir tidak lain adalah karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang seharusnya dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan hukum) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya.
d. Kaitannya dengan gejala umum di atas, dari mekanisme penyelesaian perkara (kasus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah melukai rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam melihat suatu peraturan (bersifat normative/positivistik) tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis yang ada. Salah satu contoh yang masih hangat dimemori kita pada awal bulan yang lalu yakni divonis bebasnya beberapa kasus korupsi (koruptor) kelas kakap yang nyata-nyata telah merugikan Negara.

Alasan yang lain yang tentunya sangat terkait dengan kajian ini yakni melihat bagaimana seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam tugas dan tanggung jawabnya yang sudah menjadi kewajiban melekat pada profesinya serta sejauhmana hal itu dapat mewarnai dalam setiap putusan yang dilahirkan.
C. Kegunaan Penemuan Hukum
Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa :
1. Adakalanya pembuat Undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian pengertian yanga sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan;
2. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
3. Adakalanya terjadi suatu masalah yang tidak ada peraturan perudang-undangan yang mengatur masalah tersebut.
Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum antara lain adalah :

a.  Unsur sistem hukum, meliputi :

1) Hukum undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
2) Hukum kebiasaan yaitu : keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
3) Hukum Yurisprudensi, yakni : hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan.

4) Hukum Traktat : hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
5) Hukum Ilmiah (ajaran) : hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.

b.  Pembidangan sistem hukum

1) Ius Constitutum (hukum yang kini berlaku).

2) Ius Constituendum (hukum yang kelak berlaku)

     Dasar pembedaannya adalah ruang dan waktu

c.  Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum

1) Masyarakat hukum : suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya     kedamaian.

2) Subyek hukum

3) Hukum dan kewajiban
4) Peristiwa hokum

5) Hubungan hukum ; sederajat dan timpang
6) Obyek hukum

Pengertian butir diatas tidak terlepas dari makna sebenarnya  hukum yang merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik, dalam keadaan semacam itu hukum tidak diperlukan.

D.  Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia
Indonesia dalam perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia termasuk kedalam kelurga hukum civil law yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum common law.Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak diterapkan di dunia, namun selain dua sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia yakni sistem hukum Islam (Islamic Law) dan sistem hukum komunis (Communist Law).
Indonesia menganut sistem hukum sipil, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan bewuste rechtspolitiek, yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II (Pra Amandemen) yang menyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda yang merupakan negara yang menganut sistem civil law.
Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya.Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut, kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah seorang hakim. Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa.
Pengunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu.Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat.Hal ini dikarenakan akitivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang.Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat.Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.
Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bankruptcy of justice yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukum atau melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), namun demikian dalam konteks sistem hukum civil law hal ini menjadi suatu persoalan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakimanan hanya sebagai penerap undang-undang (rule adjudication function) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (rule making function).
Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum, Indonesia di dalam keluarga-keluarga sistem hukum dunia, termasuk salah satu dari keluarga hukum Eropa Kontinental (civil law). Sistem Eropa Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini, oleh karenanya sering pula disebut sebagai .
Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad ke-18 – 19.Untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam benruk undang-undang.Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang harus bersifat umum (algemeen).Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya.Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi.Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang (secara mekanis). Berkebalikan dengan sistem eropa continental, sistem anglo saxon yang biasa disebut dengan sistem common law merupakan sistem hukum yang menjadikan yurisprudensi sebagai sendi utama di dalam sistem hukumnya. Yurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian putusan tersebut menciptakan kaidah dan asas-asas hukum yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya.
Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-derah persemakmuran Inggris (eks jajahan Inggris), Amerika Serikat, Canada, Australia dan lain-lain.Namun demikian, pada perkembangannya kedua sistem hukum tersebut mengalami konvergensi (saling mendekat), yang ditandai dengan peranan yang cukup penting suatu peraturan perundang-undangan bagi sistem common law dan sebaliknya peranan yang signifikan pula dari yurisprudensi dalam sistem Eropa Kontinental.
Makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah :
1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; dan
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Tetapi tidak berarti pemanfaatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung masalah-masalah, adapun masalah-masalah tersebut ialah :

a. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat.Akibatnya maka terjadi semacam jurang antara peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menumbuhkan hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-hukum sendiri akan “terpaksa” menerima peraturan-peraturan perundangan-undangan yang sudah ketinggalan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai itu dapat dirasakan sebagai ketidakadilan dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat;

b. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau rechstvacuum. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan bukan kekosongan huku. Hal ini dikarenakan ajaran Cicero-ubi societas ubi ius- maka tidak akan pernah ada kekosongan hukum. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila “hukum resmi” tidak memadai atau tidak ada.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian menimbulkan konsep penemuan hukum oleh hakim.Namun demikian, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa penemuan hukum tidak diperkenankan hakim melakukan penemuan hukum. Gagasan penolakan ini lebih disebabkan oleh ketidakmungkinan dari apa yang disebut dengan kekosongan hukum. Hal ini merupakan pandangan dari positivisme Kelsen, yang menyatakan bahwa “tidak mungkin terdapat suatu kekosongan hukum dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan para individu kepada suatu perbuatan tertentu, maka individu-individu tersebut adalah bebas secara hukum.sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya”.
Berkebalikan dengan pandangan ini, justru kekosongan hukum sangat mungkin terjadi dan akan menimbulkan kebangkrutan keadilan (bankruptcy of justice) dimana hukum tidak dapat memfungsikan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kebangkrutan keadilan, merupakan konsekuensi dari kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul di dalam masyarakat.
Melihat dua pandangan yang saling bertentangan tersebut, maka kekosongan hukum ini adalah mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan argumentasi Kelsen yang membangun konstruksi berpikirnya hanya pada ranah logikal, namun tidak memperhatikan fakta-fakta empiris dimana hukum tidak semata-mata merupakan apa yang kemudian dinyatakan oleh negara sebagai hukum. Lebih dari itu, hukum juga terdapat di dalam masyarakat akibat proses interaksi yang sangat dinamis dari kehidupan sehari-hari.
Kemudian, argumentasi dari yang menyatakan terjadinya kekosongan hukum dapat menimbulkan kebangkrutan keadilan titik tekannya adalah kehidupan yang selalu berkembang di dalam masyarakat, memungkinkan hukum selalu tertinggal satu langkah di bandingkan fakta-fakta sosial kemasyarakatan, oleh karenanya fakta sosial yang demikian dinamis kadang kala merupakan friksi antara kepentingan individu-individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok dan menjadi kontraproduktif jika tidak dapat diselesaikan oleh hukum.
Pada konteks tersebut di atas kekosongan hukum yang berujung pada kebangkrutan hukum adalah hal yang dipastikan dapat terjadi, jika hanya menyatakan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang.Oleh karenannya, dituntut peranan hakim yang lebih besar dari pada sekedar corong undang-undang.Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain. Hal ini kemudian yang sering diistilahkan jugde made law atau penemuan hukum (rechtsvinding).
Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004 dimana dalam Pasal 16 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut :

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Pada Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, sangat jelas terlihat bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara atas dasar ketiadaan dasar hukum. Sehingga dalam konteks hukum Indonesia kebangkrutan hukum tidaklah di perbolehkan, dengan adanya ketentuan ini. Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Namun demikian, persoalan yang muncul adalah mengenai apakah hakim dalam konteks penemuan hukum memiliki kesamaan pengertian dengan konsep hakim membuat hukum (judge made law) seperti di dalam hukum common law.
Pengertian judge made law dalam pengertian sistem hukum common law, ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem precedent, dimana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan precedent justru akan melahirkan ketidakadlian maka hakim harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama.
Dalam konteks tersebut sistem Eropa Kontinental khususnya Belanda, penemun hukum didasarkan pada ajaran menemukan hukum dengan bebas (vrije rechtsvinding), yang pada ajaran tersebut terbagi menjadi tiga ajaran menyangkut dimanakah hukum bebas tersebut dapat ditemukan.Ajaran pertama yang dimotori oleh Hamaker menyatakan bahwa hukum bebas dapat ditemukan dengan menggalinya dari adat istiadat di dalam masyarakat, oleh karenanya ajaran ini disebut pula ajaran aliran sosiologi.Ajaran kedua memandang hukum dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan kodrati yang sudah ada untuk manusia, ketentuan kodrati ini tertuang di dalam kitab-kitab suci dan perenungan-perenungan kefilsafatan tentang keadilan dan moralitas, oleh karenanya, hukum ini disebut dengan hukum kodrat. Dan ajaran ketiga ialah ajaran yang menghendaki hakim dalam menemukan hukum, tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun lebih dari itu, hakim di dalam menemukan hukum harus juga dalam konteks mengoreksi dan jika perlu membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut dan membentuk norma hukum baru, aliran ini disebut juga rechter-koningschap.
Pada konteks hukum positif tampaknya kewenangan hakim menemukan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

(1).  
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

(2).  
Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari kedua ayat dalam pasal tersebut, dengan jelas dinyatakan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum memutus suatu perkara.Hal ini menunjukan bahwa, Indonesia memang menganut ajaran penemuan hukum bebas (vrije rechstvinding), namun menyangkut hukum bebas tersebut hakim masih terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum bebas di posisikan sebagai tambahan dari aturan perundang-undangan dia tidak dapat menyimpang dari aturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi hakim dapat mengkontekskan aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat, yang merupakan inti dari ajaran penemuan hukum bebas yang beraliran sosiologis. Hukum bebas dalam pengertian rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat sangat identik dengan hukum agama dan adat yang ada di dalam masyarakat.
Namun tidak sebatas itu, tafsir rasa keadilan dan nilai-nilali masyarakat juga dapat ditafafsirkan di dalam dinamika sosial kemasyakatan.Dimana aspek tuntutan dan tekanan masyarakat, mengenai mana yang adil dan tidak adil menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memutus suatu perkara.
Salah satu contoh penemuan hukum yang menjadi preseden di dalam hukum Indonesia, misalnya dalam kasus sengkon dan karta yang menumbuhkan kembali lembaga Herzeining (peninjauan kembali) dan penafsiran secara meluas (ekstensif) di dalam definisi mengenai barang dalam Pasal 378 oleh Bintan Siregar kemudian pada zaman kolonial dengan beberapa benchmark cases, seperti mendefinisikan ulang unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui kasus pipa ledeng atau mendefinisikan secara luas (ekstensif) pengertian barang dalam delik pencurian, yang mengkualifikasikan listrik sebagai barang pada H.R. 23 Mei 1921, N.J.1921, 564. Dalam konteks hukum nasional ialah putusan yang mengizinkan perubahan status jenis kelamin pasca operasi penggantian kelamin sebagaimana diputus oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan Barat Nomor 546/73.P Tanggal 14 November 1973 dengan pemohon ialah Iwan Robianto Iskandar.
Penemuan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika.Namun demikian, penafsiran tidak melulu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara.
Faktor-faktor yang sifatnya non logikal dan non yuridis, dapat menghaluskan hukum (rechstvervijning), dimana hukum tidak menjadi keras bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalkan seorang pencuri yang didesak karena kebutuhan ekonominya tentu akan berbeda hukumannya dengan pencuri yang mencuri dikarenakan ketamakan. Sehingga adagium lex dura, sed tamen scripta (hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya) menjadi tidak relevan di dalam konteks ini.Keseluruhan operasi logika dan penafsiran menggunakan aspek-aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum.Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum.Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (rechtsbegrip).
Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario.

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip di bawah ini :

1.  Prinsip objektivitas : penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.

2.  Prinsip kesatuan : setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.

3.  Prinsip penafsiran genetis : selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektifitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;

4.  Prinsip perbandingan : prinsip ini ialah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan bagi penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin secara baik tentang penafsiran hukum atau interpretasi hukum menimbulkan banyak teori, metode, atau jenis-jenis penafsiran hukum.
Beragamnya pembagian metode penafsiran hukum itu patut diduga karena terdapat perbedaan ukuran general dan khususnya kategori yang digunakan.  

Adapun jenis-jenis metode penafsiran dan konstruksi hukum  yang biasanya dipakai, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif.
b. Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.
c. Metode Interprestasi secara historis yaitu menafsirkan Undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.

Dalam  ilmu hukum interpretasi historis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif karena penafsiran rnenempatkan  pada pandangan subjektif pembuat undang-undang. Dengan demikian interpretasi menurut sefarah undang-undang merupakan lawan dari interpretasi gramatikal yang disebut sebagai metode penafsiran objektif.
2) Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum. Pemikiran yang mendasari diterapkannya metode interpretasi ini adalah anggapan bahwa setiap undang-undang selalu merupakan reaksi dari kebutuhan sosial yang memerlukan pengaturan. Setiap pengaturan dapat dipandang sebagai langkah dalam perkembangan sosial masyarakat sehingga langkah itu maknanya diketahui. Hal ini meliputi semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang.
d. Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak. Dengan lebih sederhana pengertian metode interpretasi teleologis atau sosiologis dapat dikemukakan yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Keadaan undang-undang yang sebenamya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat sekarang.
e. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis yaitu cara penafsiran  yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.
f. Interpretasi Evolutif-Dinamikal yaitu apabila hakim dalam putusannya memerikan makna sangat menentukan (yang melakukan terobosan) pada perkembangan hukum yang terjadi  setelah (kemunculan atau keberlakuan) aturan-aturan hukum tertentu.
g. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif. Ditinjau dari hasil penemuannya, suatu penafsiran undang-undang dapat dibedakan ke dalam interpretasi restriktif dan ekstensif. Interpretasi restriktif adalah sebuah perkataan diberi makna sesuai atau lebih sempit dari arti yang diberikan pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan interpretasi ekstensif adalah sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari.
E. Metode Konstruksi Hukum

1.
Metode Konstruksi argumentum a contrrio yaitu merupakan metode kontruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang di hadapi dengan peristiwa yang di atur dalam Undang-Undang.Berdasarkan perlawan itu ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk kedalam dalam pasal tersebut.
2.
Metode Konstruksi Analogi yaitu metode penemuan hukum dengan cara memasukkan suatu perkara kedalam lingkup pengaturan sautu peraturan perundang-undangan yang akan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.
3. 
Metode konstruksi penghalusan hukum yaitu merupakan metode yang mengeluarkan masalah yang di hadapinya sebagi perkara dari lingkup perundang-undangan yang bersangkutan.
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BAB XII

POLITIK HUKUM

A. Politik Hukum menurut para Ahli

Menurut Padmo Wahjono, Pengertian Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, Pengertian Politik Hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum).

Pengertian Politik hukum menurut Teuku Mohammad Radhie ialah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Adapun pendapat dari Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pengertian politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain "Hukum dan Hukum Pidana", Pengertian politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Pengertian Politik Hukum juga dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya "Makalah Politik Hukum Nasional". Dalam tulisannya memberikan gambaran mengenai Pengertian Politik Hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu.

Berdasarkan Atas Posisi Ilmu Politik Hukum Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan Seperti Yang Telah Diuraikan , Maka Objek Ilmu Politik Hukum Adalah “ Hukum “. Hukum Yang Berlaku Sekarang , Yang Berlaku Diwaktu Yang Lalu, Maupun Yang Seharusnya Berlaku Diwaktu Yang Akan Datang. Yang Dipakai Untuk Mendekati / Mempelajari Objek Politik Hukum Adalah Praktis Ilmiah Bukan Teoritis Ilmiah.

Penggolongan Lapangan Hukum Yang Klasik/Tradisional Dianut Dalam Tata Hukum Di Eropa Dan Tata Hukum Hindia Belanda :

1. Hukum Tata Negara

2. Hukum Tata Usaha

3. Hukum Perdata

4. Hukum Dagang

5. Hukum Pidana

6. Hukum Acara

Lapangan Hukum Baru :

a. Hukum Perburuhan
b. Hukum Agraria
c. Hukum  Ekonoimi
d. Hukum Fiskal

Pembagian Hukum Secara Tradisional Antara Lain : Hukum Nasional Terbagi Mejadi 6 Bagian Diantaranya :

1) Hukum Tata Negara
2) Hukum Adminitrasi Negara
3) Hukum Perdata
4) Hukum Pidana
5) Hukum Acara Perdata
6) Hukum Acara Pidana

Hukum Nasional Tradisional Mengandung  “ Ide ”, “ Asas ”, “ Nilai “, Sumber Hukum Ketika Semua Itu Dijadikan Satu Maka Disebut Kegiatan Politik Hukum Nasional.

1. Ruang Negara Politik Hukum Suatu Negara
Adanya Politik Hukum Menunjukkan Eksistensi Hukum Negara Tertentu , Bergitu Pula Sebaliknya, Eksistensi Hukum Menunjukkan Eksistensi Politik Hukum Dari Negara Tertentu.
Politik hukum tidak lepas dari kebijakan dibidang lain. Penyusunan politik hukum harus selalu diusahakan seiring dengan aspek-aspek kebijakan dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya. Cakupan politik hukum dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu:


(1) Politik Hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum suatu negara, hal ini mencakup kebijakan hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh suatu negara.

(2) Politik Hukum diartikan sebagai hubungan pengaruh timbal balik antara hukum dan politik. 

2. Politik Hukum Kekuasaan Dan Warga Masyarakat
Politik Hukum Mengejawantahkan Dalam Nuansa Kehidupan Bersama Para Warga Masyarakat . Di Lain Pihak Politik Hukum Juga Erat Bahkan Hampir Menyatu Dengan Penggunaan Kekuasaaan Didalam Kenyataan. Untuk Mengatur Negara , Bangsa  Dan Rakyat. Politik Hukum Terwujud Dalm Seluruh Jenis Peraturan Perundang – Undangan Negara.
3. Lembaga-Lembaga Yang Berwenang
Montesquieu Mengutarakan Trias Politica Tentang Kkuasaan Negara Yang Terdiri Atas 3  ( Tiga ) Pusat Kekuasaan Dalam Lembaga Negara, Antara Lain :

a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif

Yang Berfungsi Sebagai Centra – Centra Kekuasaaan Negara Yang Masing – Masing Harus Dipisahkan. Dalam Kaitanya Dengan Poliik Hukum Yang Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Penyusunan Tertib Hukum Negara . Maka Ketiga Lembaga Tersebut Yang Berwenang Melakukannya.
Ada dua lingkup utama arah kebijakan pembangunan hukum suatu negara yakni:

a. Politik Pembentukan Hukum

b. Politik Penegakan hukum.

a) Politik pembentukan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Hal ini mencakup:


1. Kebijakan pembentukan perudang-undangan, kebijakan pembentukan hukum kita yang utama adalah lewat perundang-undangan. Bagi Negara Indonesia yang mengikuti sistem hukum continental undang-undang adalah sumber utama hukum.

Karena itu kebijakan pembentukan perundang-undangan harus direncanakan melalui suatu sistem perencanaan nasional yang disusun dalam program legislasi nasional. Lewat program legislasi nasional akan tampak arahan undang-undang apa yang akan dibuat dalam 20 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, ataupun 1 tahun yang akan datang. Namun, boleh saja dalam perjalanannya terjadi perkembangan yang cepat, apa yang telah di program diubah berdasarkan kebutuhan.

2. Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi, yurispudensi merupakan sumber hukum selain undang-undang. Pada dasarnya sistem hukum Indonesia menganut asas hakim tidak terikat pada preceden atau putusan terdahulu mengenai persoalan hukum serupa. Dalam sistem kontinental putusan pengadilan bersifat “persuasive power of the precedent”.

Berbeda dengan system anglo saxon dimana hakim terikat pada precedent yang disebut dengan “Stare decisis et quit non movers” sebagai asas “the binding force of precedent”. Tetapi UU Kehakiman menganut asas ius curia novit (pasal 16). Artinya hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan undang-undang tidak ada, tidak jelas, belum lengkap, tetapi wajib mengadili perkara. Untuk mengadili tersebut hakim harus tunduk pada ketentuan pasal 27 Undang –undang No. 4 tahun 2004 yang mengatakan “ hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” atau living law.

3. Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya merupahan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan mana diperlihara dan dipertahankan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Seperti dalam bidang pertanahan yang mengakui keberadaan hak ulayat.

Hak ulayat mana diatur menurut sistem hukum adat yang mempunyai ciri khas tidak tertulis, namun Undng-undang Pokok Agraria mengakui hak tersebut sepanjang masih ada dan hidup dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat adat tersebut.

b) Politik Penegakan Hukum mencakup:

1. Kebijakan dibidang peradilan, dalam hal ini bagaimana arah kebijakan terhadap peradilan. Misalnya sebelum amandemen UUD 1945 kebijakan terhadap peradilan dikelola melalui dualisme pembinaan. Satu sisi hakim berada dibawah pembinaan Mahkamah Agung, sisi lain hakim berada di jajaran departemen dibawah pembinaan Menteri terkait (eksekutif). Kebijakan demikian melahirkan kecurigaan dan pertanyaan, hakim tidak independen/ apakah hakim bisa mandiri dalam mengadili perkara. Setelah di amandemen kebijakan terhadap peradilan dilakukan lewat pembinaan satu atap, semuanya berada di bawah Mahkamah Agung.

Tetapi untuk menjaga indepensi hakim, dibentuk lembaga yang dikenal dengan KomisiYudisial.

2. Kebijakan dibidang pelayanan hukum. Dalam hal ini perlu pelayanan hukum yang cepat, mudah, terjangkau oleh masyarakat, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini juga dilakukan kebijakan yang dapat memberantas terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Kelima komponen arah kebijakan pembentukan hukum tersebut akan membentuk sistem hukum nasional. Hukum nasional itu akan berfungsi ditentukan oleh 5 faktor yang satu dengan yang lain saling menunjang dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kelima faktor yang disebut dengan kondisi hukum tetap ( conditio sine quanon) terdiri dari:

a. Substansi hukum /materi hukum ( legal substance)

b. Budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat ( legal culture)

c. Aparatur penegak hukum ( legal aparatus)

d. Sarana dan prasarana (equitment) 

e. Pendidikan hukum (legal education)

Kedua lingkup utama arah kebijakan pembangunan hukum tersebut (kebijakan pembentukan perundang-undangan/hukum tertulis dan kebijakan penegakan hukum) tersebut hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkait dan berfungsi sebagai suatu sistem, dimana sub sistem yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan saling berhubungan sebagai suatu totalitas.

a. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuan.

b. Putusan dalam rangka penegakkan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan dan kekurangan suatu peraturan perundang-undangan.

c. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan . Melalui putusan dalam rangka penegakan hukum peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

d. Pembentukan hukum dan penegakan hukum melibatkan SDM, tata kerja, pengorganisasian, sarana dan prasarana. SDM yang handal, pengorganisasian yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai akan turut menentukan keberhasilan pembentukan dan penegakan hukum. 

e. Politik pembentukan dan penegakan hukum harus disertai pula dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja, pengorganisasian dan sarana/prasarana.

B. Cara Yang Digunakan 
Di Indonesia Cara – Cara Yang Digunakan Untuk Membentuk Politik Hukumnya Tidak Sama Dengan Cara – Cara Yang Digunakan Oleh:

1. negara Kapitalis

2. negara Komunis

3. negara Yang Fanatik Religius

Tetapi Menghindari Perbedaan – Perbedaan Yang Mencolok Dan Cara – Cara Yang Ekstrim Untuk Mencapai Keadilan Dan Kemakmuran , Menolak Cara – Cara Yang Dianggap Tepat Oleh Ketiga Cara Ini Merupakan Cara Yang Ekstrim:

a. Kapitalis
Menganggap Bahwa Manusia Perorangan Yang Individualis Adalah Yanhg Paling Penting.
b. Komunisme

Menganggap Bahwa Masyarakat Yang Terpenting Diatas Segalanya

c. Fanatik Religius

Merupakan Realita Bahwa Manusia Hidup Di Dunia Ini Harus Bergulat Untuk Mempertahankan Hidupnya ( Survive ) , Maka Politik Hukum Kita Pasti Tidak Akan Menggunakan Cara – Cara Kapitalis, Komunis, Dan Fanatik Religius.
C. Politik Hukum Sebagai Ilmu
1. Batasan / Definisi Politik Hukum

Sesungguhnya Ada Banyak Definisi Yang Diberikan Oleh Para Ahli. Pada Definisi-Definisi Yang Diberfikan Tersebut Ternyata Ada Perbedaann Batasan Tentang Politik Hukum.
Politik Hukum Perundang-Undangan :

a. Tertulis Adalah Undang-Undang Yang Bersifat Permanen.
b. Tidak Tertulis Adalah Kebijakan Publik (Bisa Berubah “Setiap Saat Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Keadaan”)

Sehingga Keadaan Dan Kebutuhan Yang Berubah-Ubah Inilah Yang Menyebabkan Pembicaraan Politik Hukum Menjadi Sangat Kompleks, Sebab Antara Kebutuhan Dan Keadaan Suatu Negara Dengan Negara Lain Bisa Berbeda, Waktu Lalu Bisa Berbeda Dengan Waktu Sekarang.
D. Ruang Lingkup Politik Hukum 

Ruang Lingkup Artinya Situasi/Tempat/Faktor  “Lain Yang Berada Di Sekitar Politik Hukum Yang Berlaku Sekarang, Hukum Yang Suidah Berlaku Dan Hukum Yang Akan Berlaku.
E. Obyek Politik Hukum 

Obyek Yang Dipelajari Dalam Politik Hukum Adalah Hukum-Hukum Yang Bagaimana Itu Bisa Berbeda-Beda Atau Hukum Ini Dihubung Atau Dilawankan Dengan Politik.
F. Ilmu Bantu Politik Hukum

Yang Dimaksud Ilmu Bantu Disini Adalah Ilmu Yang Dipakai Dalam Mendekati/Mempelajari Politik Hukum Baik Berupa Konsep, “Teori” Dan Penelitian. Sosiologi Hukum Dan Sejarah Hukum Dalam Hal Ini Sangat Membantu Dalam Mempelajari Politik Hukum.

G. Metode Pendekatan Politik Hukum 

Metode   Adalah Cara   Dalam Mempelajari Politik Hukum Empirik Adalah Kenyataan (Secara Praktis Untuk Mendekati Politik Hukum Adalah Dengan Melihat Konstitusi Negara)
a. Politik Hukum Lama
Politik Hukum Lama, Di Jalankan Pada Masa Pemerintahan Hindia, Belanda, Diawali Sejak Kedatangan Atau Zaman Pemerintahan Hindia Belanda Yang Menerapkan Asas Konkosedansi Yaitu: Menerapakn Hubungan Yang Berlaku Di Belanda Berlaku Juga Di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda Selain Berlaku Hukum Adat Dan Hukum Islam.
Sejak Pendudukan Penjajahan Belanda Sampai Dengan Indonesia Merdeka Tidak Ada Asvikasi Hukum. Kalau Menang Belanda Berupaya Untuk Melakukan Asifikasi (Memberlakukan Satu Hukum Untuk Seluruh Rakyat Di Seluruh Wilayah Negara) Tidak Berhasil Jug.
b. Asas Konkordansi
Yaitu Pemberlakuan Hukum Belanda Disebuah Wilayah Hindia Belanda. Unifikasi Hukum Adalah Berlakunya Suatu  Hukum Di Suatu Wilayah Negara Untuk Seluruh Paalnya. Kenapa Hukum Islam Masih Berlaku ?Karena Sebagian Besar Pelakunya Adalah Beragama Islam.
Tetapi Masuk Terdapat Orang-Orang Indonesia Yang Tidak Bulat “Membela Pemikiran Barat”. A.C. Hamengku Buwono Ix Yang Tetap Mempertahankan Budaya Timur Dengan Menyatakan: Jiwa Barat  Dan Timur Dapat Dilakukan Dan Bekerja Sama Secara Ekonomomis Tanpa Harus Kehilangan Kepadiannya Masing-Masing. Selama Tidak Menghambat Kemajuan, Adat Akan Tetap Menduduki Tempat Yang Utama Dalam Mator Yang Kaya Dalam Tradisi.
c. Politik Hukum Baru
Politik Hukum Baru Di Indonesia Muali Pada Tanggal 17 Agustus 1945 (Versi Indonesia). Kemerdekaan Indonesia Belanda Adalah; 19 Desember 1949 Yaitu Sewaktu Adanya Kmb Di Denhaag (Belanda).
Apa Syarat Untuk Membuat Atau Membentuk Politik Hukum Sendiri Bagi Suatu Negara;

1. Negara Tersebut Negara Merdeka.

2. Negara Tersebut Yang Mempunyai Kedaulatan Keluar Dan Kedalam 

a. Kedaulatan Keluar ; Negara Lain Mengakui Bahwa Negara Kita Merdeka.

b. Kedaulatan Kedalam; Kedaulatan Negara Diakui Oleh Seluruh Warga Negara.

3. Ada Keinginann Untuk Membuat  Hukum Yang Tujuannya Untuk Mensejahterakan Masyarakat.

c. Sumber-Sumber Hukum Bagi Politik Antaralain ;

a. Konstitusi

b. Kebajiakan (Tertulis Atau Undang-Undang)

c. Kebijakan Tidak Tertulis Atau Tidak.

Antara Lain :

1) UUD 1945  suppel
2) Perbidang atau Perlapangan Hukum
Perdata,Pidana, Dagang,Tata Usaha Negara, Tata Negara.

d. Persektor

Contoh: Di Sektor Ekonomi, Ketenaga Kerjaan, Accantung, Management, Sosial Politik, Politik Bisnis.

a) Kebijakan Tidak Tertulis Dengan Hukum Adatnya.
Adat Kita Menyatu Dengan Sumber Politik Hukum:
Contoh : Hukum Perkawinan, Uu No. 1 1974 Tetapi Masih Menyelenggarakan Pertunangan.  

b) Adanya Pelarangan Menikah Antara 2 Agama Yang Berbeda.
Bahan Baku Dari Politik Hukum (Indonesia Hukum Nasional Yang Baru)

1. Hukum Islam

2. Hukum Adat

3. Hukum Barat

Ada :

a. Cara Rakyat Indonesia Sebagian Besar Beragama Islam.

b. Peraturan Di Indonesia Mengadopsi Asas “Hukum Islam Bukti: Uu No. 1. 1974 Asas Monogami.

c. Karena Hukum Aslinya Rakyat Indonesia Adalah Adat Indonesia.

d. Hukum Rakyat Yang Diambil Oleh Hukum Indonesia Adalah Sistemnya Yang Baik.
Pihak Yang Tersebut Dalam Pembentukan Politik Hukum :

1. Negara Pemerintah
Parpol  Partai.
Para Pakar  Ahli Hukum Dengan Tulisan Dan Doktren Dan Pendapat.

Warga Negara  Kesadaran Hukumnya  Bila Warga Negara Kesadraan Hukum Tinggi Maka Politik Hukumnya Tinggi Begitu Sebaliknya.

Bagi Indonesia Politik Hukum Dicantumkan Dalam :

a. Konsitusi adalah Garis Besar Politik Hukum.
b. UU adalah Ketentuan Incroteto adalah Ketentuan Yang Berlaku.
c. Kebijaksanaan Yang Lain adalah Pelengkap Untuk Pemersatu.
d. Adat adalah Berupa Nilai.
e. GBHN adalah Berupa Program
f. Hukum Islam , Yang Diambil Adalah Nilainya.

Sedangkan Dari Sisi Produk Perundang-Undangan. Terjadi Perubahan Politik Hukum, Yakni: Dengan Dikeluarkannya Beberapa UU Yang Semula Belum Ada, Yakni :

1) UU No 14 Tahun 1970 Tentang  Ketentuan Kekeuasaan Kehakiman.

2) UU No 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.
3) UU Lingkungan Hiduop.
4) UU Perburuhan.
5) UU Perbankan, Dsb.
Kemudian Prof. Hazairin Berpendapat Bahwa :

1. dipakainya Hukum Adsat Sebagai Sumber Hukum Nasional Telah Disebakan Hukum Adat Sudah Eksis Dalam Budaya Dan Perasaan Bangsa Indonesia.
2. di Pakainya Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional Karena Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam  Iman.
3. terhadap Hukum Adat Dan Hukum Islam Tersebut Hanya Diambil Asas-Asasnya Saja.
4. Hukum Barat Dijadikan Sumber Hukum Nasional Juga Berkaitan Dengan Urusan

5. Urusan Internasional Atau Berkaitan Dengan Hukum Atau Perdagangan Internasional.
Tahun 1979, Purnadi Dan Suryono  Sukamto Menyatakan : Hukum Negara (Tata Negara) Adalah Struktur Dan Proses Perangkaat Kaedah-Kaedah Hukum Yang Berlaku Pada Suatu Waktu Dan Tempat Tertentu Serta Bwerbentuk Tertulis.
Tahun 1986, John Ball Menyatakan : Persoalan Hukum Di Indonesia Adalah Persoalan Dalam Rangka Mewujudkan Hukum Nasional Di Indonesia, Yaitu Persoalan Yang Terutama Bertumpu Pada Realita Alam Indonesia.
Tahun 1966, Utrecht Membuat Buku Dengan Judul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”.
Tahun 1977, Ahmad Sanusi Menyatakan Pthi Hendaknya Dipahami Sebagai Penguraian Deskritif-Analistis Yang Tekanannya Lebih Dikhususkan Bagi Ilmu Hukum Indonesia, Menjelaskan Sifat-Sifat Spesifik Dari Hukum Indonesia Dengan Memeberikan Contoh-Contohnya Sendiri.
Persoalan Hukum Di Indonesia Dan Negara-Negara Baru Lainnya Tidak Hanya Sekedar Penciptaan Hukum Baru Yang Dapat Ditujukan Pada Hubungan Perdata Dan Publik Dengan Karekteristiknya Yang Telah Cukup Diketahui.
Harus Diusahakan Pendobrakan Cara Berpikir Hukum Kolonial Dan Penggantinya Dengan Cara Berpikir Yang Didorong Oleh Kebutuhan Menumbuhkan Hukum Setempat Bagi Negara Yang Telah Merdeka.
Tahun 1978 , Daniel S. Lev Menlis Aspek Politiknya Dengan Menyatakan Dan Kedudukan Hukum Di Negara Republik Indonesia Sebaian Besar Merupakn Perjuangan Yang Hanya Dapat Dimengerti Secara Lebih Baik Dengan Memahami Sosial Poltik Daripada Kultural.
a. Hukum Indonesia Harus Memberi Tempat Kepada Rasa Hukum, Pengertian Hukum,Paham Hukum Yang Khas (Indonesia).
b. Hendaknya Ada Pelajaran Hukum Indonesia.

Tahun 1952, Dormeier Membuka Wacana Dengan Cara :

1) Menulis Buku “Pengantar Ilmu Hukum”  (Buku Pih Karangannya Ini Adalah Buku Pih Pertama Dalam Bahasa Indonesia).
2) Menukis Bentuk-Bentuk Khusus Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

Tahun 1955, Lemaire Deskripsi Hukum Indonesia.
Tahun 1965, Daniel S.Lev. Menyatakan Transformasi Yang Sesungguhnya Terhadap ;

1) Hukum Masa Kolonial, Terutama Tergantung Dari Pembentukan Ide-Ide Baru, Yang Akan Mendorong Ke Arah Bentuk Hukum Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Hukum Kolonial.

2) Sejak Sebelum Kemerdekaan  Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia Sudah Banyak Usulan Agar Negara Republik Indonesia Memiliki Hukum Politik Dsendiri, Bukan Politik Hukum Yang Sama Dengan Politik Hukum Belanda. Usulan-Usulan Tersebut.
Tahun 1929, Kleintjes Menulis Dalam Sebuah Buku, Yang Isinya :

1) Pokok-Pokok Hukun Tentang Negara Dan Hukum Antar Negara Yang Berlaku Di Hindia Belanda.
2) Beberapa Aspek Pranata Hukum Yang Dijumpai  Di Hindia Belanda.
Tahun 1932, Van Vollen Hoven Dalam Pidatonya Yang Brjudul “Romantika Dalam Hukum Indonesia” Menyatakan :

1) Hukum Indonesia Harusnya Menuju “Hukum Yang Mandiri” Dan Jangan Hanya Menjadi Tambahan Saja Bagi Hukum Belanda Di Hindia Belanda.

2) Ideaalnya, Sejak Tahun 1945 Indonesia Sudah Memiliki Politik Hukumnya Sendiri Yang Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Bangsa Indonesia.
H. Sistem Hukum Nasional
Berdasarkan Cita-Cita Masyarakat Yang Ingin Dicapai Yang Dikristalisasikan Di Dalam Tujuan Negara, Dasar Negara, Dan Cita-Cita Hukum, Maka Diperlukan Sistem Hukum Nasional Yang Dapat Dijadikan Wadah Atau Pijakan Dan Kerangka Kerja Politik Hukum Nasional. Dalam Hal Ini, Pengertian Tentang Sistem Hukum Nasional Indonesia Atau Sistem Hukum Indonesia Perlu Dikembangkan.
Sistem Adalah Kesatuan Yang Terdiri Dari Bagian-Bagian Yang Satu Dengan Yang Lain Saling Bergantung Untuk Mencapai Tujuan Tertentu. Banyak Yang Memberi Definisi Tentang Istilah Sistem Ini.
Ada Yang Mengatakan Bahwa Sistem Adalah Keseluruhan Yang Terdiri Dari Banyak Bagian Atau Komponen Yang Terjalin Dalam Hubungan Antara Komponen Yang Satu Dengan Yang Lain Secara Teratur. Sedangkan Hukum Nasional Adalah Hukum Atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Dan Dilaksanakan Untuk Mencapai Tujuan, Dasar, Dan Cita Hukum Suatu Negara.
Dalam Konteks Ini, Hukum Nasional Indonesia Adalah Kesatuan Hukum Atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibangun Untuk Mencapai Tujuan Negara Yang Bersumber Pada Pembukaan Dan Pasal-Pasal Uud 1945. Sebab, Di Dalam Pembukaan Dan Pasal-Pasal Uud Itulah Terkandung Tujuan, Dasar, Dan Cita Hukum Indonesia. Di Dalamnya Terkandung Nilai-Nilai Khas Budaya Bangsa Indonesia Yang Tumbuh Dan Berkembang Dalam Kesadaran Hidup Bermasyarakat Selama Berabad-Abad.
Dengan Demikian, Sistem Hukum Nasional Indonesia Adalah Sistem Hukum Yang Berlaku Diseluruh Indonesia Yang Meliputi Semua Unsur Hukum (Seperti Isi, Struktur, Budaya, Sarana, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Semua Sub Unsurnya) Yang Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Bergantungan Dan Yang Bersumber Dari Pembukaan Dan Pasal-Pasal Uud 1945. (Mahfud, 200620-21; Hartono, 1991:64). Masalah-Masalah Yang Dipersoalkan Dalam Sistem Hukum Mencakup Empat Hal, Yaitu: 
1. Elemen Atau Unsur-Unsur Sistem Hukum;

2. Konsistensi Sistem Hukum;

3. Pengertian-Pengrtian Dasar Sistem Hukum; Dan

4. Kelengkapan Sistem Hukum. (Soekanto, 1983).
Politik Hukum Merupakan Upaya Menjadikan Hukum Sebagai Proses Pencapaian Cita-Cita Dan Tujuan. Dengan Arti Ini, Maka Politik Hukum Nasional Harus Berpijak Pada Kerangka Dasar, Sebagai Berikut (Mahfud, 2006: 31):

a. Politik Hukum Nasional Harus Selalu Mengarah Pada Cita-Cita Bangsa, Yakni 
b. Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Berdasarkan Pancasila.Politik Hukum Nasional Harus Ditujukan Untuk Mencapai Tujuan Negara, Yakni: 
1) Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, 
2) Memajukan Kesejahteraan Umum, 
3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 
4) Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, Dan Keadilan Sosial.
c. Politik Hukum Harus Dipandu Oleh Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara, Yakni: 
1) Berbasis Moral Agama, 
2) Menghargai Dan Melindungi Hak-Hak Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi, 
3) Mempersatukan Seluruh Unsur Bangsa Dengan Semua Ikatan Primordialnya, 
4) Meletakkan Kekuasaan Dibawah Kekuasaan Rakyat, 
5) Membangun Keadilan Sosial.
d. Agak Mirip Dengan Butir 3, Jika Dikaitkan Dengan Cita Hukum Negara Indonesia, Politik Hukum Nasional Harus Dipandu Oleh Keharusan Untuk; 
1) Melindungi Semua Unsur Bangsa Demi Integrasi Atau Keutuhan Bangsa Yang Mencakup Ideologi Dan Teritori, 
2) Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Dan Kemasyarakat, 
3) Mewujudkan Demokrasi (Kedaulatan Rakyat) Dan Nomokrasi (Kedaulatan Hukum), 
4) Menciptakan Toleransi Hidup Beragama Berdasar Keadaban Dan Kemanusian.
e. Untuk Meraih Cita Dan Mencapai Tujuan Dengan Landasan Dan Panduan Tersebut, Maka Sistem Hukum Nasional Yang Harus Dibangun Adalah Sistem Hukum Pancasila, Yakni Sistem Hukum Yang Mengambil Atau Memadukan Berbagai Nilai Kepentingan, Nilai Sosial, Dan Konsep Keadilan Ke Dalam Satu Ikatan Hukum Prismatik Dengan Mengambil Unsur-Unsur Baiknya.Politik Hukum Merupakan Upaya Menjadikan Hukum Sebagai Proses Pencapaian Cita-Cita Dan Tujuan. Dengan Arti Ini, Maka Politik Hukum Nasional Harus Berpijak Pada Kerangka Dasar, Sebagai Berikut (Mahfud, 2006: 31):
1) Politik Hukum Nasional Harus Selalu Mengarah Pada Cita-Cita Bangsa, Yakni Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Berdasarkan Pancasila.
2) Politik Hukum Nasional Harus Ditujukan Untuk Mencapai Tujuan Negara, Yakni: 
a) Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, 
b) Memajukan Kesejahteraan Umum, 
c) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 
d) Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, Dan Keadilan Sosial.
3) Politik Hukum Harus Dipandu Oleh Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara, Yakni: 
a) Berbasis Moral Agama, 
b) Menghargai Dan Melindungi Hak-Hak Asasi Manusia Tanpa Diskriminasi, 
c) Mempersatukan Seluruh Unsur Bangsa Dengan Semua Ikatan Primordialnya, 
d) Meletakkan Kekuasaan Dibawah Kekuasaan Rakyat, 
e) Membangun Keadilan Sosial.
4) Agak Mirip Dengan Butir 3, Jika Dikaitkan Dengan Cita Hukum Negara Indonesia, Politik Hukum Nasional Harus Dipandu Oleh Keharusan Untuk; 
a) Melindungi Semua Unsur Bangsa Demi Integrasi Atau Keutuhan Bangsa Yang Mencakup Ideologi Dan Teritori, 
b) Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Dan Kemasyarakat, 
c) Mewujudkan Demokrasi (Kedaulatan Rakyat) Dan Nomokrasi (Kedaulatan Hukum), 
d) Menciptakan Toleransi Hidup Beragama Berdasar Keadaban Dan Kemanusian.
5) Untuk Meraih Cita Dan Mencapai Tujuan Dengan Landasan Dan Panduan Tersebut, Maka Sistem Hukum Nasional Yang Harus Dibangun Adalah Sistem Hukum Pancasila, Yakni Sistem Hukum Yang Mengambil Atau Memadukan Berbagai Nilai Kepentingan, Nilai Sosial, Dan Konsep Keadilan Ke Dalam Satu Ikatan Hukum Prismatik Dengan Mengambil Unsur-Unsur Baiknya.
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